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Dalam pokok-pokok pemerintahan daerah bahwa tujpamberian
otonomi adalah untuk memungkinkan daerah yang bgkséian untuk mengatur
dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangkangkatnya daya guna
dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan untrkingkatnya pelayanan
kepada masyarakat serta pelaksanaan pembangunpaaniya antara lain adalah
untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada naksya memudahkan
masyarakat untuk memantau dan mengontrol pengguteaa yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBDgjrsél untuk menciptakan
persaingan yang sehat antar daerah dan mendororltya inovasi. Ciri
keberhasilan otonomi daerah yang nyata dan bemmgggawab antara lain
dengan meningkatkan jumlah anggaran daerah dannt&h tahun yang dititk
beratkan pada makin meningkatnya Pendapatan AslidbaUntuk meningkatkan
jumlah anggaran daerah perlu dilaksanakan usalf@&ysengembangan sumber
pendapatan daerah yang baru berdasarkan kebijaesaryang ditetapkan oleh
Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangasa®elengan kewenangan
tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan mampu mingganber-sumber
keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan peaaragemerintahan dan
pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan AsliabaPAD). Pendapatan
Asli Daerah terdiri atas: Pajak Daerah, Retribusie@ah, Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yaaf). Di Kabupaten
Nganjuk keempat sumber-sumber Pedapatan Asli Daerakebut memberikan
kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yangardgkan mampu
meningkatkan kemandirian keuangan daerah akan feddp tahun 2002 sampai
dengan tahun 2006 realisasi pendapatan asli daargjat kurang. Dalam hal ini
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk ditumtdtik meningkatkan
realisasi pendapatan asli daerah, maka dari itwatuj penelitian dari
Pengembangan Pendapatan Asli Daerah di KabupatanjiNgantara lain untuk
mengetahui sumber-sumber Pendapatan Asli Daeraly gadang dan akan
dikembangkan, selain itu untuk mengetahui metodmdee pengembangan
sumbe-sumber PAD serta mengetahui tingkat kebédshadari pengembangan
sumber-sumber PAD tersebut.

Penelitian yang mengambil lokasi di Kabupaten Nganpi merupakan
penelitian deskriptif dengan menggunakan pendek&iaalitatif dan teknik
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dakuelgasi. Sedangkan
kosep penelitian ini adalah Sejauhmana EfektivRe@agembangan Pendapatan
Asli Daerah Dalam Rangka Kemandirian Keuangan Dagamg meliputi, upaya
intensifikasi dan upaya ekstensifikasi. Konsep pese ini juga meliputi: Target
dan Realisasi PAD,Kontribusi Penerimaan daerahatizgh Pendapatan Asli



Daerah ,Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terh&®agk Daerah, Kontribusi
Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan AshiDaéntribusi Retribusi
Penerimaan Fungsional Unit Swadana RSUD TerhadapibBs Daerah,
Kontribusi Retribusi Penerimaan Fungsional Unit 8area RSUD Terhadap
Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi Penerimaan GasaTerhadap Pendapatan
Asli Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan upaya-upaya yaiakdkan oleh Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk untuk menkeykaPendapatan Asli
Daerahnya melalui intensifikasi dan esktensifikasi.

Intensifikasi yang dilakukan adalah memperkuat @sgsgemungutan dengan cara
meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkannaadan prasarana,
peninjauan tarif. Intensifikasi juga dilakukan meiameningkatkan pengawasan
dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Sedangkan untuk ekstensifikasi dilakukan dengaa cagngolah dan mencari
serta menambabh jenis pungutan baru. Untuk kondisepmaan pajak daerah dari
tahun 2002 sampai tahun 2006 selalu terealisasiynmademikian prosentase
tingkat pencapaiannya mengalami penurunan, tahG2 26besar 130,22% dan
tahun 2006 sebesar 103,00%. Untuk kondisi penerimmatibusi daerah dari
tahun 2002 sampai tahun 2006 banyak diantaranyg jidak sesuai dengan
target yang telah ditentukan. Begitu juga dengamsguease realisasinya
meningkat, terlihat peningkatan yang signifikanatéirpada tahun 2005 dan tahun
2006 masing-masing sebesar 94,46% dan 111,77% Kk Uatodisi penerimaan
Lain-lain yang sah, tahun 2002 sampai tahun 20@8usterealisasi. Begitu juga
dengan persentase realisasinya meningkat, tepi@aingkatan yang signifikan
terjadi pada tahun 2005 dan tahun 2006 masing-mas@besar 101,40% dan
333,06%. Sedangkan untuk Kontribusi Penerimaandba&erhadap Pendapatan
Asli Daerah dalam Mendukung Kemandirian Keuanganer®a rata-rata
persentase lima tahun tersebut masing-masing seb&6 dan 8,21%. Hal ini
menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kemandirian ugaken Nganjuk masih
dibawah 10% dan ini menandakan bahwa daerah Kadupéganjuk memiliki
ketergantungan yang tinggi dengan dana perimbas@ampemerintah pusat, yang
disebabkan oleh belum optimalnya penerimaan dandgeatan Asli Daerah
Kabupaten Nganjuk.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan satatNegara yang sedang
berkembang. Hal ini tercermin dalam pemerintah sgdanelaksanakan kegiatan
pembangunan di segala sektor guna meningkatkajkés@aan penduduknya. Dengan
adanya pembangunan diberbagai sektor ini diharapkan tercipta masyarakat yang
lebih sejahtera, adil dan merata.

Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adihtenata seluruh wilayah
Indonesia tidaklah mudah dan tidak mungkin sepeymhdapat dilakukan oleh
pemerintah pusat. Mengingat Indonesia merupakarafdegepulauan dengan wilayah
yang sangat luas dengan sumber daya yang dimdidka pnasing-masing daerah berbeda
satu sama lain. Dengan adanya keterbatasan peafmeripisat terutama dalam
pembangunan maka banyak kendala yang tentunya gicategi.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan yang adil ndarata, maka
pemerintah pusat telah mengambil langkah kebijedeanyang dikenal dengan asas
Desentralisasi. Asas ini mengandung arti adanyygrahan urusan pemerintah pusat
kepada daerah-daerah otonom untuk mengatur daera®mdiri. Langkah ini diambil
dengan tujuan untuk menggali potensi daerah masasjAm.

Pada dasarnya pembangunan daerah merupakan sugian bgang tak
terpisahkan dari pembangunan suatu bangsa. Eksipenbangunan daerah merupakan
wujud dari keberlangsungan pembangunan suatu ne$f@fzerhasilan pembangunan
suatu bangsa tidak terlepas dari keberhasilan ldadaam mengelola potensi-potensi
yang dimiliki. Untuk itu perlu adanya kebijakan dsistem pembangunan yang mampu
memacu peningkatan sumber daya manusia dalam noéangah mengolah sumber daya
yang dimiliki tiap daerah.

Pemerintah Daerah memiliki fungsi ganda, yaitu gabapenyelenggara
pemerintahan, sekaligus sebagai penyelenggara ygambangunan di daerah. Sebagai
penyelenggara pemerintahan di daerah, PemerintahaBderperan menata kehidupan

masyarakat dalam kerangka regulasi. Sedangkan aebaenyelenggara utama



pembangunan di daerah, Pemerintah Daerah berpdragasgelaksana dan penanggung
jawab utama atas keseluruhan proses pembangungnditaksanakan di daerah, yaitu
dalam kerangka investasi, penyediaan barang daygen publik. Semua ini harus
dilakukan secara benar, sehingga tujuan deseasaiaitu meningkatkan kesejahteraan
rakyat, pemerataan, keadilan dan akuntabilitas pataban, dapat dicapai secara
terukur.

Bagi daerah sendiri sumber daya merupakan faktng ysngat penting dan
paling utama dalam mendukung program pembangundeh ®arena itu, daerah
berkewajiban menghimpun dana dalam berbagai sunkesnudian penggunaannya
secara efektif dan diupayakan dapat menjadi pemgangama dalam membiayai
kegiatan pembangunan di daerah, sehingga keterggntudaerah kepada pemerintah
pusat dapat dikurangi.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Otonon@r&laadalah hak,
wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengdaturmengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setengéti fengan peraturan perundang-
undangan. Dengan otonomi daerah berarti telah meinkah sebagian besar
kewenangan yang tadinya berada di pemerintah pisstahkan kepada daerah otonom,
sehingga pemerintah daerah dapat lebih cepat nmresmtutan masyarakat daerah
sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Djohan (1998:2) mengatakan bahwa, “Dalam menggbeiamerintah modern
menjelang dimasukinya abad XXI guna mencipatakaa wggng disebut theyood
governance dipersyaratkan untuk melakukan desentralisasi pataBan’. Good
Governance sekarang telah menjadi dasar pengelolaan pentetiai& pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah. Dengan good Good gowsnpemerintah dapat lebih
dewasa agar kemandirian daerah dapat terwujud. Kdirreandaerah dapat dilihat dari
kemampuan daerah dalam menyelenggarakan pemennighaDan berarti keuangan
daerah sebagai sumber pembiayaan daerah menjagit g@nting. Tetapi daerah masih
banyak tergantung pemerintah pusat dalam hal kewadgerah.

Seperti yang diungkapkan Davey (1992:57) “terhddamngan daerah ternyata
masih menunjukkan derajat ketergantungan yang itiggdu 75% anggaran daerah

berasal dari pemerintah pusat.” Hal ini senada jdd@mukakan oleh Mardiasmo



(2002:155) “............Berdasarkan dapat ditribusikan sertase penerimaan daerah
untuk Kabupaten seluruh Indonesia dari tahun 1$85 Inenunjukkan bahwa kontribusi
rata-rata Pendapatan Asli Daerah masih jauh lebifare(i®,63%) dibandingkan dengan
sumber dan bantuan dari pemerintah pusat (70,52%)".

Mengingat derajat ketergantungan penerimaan dariepetah pusat masih
tinggi, maka hal ini merupakan tantangan bagi pemar daerah untuk
mendayagunakan potensi daerah agar secara nyatamamberikan kontribusi kepada
pendapatan daerah. Oleh karena itu diperlukan iaejadan kreativitas dari aparat
pemerintah daerah untuk mencari dan memanfaatkbuange dalam bentuk kegiatan
yang secara nyata dapat meningkatkan PendapataDatesiah.

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangaintergy pada kemampuan
keuangan daerah, sumber daya yang dimiliki daesatta kemampuan daerah untuk
mengembangkan segenap potensi yang ada di daeempusétnya Sumber Daya
Manusia berkualitas di kota-kota besar dapat dibistikan ke darah seiring dengan
pelaksanaan otonomi daerah, karena kegiatan pemnb@amgkan bergeser dari pusat ke
daerah.

Penerapan otonomi daerah diharapkan dapat menddtenterintah Daerah
untuk meningkatkan penerimaan daerahnya. Otononrakdgeiga diharapkan mampu
mendorong perbaikan pengelolaan sumber daya yandikilisetiap daerah. Dengan
sistem desentralisasi daerah tidak dapat mengggidaondiri pada pasokan dana dari
pemerintah pusat, sebaliknya daerah dituntut umébkh mandiri dalam membiayai
pembangunannya.

Dengan adanya pemberian otonomi tersebut maka &epaerah perlu
diberikan wewenang untuk melaksanakan urusan petaban sebagai konsekuensi dari
prinsip-prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjaweiixa membuka kemungkinan
kepada daerah untuk untuk menggali dan mengembarsgkaber daya dan sumber dana
dalam rangka peningkatkan penyelenggaraan penmfeaimtantuk melayani masyarakat
dan pelaksanaan yang menjadi tugas dan wewenasgayai kewenangan otonominya.

Namun hasil pelaksanaan otonomi daerah di Indormasasih belum optimal.
Hal ini terbukti dari kurang optimalnya penerimadaerah, baik yang bersumber dari

pajak daerah maupun penerimaan sumber-sumber &aiparyg memiliki oleh daerah.



Daerah harusnya mengoptimalkan pengelolaan sunayer yhng dimiliki, baik sumber
daya alam maupun sumber daya manusia. Potensi-potendidang industri,
perdagangan, pariwisata maupun pelayanan umumrtisigy@nan kesehatan, layanan
kebersihan, layanan transportasi dan layanan lainggng sangat penting untuk
dikembangkan karena bidang perekonomian terselpdat daeningkatkan penerimaan
daerah dari segi pajak maupun retribusi daerah.

Salah satu ciri keberhasilan otonomi yang nyata lmEtanggungjawab antara
lain dengan meningkatkan jumlah anggaran daerah @doun ke tahun yang
dititikberatkan pada makin meningkatnya PendapasinDaerah. Besar kecilnya PAD
mencerminkan kemandirian suatu wilayah dalam meyabjaelaksanaan pembangunan
di daerahnya. Semakin besar PAD suatu daerah leisatibsemakin mandiri daerah
tersebut serta mampu melaksanakan pembangunan .daerah

Dengan demikian daerah Kabupaten atau Kota dimmekangan yang lebih
luas sebagai titik sentral dalam mengelola otondemeirah untuk mengatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri sesuai kemampuan dan Kkebuiya dengan tetap berpegang
teguh pada peraturan perundang-undangan yang bestaka bersumber pada prinsip
otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kumtemperlancar pelaksanaan
otonomi daerah, penyerahan urusan rumah tanggad&egeerah disertai pula dengan
penyerahan sumber-sumber keuangan.

Selanjutnya lbnu Syamsi (1983:180) menyatakan bahwa

Terdapat beberapa ukuran untuk mengetahui kemampuatu daerah
dalam mengelola dan mengatur rumah tangganya sendgertama,
Kemampuan struktural organisasi. Kedua, Kemampuanaraipr
Pemerintah Daerah. Ketiga, Kemampuan mendorongsipaidi masyarakat.
Dan yang terakhir adalah Kamampuan keuangan daerabh.

Kabupaten Nganjuk sebagai bagian dari PropinsiaJawnur tentunya
memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelaiggakegiatan pembangunan
daerah di berbagai sektor. Dana pembanguan terskbséhakan sepenuhnya oleh
pemerintah daerah dan bersumber dari penerimaarerpgain daerah Kabupaten
Nganjuk sendiri. Sumber kebutuhan pemerintah yarapambiasa dikenal dengan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pengolahanber daya yang dimiliki



daerah di samping penerimaan dari propinsi, peradripusat serta penerimaan daerah
lainnya.

Keuangan merupakan faktor yang menentukan dalamkgsiaan otonomi
daerah. Hal ini sejalan dengan apa yang disampattah Kaho (1997:23) yang
menyatakan bahwa “untuk mengetahui serta mengatumtengurus rumah tangganya
adalah kemampuan serta supporting dalam bidang kenang

Sedangkan menurut S. Pamudiji seperti yang dikuéip Kaho (1997:23) yang
menyatakan bahwa “pemerintah daerah tidak akan deglaksanakan fungsinya dengan
efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untukmioerikan pelayanan dan
pembangunan dan keuangan inilah yang merupakah sala dasar kriteria untuk
mengetahui serta menilai kemampuan daerah dalamunmengimah tangganya sendiri”.

Dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya dasmambutuhkan
kemampuan keuangan yang memadai. Tentang pentinguzsndgan yang memadai ini
dapat dilihat dari pendapat yang dikemukakan olethdKyang menyatakan bahwa
“Untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, Hasrambutuhkan biaya yang
cukup, maka bukan saja tidak mungkin bagi daerabkuhapat menyelenggarakan tugas
kewajiban serta keuangan yang ada padanya, tapigugpokok yang mendasar dari
daerah otonomi menjadi hilang”.

Untuk menanggulangi dana yang semakin meningkatdzegah otonom, maka
perhatian harus ditumpahkan pada upaya memaksimaikdang perpajakan dan
retribusi daerah, keberhasilan menggali sumber-sukduangan merupakan faktor yang
menentukan dalam menetapkan otonomi daerah. Meatgipgnyelenggaraan urusan
rumah tangga daerah dilaksanakan berdasarkan kemangendiri dibidang keuangan
yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumbsgripaan daerah
mempunyai peran penting dalam pembangunan. Halapat dilihat dalam pelaksanaan
Otonomi Daerah dimana peran PAD diharapkan dan agakan dapat menjadi
penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembanglirdaerah. Dengan demikian
akan memperbesar tersedianya keuangan daerah gpag digunakan untuk berbagai

kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri.



Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daeratuyartidak terlepas dari
peran masing-masing komponen Pedapatan Asli Da&@amponen yang ada seperti
penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagia Iperusahaan milik daerah,
penerimaan dinas-dinas serta penerimaan daerahydairini merupakan beberapa
komponen yang menjadi sumber penerimaan daeralndinemtunya akan terus digali
baik yang sudah ada maupun penerimaan baru yangsgiten

Idealnya pendapatan asli daerah mampu menyumbargigan terbesar dari
seluruh pendapatan dibandingkan dengan sumber pgadadgpinnya seperti subsidi dan
bantuan. PAD sangat diharapkan dapat menjadi pgggamtama kegiatan-kegiatan
daerahnya, karena semakin banyak kebutuhan daewadi dibayai dari hasil PAD,
berarti semakin tinggi kualitas otonominya. Dengkemikian PAD diharapkan secara
terus menerus dapat diandalkan, bahkan dapat mkatisgcara riil. Oleh karenanya
PAD masih harus terus digali dan dikembangkan unteitaperbesar pendapatan.

Didalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangmBangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintatatDdesebutkan bahwa sumber
pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli dbadBagi Hasil Pajak dan Bukan
Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari:

a. Pajak Daerah.

b. Retribusi Daerah.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
d. Lain-lain PAD yang sah.

Jenis-jenis pajak daerah yang ditetapkan dan ddipahgut oleh Pemerintah
Daerah dalam upaya menghimpun dana guna meningk&tiaitas maupun kuantitas
pembangunan daerah saat ini terdiri atas enam jajak Paerah, antara lain Pajak Hotel
dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pagakm®ngan Jalan, Pajak Pengolahan
Bahan galian Golongan C, dan Pajak Parkir.

Dari berbagai jenis sumber pendapatan tersebwk pierah merupakan salah
satu sumber penerimaan yang paling besar dan mted&rena meningkatnya
Pendapatan Asli Daerah terganutung juga pada pea@ni pajak daerah dan melihat
pajak daerah mempunyai potensi yang cukup baik,am#aha kearah peningkatan

penerimaannya perlu terus dilakukan.



Sehubungan dengan itu untuk melaksanakan usaha-usahgembangan
sumber pendapatan daerah yang baru berdasarkgakkebiaan yang ditetapkan oleh
Bupati Kepala Daerah atau peraturan perundang-gadgamniengingat betapa pentingnya
tugas yang diemban oleh Dinas Pendapatan Daeraha mpekeliti tertarik untuk
membahas dalam judul : “Efektivitas Pengembangarddstan Asli Daerah Dalam
Rangka Kemandirian Keuangan Daerah”, studi padaa®iRendapatan Daerah di

Kabupaten Nganjuk.

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskamasalahan sebagai
berikut:
1. Sejauhmana Efektivitas Pengembangan PendapatinDAsrah Dalam Rangka
Kemandirian Keuangan Daerah
2. Seberapa besar hasil yang dicapai dalam penggeaumber-sumber Pendapatan

Asli Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mekrgisikan dan mengetahui
berbagai jenis sumber-sumber pendapatan daerah mangpu digali sehingga dapat
meningkatkan kemandrian keuangan daerah.
1. Menganalisis dan mendiskripsikan serta mengetdtfektivitas Pengembangan
Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Kemandirian KguaDaerah.
2. Menganalisis dan mendiskripsikan tingkat kebelwagiari pengembangan sumber-

sumber Pendapatan Asli Daerah.

1.4 Kontribusi Penelitian

Dari segi teoritis maupun praktis, diharapkan pé&aeliini dapat memberikan
kontribusi anatara lain sebagai berikut:
a. Bagi Instansi

Dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberilgambaran tentang

pentingnya pengembangan pendapatan asli daeralm dadagka meningkatkan



kemandirian keuangan aerah pada Dinas Pendapateathddan juga untuk dipergunkan
sebagai bahan pemikirn serta pertimbangan di dalangambil keputusan.
b. Bagi Perkembangan limu Pengetahuan

Sebagai bahan referensi dan sumbangan informagi geageliti lain yang
berkeinginan melakukan pengamatan secara mend&lansusnya pada kajian atau
permasalahan yang serupa, sehinggaakan memberikéaamaagi yang membaca.
c. Bagi Penulis
Sebagai bahan perbandingan teori dan praktek gghiskgpat menambah wawasan yang

sangat penting bagi penulis di masa yang akanglatin

1.5 Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan dalam skripsi tersebut adzthalya berikut :

BAB | : Pendahuluan
Dalam bab ini diuraikan tentang Latar belakangumersan masalah,
tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistekaapembahasan.

BAB I . Kajian Pustaka
Pada bab ini merupakan kajian pustaka yang merggdt&an teori-teori
yang ada kaitannya dengan materi pembahasan dataranengenai
Desentralisasi, Otonomi, Keuangan Daerah, Dasar iHuRendapatan
Asli Daerah, Pengertian Kemandirian Keuangan Daétahgembangan
Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah, Kemandiri@uakgan
Daerah.

BAB Il : Metode Penelitian
Pada bab ini menguraikan tenang metodologi peaeliyang meliputi
Jenis Penelitian, Fokus Penelitian, Lokasi dan Reselitian, Sumber
Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisa Data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan
Dalam bab ini dijelaskan tentang Analisa yang bledmgan dengan
Pengembangan Pendapatan Asli Daerah, Analisa yanguliungan

dengan kemandirian keuangan daerah, dan pemecalsatama



BAB V . Penutup
Dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hgagimbahasan bab-bab

sebelumnya penulis akan memberikan saran-saran gédragapkan
dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam apdmign

keputusan.
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BAB Il
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Desentralisasi dan Otonomi Daerah
2.1.1 Desentralisasi
2.1.1.1 Pengertian Desentralisasi

Dilihat dari asal-usul kata, Desentralisasi berakai kata “De” yang berarti
bahwa lepas dan “Setrum” yang berarti pusat, jadi mekatahya, Desentralisasi berarti
lepas dari pusat. Desentralisasi sebagi suatu msysteng dipakai dalam bidang
pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralis®silam sistem Sentralisasi,
kewenangan pemerintah baik di pusat maupun di Hadipusatkan dalam tangan
pemerintah pusat. Sedangkan dalam sistem Dessatialpembagian kewenanganoleh
pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah dasrtak dilaksanakan.

Dilihat dari arti ketatanegaraan, menurut Koesoemadja yang dikutip oleh
Koeswara (1997:57) menyatakan bahwa “Desentralisasirupakan pelimpahan
kekuasaan dari pusat kepada daerah-daerah untugurosnrumah tangganya sendiri
(daerah-daerah otonom)”. Jadi desentralisasi adsistem untuk mewujudkan asas
demokrasi, yang memberikan kesempatan kepada rakyak ikut serta dalam proses
penyelenggaraan Negara.

Sejalan dengan hal diatas Maskun (1999:132) mekayatdbahwa konsep
tentang desentralisasi yaitu :

Desentralisasi adalah pemindahan fungsi dari pksptda daerah sehingga

urusan itu terjadi wewenang dan tanggung jawab athaesepenuhnya, yang

meliputi  penentuan kebijaksanaan, pelaksanaan maupmengenai

pembiayaannya merupakan pendiktesian wewenang daerah

Rondinelli mengatakan bahwa desentralisasi dalamuss mencakup setiap

penyaerahan kewenangan dari Pemerintah Pusat &aakd& Pemerintah Daerah maupun
kepada pejabat Pemerintah Pusat yang ada di daBPabm hal ini kewenganan
diserahkan kepada Pemerintah Daerah, kebijakarbtérsésebut devolusi. Sedangkan
kewenangan dilimpahkan kepada pejabat-pejabat gasatditugaskan di daerah, maka
hal tersebut masuk dalam kategori kebijakan dekdres. (Oentarto, 2004:7-9)
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Selanjutnya Rondinelli (dalam Muluk, 2006:6) mendtagakan jenis
Desentralisasi yaknDeconcentration (penyerahan sejumlah kewenangan atau tanggung
jawab administrasi kepada tingkatan yang lebih abndalam kemandirian atau badan
pemerintah), Delegatian (perpindahan tanggung jawab fungsi-funsi terteképada
organisasi struktur regular dan hanya control opgmerintah pusat secara tidak
langsung) Devolution (pembentukan dan penguatan unit-unit pemerintabbnasional
dengan aktivitas yang secara substansial beradmrddontrol pemerintah pusat),
Privatization (memberikan semuan tanggung jawab atas fungssfukgpada non
pemerintah atau perusahaan swasta independenedagriptah).

Jadi desentralisasi disini mempunyai makna bahwalo@roses desentralisasi
urusan-urusan pemerintahan yang semula termasukemnegwdan tanggung jawab
pemerinah pusat, sebagian diserahkan kepada baalanembaga pemerintah daerah
agar menjadi urusan rumah tangganya sehingga utessgbut menjadi wewenang dan
tanggung jawab daerah.

Desentralisasi atau otonomi perlu dilakukan karetidak ada suatu
pemerintahan dari suatu negara yang luas mampuasefaktif membuat kebijakan
publik di segala bidang ataupun mampu melaksank&hijakan tersebut secara efisien
di seluruh wilayah tersebut. Dengan adanya desmsassadiharapkan beban pemerintah
pusat dapat berkurang. Desentralisasi juga dihara@&an mempercepat pelayanan
kepada masyarakat.

Smith dalam (Dasir Munir, dkk, 2004:92) menjelasksahwa desentralisasi
dapat juga dimanfaatkan sebagai salah satu cawn& oremobilisasi dukungan terhadap
pembangunan nasional dengan membuatnya lebih pogiuiegkat daerah serta untuk
memperoleh partisipasi yang lebih besar dari g@angplongan masyarakat yang
berbeda. Masyarakat daerah akan lebih memiliki rkps¢an yang lebih besar untuk
mempengaruhi kebijakan lokal. Partisipasi masydrakizgaktualisasikan dengan
melibatkan perwakilan-perwakilan dari berbagai kglok kepentingan seperti golongan
politik, agama, etnis dan kelompok-kelompok sodelam proses pembuatan kebijakan.
Dengan demikian, desentralisasi dapat berfungsiagseb faktor pengikat dari
kecenderungan sentrifugal seperti rasa kesatuaa, kadaerahan, rasial, agama dan

ekonomi.
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Dari sudut pemerintah daerah, dengan adanya debssdr diharapkan dapat
meningkatkan tanggung jawabya kepada kepenting@mala sekaligus memberikan
akses kepada masyarakat untuk meningkatkan padisya dalam mengendalikan
pemerintahan. Smith juga menjelaskan bahwa dengesenttalisasi diharapkan
responsifitas, yaitu kemampuan untuk melayani ap@g yhinginkan masyarakat daerah

dapat meningkat.

2.1.1.2 Konsep Desentralisasi

Konsep desentralisasi didefinisiakan dalam berb@gagertian. Pada tahun
1962, PBB memberikan pengertian sebagai berikut:

1. Dekonsentrasi yang disebut juga sebagai dessasabirokrasi atau adminitrasi,
dan:

2. Devolusi, yang sering disebut juga sebagai desdesaisi demokrasi atau politik, yang
mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan &epadia perwakilan yang
dipilih melalui pemilihan lokal. (Ananda, 2002:13)

Sedangkan menurut penjelasan Pasal 18 UUD 194éniaksasi mengandung
makna bahwa penyelenggaraan pemerintah di daerab melibatkan rakyat. Untuk itu
dalam realisasinya Pemerintah Derah harus mempuhgki untuk mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri.

Tujuan penerapan asas desentralisasi di dalam Négaetuan adalah agar
tidak terjadi pemusatan (sentralisasi) kekuasaataryan Pemerintah Pusat dan agar
kebijakan pemerintah lebih sesuai dengan kondifayah dan aspirasi mayarakat di
daerah. Secara umum, alas an mengapa desentraligasititng yaitu:

1. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kasaan, desentralisasi dimaksudkan
untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu gaf@k/ang pada akhirnya
adap menimbulkan tirani.

2. Dalam bidang politik, penyelenggaraan desenasilislianggap sebagai tindakan
pendemokrasian untuk menarik rakyat ikut sertardgdamerintahan.

3. Dari segi teknis organisatoris, adalah semat@manhtuk mencapai suatu

pemerintahaan yang efisien.
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4. Dari cultural, desentralisasi diperlukan supayarhatian dapat sepenuhnya
ditumpahkan kepada kekuasaan sesuatu daerah, gEopenafis, keadaan penduduk,
kegiatan ekonomi atau latarbelakang masalahnya.

5. Dari sudut kepentingan ekonomi, desentralisagrtligan karena Pemerintah Daerah

dan dapat lebih banyak dan secara langsung mempamioangunan tersebut.

2.1.1.3 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi dapt diartikan sebagai suatu pegaien tanggung jawab atau
penyerahan kekuasaan dan wewenang. Mengenai ddsasir fiscal ada beberapa
pendapat yang berbeda dalam melaksanakan funggiguag jawab dan penyediaan
sumber keuangan daerabh.

Pendapat utama menyatakan bahwa kemampuan dadeah chelaksanakan
fungsinya tergantung pada kemampuan daerah menggailber penerimaan yang
independent, seperti misalnya dana yang berasgpaiak dan retribusi, karena semakin
besar sumber penerimaannya akan memperkecil peagawasat.

Pendapat kedua menyatakan bahwa hubungan ketargantdaerah atas dana
dari pusat dengan keleluasaan daerah atas perajeijp@ngeluaran derah adalah tidak
langsung. Pemerintah daerah harus mempunyai petadayeng elastis, tidak tergantung
dari asal dana tersebut dan memiliki keleluasaamama dalam menggunakan dana
tersebut. Adapun tujuan penyelenngaraan PemeriDtdrah tersebut pada dasarnya
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pedalesn pelayanan publik baik yang
dibiayai Pemerintah Pusat maupun daerah melaluidpextan Asli Daerah (PAD).

Penggunaan dana dari Pemerintah Pusat dan daerabenménkan atau
memberikan gambaran tentang desentralisasi fisaarati. Beberapa alas an yang
mendukung desentralisasi fiscal, antara lain:

a) Untuk mengalokasikan barang-barang dan jasa kpuping bermanfaat dan
eksternalitasnya berskala regional dan local.

b) Pemerintah daerah dapat lebih cepat menginterpiiest&ebutuhan rakyat, dan:

c) Memungkinkan kebebasan individu dan tanggung awalitik yang lebih besar.

Transfer, dengan demikian, merupakan elemen inti @éaakgan daerah.
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Dalam dirinya, transfer tidak dapat dikatakan bai&u buruk; yang menjadi
permasalahan sebenarnya ada pada pengaruhnyaaterhasdil-hasil kebijakan yang
dilaksanakan, seperti efisiensi alokasi, pemeratddnbusi, dan stabilitas makro
ekonomi. (Ananda, 2002:16-17)

2.1.2 Otonomi Daerah
2.1.2.1 Pengertian Otonomi

Secara etimologi otonomi berasal dari bahasa Yuyeiti “outo” yang berarti
berdiri sendiri dan “nomos” yang berarti hokum ag@raturan. Menurut Sarundjang
(1999:30) mengatakan bahwa :

Otomoni daerah adalah salah satu bentuk deseasiapemerintahaan pada
hakekatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan g&an secara
keseluruhan, yaitu untuk lebih mendekati tujuamdn] penyelenggaraan
pemerintahan untuk menwujudkan cita-cita masyarg&at) lebih baik, suatu
masyarakat yang lebih adil dan lebih makmur.

Sejalan dengan hal diatas Koeswara (1995:70) makeyatahwa :

Otonomi daerah adalah kekuasaan dalam bentuk hakwda/enang serta
kewajiban dan tanggungjawab badan pemerintaharaldaemtuk mengatur
dan mengawasi rumah tangga daerahnya sebagai stasifedan
desentralisasi. Sebagai konsekuensi pemberian otdtepada daerah dalm
wujud hak dan kewajiban untuk mengatur dan menguwmsah tangga
daerahnya, pemerintah daerah berkewajiban untuk
mempertanggungjawabkannya.

Dari sudut pandang yang sama, Mamun dalam Kaho7(19P menyatakan

bahwa :

Melaksanakan desentralisasi maka pemerintahan lak#n demokratis. Hal
ini disebabkan karena dalam Negara yang mengamatupan demokratis,
seharusnya diberi kesempatan selua-luasnya kepgdarga untuk ikut serta
dalam pemerintahan. Semboyan demokrasi adalah pearen dari rakyat,
oleh rakyat dan untuk rakyéovernment of the people, by the people and for
the people).

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpubkdmwa pengertian otonomi
mengandung beberapa unsur, pertama, adanya peamgak dan wewenang untuk

mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, kedaka,dan wewenang tersebut
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berlaku dalam suatu daerah tersebut, ketiga selkagasiekuensi pelaksanaan hak dan
weweang tersebut merupakan tanggungjawab pemenmtia®xah yang bersangkutan.

Kaho (2001:61) menyatakan bahwa salah satu faktor yang emgauhi dalam
pelaksanaan otonomi daerah adalah factor keuargyag lyaik. Istilah keuangan disini
mengandung arti bahwa setiap hak yang berhubungiagad masalah uang, antara lain
berupa sumber pendapatan, jumlah uang yang culaup pengelolaan keuangan yang
sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku.

Kedudukan faktor keuangan dalam penyelenggaradn peaerintahan sangat
penting sekali. Pamudji (dalam Kaho, 2001:125) gaskan bahwa pemerintah daerah
tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengarifeflsia efisien tanpa biaya yang
cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dangan inilah yang merupakan
salah satu dasar kriteria untuk mengatahui secgedankemapuan daerah dalam
mengatur rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk menciptsatu pemerintahan daerah
yang baik dan yang dapat melaksanakan tugas otagandengan baik, maka faktor
keuangan ini mutlak diperlukan. Keberhasilan pestygfjaraan otonomi daerah tidak
dapat dilepaskan dari cukup tidaknya kemampuaratagalam bidang keuangan, karena
kemampuan keuangan ini merupakan salah satu iodikanting guna mengukur
otonomi suatu daearah. Hal ini mudah dipahami, @mdalah mustahil bagi daerah-
daerah untuk dapat melaksanakan tugasnya dengdtif edlan efisien dan dapat
melaksanakan pelayanan dan pembangunan bagi mayarakanpa tersedianya dana
untuk itu.

Thoha dalam (Dasir,dkk, 2004:93) berpendapat baheia 4 (empat) hal
penting untuk menilai suatu daerah dapat menguwmmah tangganya sendiri. Pertama:
adanya urusan-urusan yang diserahkan oleh penferatésannya; kedua: pengurusan
dan pengaturan urusan tersebut dilakukan atastihidan kebijakannya sendiri; ketiga:
untuk mengatur urusan tersebut diperlukan perlgreykaatau aparatur sendiri. Dan
keempat: untuk membiayai urusan yang diserahkardiperlukan sumber keuangan
sendiri.

Sumodinigrat dalam (Dasir,dkk, 2004:94) berpenddgadiwa otonomi kepada

Kabupaten/Kota perlu memperhatikan beberapa unenting. Unsur tersebut, yaitu:
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pertama; kemantapan kelembagaan, kedua; ketersadiaber daya manusia yang
memadai, khususnya aparatur pemerinah daerah dyanmakast; ketiga: potensi ekonomi
daerah untuk menggali sumber pendapatannya sendiri; kégkemampuan pengelolaan
keuanga daerah.

Sanit dalam (Dasir,dkk, 2004:94) menyatakan bahwea3aiga) fokus otonomi
daerah, yaitu pertama: otonomi yang berfokus kepkdaenangan administrasi
pemerintah daerah, seperti pengurusan pegawai, [penge dan pendapatan daerah.
Kedua: otonomi yang difokuskan kepada alokasi kekala kepada daerah yang disertai
oleh kontrol pemerintah pusat dan partisipasi raldeerah. Dan ketiga: penekanan
kepada pelasanaan fungsi-fungsi pemerintah daerghdraperasikan lewat kewenangan
daerah dalam mengelola urusan yang diberikan kegadan

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkaimvh esensi otonomi
daerah adalah adanya kekuasaan yang lebih besay demiliki daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan yang leshr ini ditunjukkan oleh
banyaknya urusan yang diselenggarakan. Sedangk#or-faktor yang mempengaruhi
kemampuan untuk melaksanakan otonomi dapat diskapulbahwa kemampuan
keuangan merupakan salah satu faktor yang sangdaingpeguna penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan daearah.

2.1.2.2 Konsep Otonomi Daerah

Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenRergerintahan
Daerah bahwa pelaksana otonomi daerah harus dapagkatkan kemandirian daerah,
maka penyelenggaraan otonomi daerah didasarkangsadadesentralisasi dalam wujud
otonomi yang luas, nayata dan bertanggung jawaladeeplaerah secara proporsional
diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pentanfaamber daya nasional ynag
berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat @éaada

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daetak menyelenggarakan
pemerintahan yang mencakup kewenangan dibidangikpaliar negeri, pertahanan,
keamanan, peradilan, moneter dan fiscal, agamda de&wenangan lainnya yang

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Disampinkeleluasaan otonomi mencakup
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pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penygéeagnnya mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendali@vatizasi.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalamksestakan tugas otonomi

daerah dengan sebaik-baiknya, seperti yang diungkapleh Kaho (1997) yaitu:

a.

Manusia pelaksananya harus baik
Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat danabaik berjalan lancer bila
manusia pelaksananya baik. Dalam posisi ini, margengat penting karena manusia
merupakan unsure dinamis dalam organisasi yang nbekifbergerak sebagai
penggerak roda organisasi pemerintahan.
Keuangan harus cukup baik
Penyelenggaraaan otonomi daerah tidak dapat dikapaslari cukup tidaknya
kemampuan dalam bidang keuangan, karena kemampuamdean ini merupakan
salah satu indicator penting guna menukur tingkaniani suatu daerah.
Peralatan harus baik
Pengertian peralatan disini adalah setiap benda atd yang dapat dipergunakan
untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan PerakantDaerah.
Organisasi dan manajemennya harus baik
Organisasi yang dimaksud adalah struktur yaitu rsusuerdiri dari satuan-satuan
organisasi besreta pejabat, kekuasaan, tugasnya hdadongan satu lainnya.
Manajemen adalah proses manusia yang menggerakkdakan dalam usaha
kerjasama, sehingga tujuan yang telah ditentukaarbssmar tercapai.

Selanjutnya Kaho (1997) mengemukakan bahwa suataldadisebut daerah

otonom apabila memiliki atribut sebagai berikut:

1

Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan muar@gga daerah, urusan rumah
tangga daerah ini merupakan urusan yang diserhalkinPemerintah Pusat kepada
daerabh;

Urusan rumah tangga daerah diatur dan diurusédigghrakan atas inisiatif/prakarsa
dan kebijakan daerah itu snediri;

Untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tanggelidersebut, maka daerah
memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aaparPemerintah Pusat, yang
mampu untuk menyelenggarakan urusan rumah tanggahtge;

Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat nasilgan pendapatan yang
cukup bagi daerah, agar dapat membiayai segalaatkegi dalam rangka
penyelenggaraan urusan rumah tangga daerahnya.
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Dari keempat atribut diatas, kemampuan aparaturmé&antah Daerah
merupakan salah satu factor yang menentukan apakatu daerah dapat mampu
menyelenggarakan urusan rumah tangganya dengan dadik tidak. Berhasil atau
tidaknya pelaksanaan otonomi daerah ini sangataméugg pada manusia sebagai

pelaksananya atau aparatur pemerintah itu sendiri.

2.1.2.3 Tujuan Otonmi Daerah

Tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang NomorTagun 2004
tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya otonaemald yang diarahkan untuk
memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilngajingkatkan kesejahteraan
rakyat, meggalakkan prakarsa dan peran serta alkddyarakat serta meningkatkan
pendayagunaan potensi daerah secara optimal dpadterserta nyata, dinamis dan
bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuarketmtiuan bangsa, mengurangi
beban Pemerintah Pusat dan campur tangan di dgarghakan memberikan peluang
untuk koordinasi tingkat lokal.

Sedangkan tujuan otonomi daerah yang dikemukakeh &lyarif Hidayat

(dalam Halim, 2004, h. 23) dibedakan dari dua sipekéingan yaitu kepentingan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dari kepanPemerintah Pusat tujuan

utamanya adalah pendidikan politik, pelatihan kepgpman, menciptakan stabilitas

politik dan mewujudkan demokratisasi system penteinegin di daerah. Sedangkan bila
dilihat dari kepentingan Pemerintah Daerah terdigi@atijuan yaitu:

1 Untuk mewujudkan apa yang disebut sebdgalitical equality, artinya melalui
otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kestamgbagi masyarakat untuk
berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politikrdjkat lokal atau daerah.

2 Untuk menciptakahocal accountability, artinya dengan otonomi akan meningkatkan
kemampuan Pemerintah Daerah dalam memperhatikahakakrasyarakat.

3 Untuk mewujudkarocal responsiveness, artinya dengan otonomi akan meningkatkan

akselerasi pembangunan social dan ekonomi.
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2.2 Keuangan Daerah
2.2.1 Pengertian Keuangan Daerah

Pemerintah di daerah dapat terselenggara karena/aadhrkungan berbagai
faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalarogea organisasi pemerintahan
dalam rangka pencapaian tujuan. Faktor keuangarupaksn faktor utama yang
merupakan sumber daya finasial bagi pembiayaangb@mygaraan roda pemerintahan
daerah.

Sehubungan dengan ini maka J. Wayong dalam bukukgministrasi
Keuangan Daerah dikutip oleh Ichsan (1988:12):

1. semua hak dari pada Negara yang mempunyai hargaserta,

2. semua uang dan barang dimiliki oleh Negara kareahak itu. Dengan kata lain
keuangan Negara itu meliputi segala sesuatu yamgpuneyai harga baik dalam arti
sebenarnya maupun dalam arti kekuatannya secaitf pes negatif yang dapat
dinilai atau ditukar dengan uang.

Di dalam penjelasan yang dimuat dalam Lembar Neddoamor 2776

menjelaskan sebagai berikut:

Dengan keuangan Negara tidak hanya dimaksud Uaggriletetapi seluruh
kekayaan Negara, tersebut didalamnya segala hakedeajiban yang timbul karenanya,
yayasan pemerintah, dengan status hokum publik at&at, perusahaan-perusahhan
Negara, perusahaan-perusahaan dimana pemerintapumgsin kepentingan khusus serta
dalam penguasaan dan pengurus pihak lain maupanbegiasarkan perjanjian denan
penyertaan (partisipasi) pemerintah ataupun pekanju dari pemerintah.
(Ichsan,1988:13)

Pengertian keuangan Negara tersebut diatas daeaapkan untu Keuangan
Daerah, dengan cara Negara di analogkan dengarhd@&go&fri Abdullah, mengartikan
Keuangan daerah sebagai berikut: Keuangan Negardakekatnya adalah segala
kekayaan Negara dalam wujud apapun maka pada pangkeuangan Daerah dengan
demikian adalah segala kekayaan daerah dalam wapapun dalam batas-batas

wewengan daerah yang telah diserahkan atau memjgdinnya. (Ichsan,1988:13)

Menurut Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000arigan daerah adalah
“semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka pemyghraan pemerintah daerah
yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalansggala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah térsédam kerangka anggaran

pendapatan dan belanja daerah (APBD)”.
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Atas dasar pengerian tersebut maka yang dimakswdngan Daerah ialah
seuma hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengag,udemikian pula segala sesuatu
(baik uang maupun barang), yang dapat menjadi leltaylaerah berhubung dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dan tentdalmm batas-batas wewenang

daerah.

Kebijakan keuangan daerah senantiasa diarahkan fexdapanya sasaran
pembangunan, terciptanya perekonomian daerah yaglim sebagai usaha bersama
atas asas kekeluargaan berdasarkan Pancasila demdJondang Dasar 1945 dengan

peningkatan kemakmuran rakyat yang merata.

2.2.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satbesuRendapatan Daerah
merupakan sumber pendapatan yang dapat diperolaganlememanfaatkan serta
mengelola sumbesumber keuangan daerahnya sendiri. Besarnya Pdadapeli
Daerah (PAD) sangat menentukan tingkat perkembaotgaromi suatu daerah, semakin
besar jumlah penerimaan PAD berarti semakin begkr kesempatan daerah tersebut
untuk mengadakan perkembangan dan pembangunanhadg@ratermasuk dalam
Pendapatan Asli Daerah (PAD), adalah Pajak Daeraly ymerupakan iuran rakyat
kepada kas negara (peralihan kekayaan dari seks#otikgdir/swasta ke sektor
pemerintahan) berdasarkan undamglang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat
jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk gang digunakan untuk membiayai
pengeluaran umum atau pemerintah.

Kedudukan daerah bersumber pada pasal 18 Undarggiidbsar 1945, yaitu
“Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besareatdnyla dengan bentuk susunan
pemerintahannya diterapkan dengan Undang-undangigade mengingat dasar
permusywaratan dalam sitem pemerintahan Negarahalahak sal-usul dalam daerah-
daerah yang bersifat istimewa.”

Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-undamgoN& Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Dingata pasal 2 disebutkan bahwa
“Dalam penyelenggaraan pemerintahan, wilayah Nelgasatuan Republik Indonesia di
bagi dalam daerah-daerah otonom dan wilayah-wilaykhinistrarif”.
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Agar daerah mengatur dan mengurus rumah tangganygirisberdaya guna dan berhasil

guna, maka diperlukan “Sistem Administrasi KeuangaarBh”.

Keuangan adalah rangakain kegiatan dan prosedamdalengelola keuangan
secara tertib, sah, berdayaguna dan berhasilgue@dangkan keuangan daerah dapat
diartikan semua hak dan kewajiban yang dapat diéagan uang, demikian pula segala
sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dajpaikan kekayaan daerah
sepanjang belum dimiliki/ dikuasi oleh Negara df@erah yang lebih tinggi serta pihak-
pihak lain yang lebih tinggi serta pihak-pihak lasesuai ketentuan/ peraturan
perundangan yang berlaku.

Rumusan diatas mengemukakan dua unsur penting yaitu
a. Semua hak yang dimaksudkan sebagai hak untuk nggmpajak daerah, retribusi

dan atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesngad ketentuan yang berlaku
merupakan penerimaan daerah sehingga menambahakekalaerah.

b. Kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk lmagar atau mengeluarkan uang
sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalamarpegkbiayaan rumah tangga
daerah serata pelaksanaan tugas umum dan tugasmgmbn oleh daerah yang
bersangkutan.

Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai keunadgerah yang menjadi
pemikiran utama dalam penyusunan skripsi ini ypgodapatan asli daerah.

Kepala Daerah memimpin penyelenggaraan pemerintalhadaerah adalh
meliputi pengaturan dan pengurusan rumah tanggealiatalam rangka meningktkan
daya guna penyelenggaraan pemerintahan untuk nkatkagn pelayanan kepada
masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Agar sdpageh dapat mengurus rumah
tangganya dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya gérerikan sumber-sumber
pembiayaan yang cukup.

Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiagapat diberikan
kepada daerah, maka kepada daerah diwajibkan unémggali segala sumber-sumber
keuangan sendiri berdasarkan peraturan perundatagigan yang berlaku.

Sebelum melakukan kajian lebih lanjut ada baiknyia lerlebih dahulu
meninjau pengertian sumber pendapatan daerah ndirseserta upaya-upaya yang

dilakukan oleh Dipenda.
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Pengertian pendapatan menurut Azhari A. Samudrab(29Padalah
Pendapatan yaitu keseluruhan yang diterimabaikndddantuk uang atau
yang dapat dinilai dengan uang yang iperoleh darartg-barang bergerak
atau tidak bergerak atau dari kegiatan perdagaaganpekerjaan keilmuan
atau pekerjaan lain yang baiki dilakukan sekaliafektau secara kontinyu,
kegiatan kantor perusahaan, pelayanan dari keuatdkguntungan lainnya
yang diperoleh setelah dikurangi ongkos-ongkos gleiagan.

Sedangkan menurut DS Widodo (1989:211) menyatakhm#® “income atau
penghasilan adalah seluruh pendapatan seorangydéaikberupa uang maupun barang
yang diperoleh untuk jangka tertentu. Penghasilasaniya dihitung untuk jangka waktu
misalnya pertahun’.

Dari kedua pendapat tersebut dapat dissimpulkamvdadeluruh penerimaan
yang didapat dari hasil suatu usaha baik yang beuamg atau barang yang diperoleh
setelah dikurangi onkos-ongkos pengeluaran.

Sedangkan yang dimakud dengan pendapatan daeralun®atih N. Pratiwi
dan Moch. Ichsan (1991:56) adalah "segenap penanmyang masuk ke kas daerah,
yang diatur dengan peraturan daerah yang berlakg ggergunakan untuk menutup
pengeluaran daerah”.

Pengelolaan keuangan daerah berasumsi bahwa dasratang memiliki
sumber-sumber penerimaan daerah. Sebagaimana dikb&diwa berdasarkan Undang
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintaharaDaan Undangndang Nomor
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antaraerfgah Pusat dan
Pemerintahan Daerah, sumiseimber penerimaan daerah terutama dalam rangka
pelaksanaan otonomi
daerah adalah:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dajakalaerah, retribusi daerah, hasil
BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya yapgaihkan serta lain-lain
pendapatan daerah yang sah.

2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil S@ Non SDA, Dana Alokasi
Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)

3) Pinjaman Daerah

4) Lain-lain penerimaan yang sah
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Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang déganhtangkan
oleh Pemerintah Daerah terdiri dari :
a) Hasil Pajak Daerah.
b) Hasil Retribusi Daerah.
c) Hasil Perusahaan Daerah dan hasil pengelolaany&ek Daerah lainnya yang
dipisahkan.
d) Lainlain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Makna daripada pemberian otonomi yang luas, nyatab@éatanggung jawab
terletak pada sumber penerimaan Pendapatan Daanghbgrasal dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Penerimaan lyaragal dari PAD sepenuhnya
tergantung pada kreativitas Daerah untuk memardagtktensi yang ada di Daerahnya.
Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemangarapotensi daerah, sehingga
besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kuatbasmi daerah. Semakin tinggi
kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan derfgamerintah Pusat semakin
berkurang. Sedangkan sumber penerimaan yang befasaDana Perimbangan telah
diatur bagian persentasenya dalam Undamipng, sehingga Dana Perimbangan pada
dasarnya merupakan suatu bantuan dengan bentulbgdogda. Bantuan dengan bentuk
yang berbeda adalah bahwa Daerah memiliki kelefitmslalam memanfaatkan dan
mengalokasikan bantuan tersebut.

Sejalan dengan pemikiran tersebut di atas, dendaksa@maan otonomi daerah
yang memberikan kewenangan yang lebih besar dal@mgunus rumah tangganya
sendiri, maka Pemerintah Propinsi Jawa Timur setamas menerus berusaha untuk
memaksimalkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD). Hal ini bertujuan untuk mewujudkanmiamdirian daeremelalui
peningkatan Pendapatan Daerah tanpa menambah belsgarakat, melainkan melalui
upaya peningkatan pelayanan, perbaikan sistem pgrtam intensifikasi dan
ekstensifikasi sumbesumber pendapatan daerah. Upaya peningkatan PAD terselmit ha
dipandang sebagai perwujudan tanggung jawab PetaleriDaerah dalam mencapai

tujuan pemberian otonomi, yaitu peningkatan pelayal@n kesejahteraan masyarakat.
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2.2.2.1 Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perub&hatang-Undang
Nomor 18 Tahunl1997 tentang Pajak Daerah dan ReitrDasrah pasal 1 ayat (6)
disebutkan bahwa “pajak daerah yang selanjutnygbdispajak, adalah iuran wajib yang
dilakukan oleh pribadi atau badan kepda daerahatanpalan langsung yang seimbang,
yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan pemgHui@angan yang berlaku, yang
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembantalaecrah dan pembangunan
daerah”.

Sedangkan Rochmad Soemitro yang dikutip oleh Kdl991:33) menyatakan
bahwa “pajak daerah adalah pajak yang dipungut désrah-daerah swatantra, sperti
Propinsi, Kota Praja, Kabupaten dan sebagainyadinL&anjut A. Siagian dalam Kaho
(1997:33) menyebutkan bahwa “pajak daerah adalgék pdegara yang diserahkan
kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daemghrd Undang-undang.

Dari batasan-batasan tersebut dapat disimpulkak gerah merupakan pajak
Negara yang diserahkan kepada derah berdasarkamnghumhdang dan dipungut
berdasarkan peraturan perundang-undangan yangkiesirta dipergunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembamgiaerah.

Pajak daerah, sebagai salah satu Pendapatan Aslalbaiharapkan mampu
menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggpesaaerintahan dan pembangunan
daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan keeejalan masyarakat. Dengan
demikinan daerah mampu melaksanakan otonomi, yaaimpu mengatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa jenakH2gerah sudah ditetapkan dalam
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, daerah Kabupat@ndiberi peluang dalam
menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengsetapkan jenis pajak selain
yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kritgaizg telah ditetapkan dan sesuai
dengan aspirasi masyarakat.

Dari penjelasan diatas, maka ciri-ciri yang melgbatla pajak daerah aeperti
yang dikemukakan oleh Kaho (1997:35) adalah :

1. Pajak Daerah berasal dari pajak Negara yangldisattengan Undang-Undang.
2. Penyerahan Pajak Daerah dilakukan berdasarkamgsdiadang.
3. Pajak Daerah dipungut oleh daerah berdasarkatupan hukum.
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Hasil pemungutan pajak daerah dipergunakan umtekibiayai penyelenggaraan
dan pembangunan daerah.

Selanjutnya Soetrisno (1981:20) mengemukakan bapajak daerah itu

mempunyai ciri-ciri khusus yang menyertainya, yaitu :

1.
2.
3.

dipungut oleh daerah berdasarkan asas-asasetahglitetapkan atau berlaku.

lahan pajak diluar menjadi objek sasaran pajajiaiNe

hasil pungutannya dipergunakan untuk membiayayglenggaraan rumah tangga
daerabh.

Dalam lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri nomb® Tahun 1968

menurut Ibnu Syamsi, dikemukakan bahwa Sumber Patala Asli Daerah, yang

dihasilkan dari pajak antara lain :

9V "L gAY, IO i) S

Pajak pertunjukan dan keramaian
Pajak reklame yang tidak dimuat dalam majalaleidor
Pajak anjing
Pajak atas ijin penjualan dan pemikiran petasarkelarbang api
Pajak penjualan minuman keras
Pajak kendaraan bermotor
Pajak pendaftaran perusahaan
Pajak atas milik bangunan dan halaman yang pesdatdengan jalan didarat, diair,
dan lapangan
Sifat dari pajak daerah adalah :
Memaksa secara kuat, yuridis, dan ekonomis
Sepanjang memenuhi syarat-syarat formal dan rabimaka tidak ada alternatif
untuk mau tidak membayar.

Peraturan pajak dapat digunakan untuk tujuan taambiaimnya.

4. Tidak ada imbalan secara langsung kepada pembayar.

Sementara itu ada beberapa hal yang dianggap sekdtgaia yang harus

dipenuhi agar sesuatu dapat dianggap sebagai jak y
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Bersifat pajak dan bukan retribusi
b. Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayahrBladlab/Kota yang bersangkutan
dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah sertgyehamelayani masyarakat di
wilayah Daerah Kab/Kota yang bersangkutan
Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertemaleyggan kepentingan umum
Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak Proparsiatau obyek pajak Pusat

Potensinya memadai serta tidak memberikan daekm@iomi yang negatif

=~ ® 2o o

Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyaeatmenjaga kelestarian
lingkungan
Dasar hukum pajak daerah adalah UU No. 18 Tahun I®9itang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telahhddéragan UU No. 34 Tahun 2004
tersebut pajak daerah terdiri dari :
a. Pajak Daerah Propinsi (wewenang pemajakannyaddeda tangan pemerintahan
daerah propensi) :
1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan @k Air;
2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotot (PBBKB),
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Keada di Atas Air,
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah TdawalAir Permukaan.
b. Pajak Daerah Kabupaten/ Kota (wewenang pemajgkanberada ditangan
pemerintah daerah kabupaten/kota) :
Pajak Hotel dan Restoran (PHR)
Pajak Restoran
Pajak Reklame
Pajak Penerangan Jalan

Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galilbom@an C.

A R e iy

Pajak Parkir (dikenakan pada perusahaan pengat&)p
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2.2.2.2 Retribusi Daerah

Sebelum lebih lanjut membahas tentang retribusiatigenaka terlebih dahulu
penulis akan kemukakan mengenai pengertian dauet daerah. Menurut J. Wayong,
mengatakan bahwa retribusi daerah adalah :

“Retribusi Daerah adalah pengutan daerah sebagabaearan disebabkan
pemakaian atau karena memperoleh jasa dari pekegaaha milik daerah bagi  yang
berkepentingan atau karena diberikan oleh daer&hldr@gsung maupun tidak langsung

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentangriPamngan Keuangan
antara Pemerintah pusat dan Daerah Restribusildadedah kemampuan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertesntig kKhusus disediakan dan atau
diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingaang pribadi atau badan.
Restribusi daerah digolongkan menjadi tiga golongaitu : restribusi jasa umum,
restribusi jasa usaha, dan restribusi perizinaterter. Obyek restribusi daerah dapat
dilihat dalam tabel 2.

Dasar penetapan tarif pemungutan restribusi olemmepatah daerah untuk
restribusi jasa umum, restribusi jasa usaha, datribasi perizinan tertentu berbeda.
Restribusi jasa umum didasarkan pada kebijakanadadengan mempertimbangkan
biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampaaparakat dan aspek keadilan.
Restribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan unémkperoleh keuntungan yang layak,
sedangkan restribusi perizinan tertentu berdasgrkda bulan untuk menutup sebagian

atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian inip yarsangkutan.

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daeralipai@n salah satu
Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadih saddu sumber pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daeralk meningkatkan dan
memeratakan kesejahtearaan masyarakat. Daerah &ehikota diberi peluang dalam
menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengsmetapkan jenis pajak selain
yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi critgaigg telah ditetapkan dan sesuai
dengan aspirasi masyarakat.

Dari uraian tersebut diatas, maka sebagai retridasrah di daerah dapat

dikemukakann pungutan yang dikenal dengan :
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Bea pasar
Bea tempat pemandian

Bea air minum.

R A

Bea sewa tanah atau lapangan dan sebaginya.
Dalam peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2004 dikebubahwa retribusi
daerah meliputi :
a. Retribusi Jasa Umum.
b. Retribusi Jasa Usaha.

c. Retribusi Perizinan Tertentu.

1. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi jasa ydisgdiakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan hki@at@n umum serta dapat
dinikmti aleh orang pribadi atau badan.
Jenis-jenis retribusi umum antara lain :

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

Retribusi Penggantian Bea Cetak Kartu Penduduld@snCatatan Sipil

a
b
c
d. Retibusi Parkir di tepi jalan umum
e. Retribusi Pasar
f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
2 Retibusi Jasa Usaha adalah retribusi atasyasg disediakan pleh Pemerintah
Daerah dengan menganut prinsip komersial (kareda gasarnya dapat pula disediakan
oleh sektor swasta).
Jenis-jenis retribusi jasa usaha:

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Grosir dan atau pertokoan

a
b

c. Retribusi Terminal
d. Retribusi Tempat Khusus Parkir
e. Retribusi Tempat Penginapan

f. Retribusi Rumah Potong Hewan

g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
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3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atasaka&gitertentu Pemerintah Daerah
dalam rangka pemberian izin kepada orang pribaai #dan yang dimaksud untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawtesmRkegiatan pemanfaatan ruang,
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarantasitdas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu :

a) Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

b) Retribusi Mendirikan Bangunan

c) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol

d) Retribusi Izin Trayek

e) Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan.

Sifat dari retribusi daerah adalah :

1. Pelaksanaannya bersifat ekonomis

2. Ada imbalan langsung kepada pembayar

3. Merupakan pungutan yang ada, pada umunya tidakmun

4. Walaupun sudah memenuhi persyaratan formal dderiala tetapi alternatif untuk

mau tidak mau membayar.

2.2.2.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah
Dalam menangani masalah pendapatan daerah permediadaah juga berhak
untuk mengelola perusahaan sendiri yang merupagersghaan daerah. Disini prinsip
pengolahannya haruslah berdasarkan ekonomi pearsaimaka dengan demikian harus
mencari keuntungn dan sebagian dari keuntungaehbietrsvajib di setor ke kas daerah
yang bersangkutan.
Dilihat dari pendirian suatu perusahaan dapat diggkan menjadi :
a) Perusahaan Daerah berasal dari perusahaan asmdigasionalkan oleh pemerintah
/ Negara yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
b) Perusahaan Daerah yang berasal dari perusahagaraNgang diserahkan kepada
pemerintah daerah.
c) Perusahaan Daerah yang didirikan oleh pemeriolaérah baik dengan modal

seluruhnya atau sebagian yang merupakan kekayaeahdae
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Menurut Pasal 55 UU No. 5/ 1962 menegaskan sifatsabaan Daerah sebagai

berikut :
a. Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan produogsbgrsifat ;

1) Memberi Jasa

2) Menyelenggarakan kemanfaatan umum

3) Memupuk pendapatan

4) Mengembangkan perekonomian daerah
b. Tujuan Perusahaan Daerah adalah untuk turut seetaksanakan pembangunan
daerah khususnya dari pembangunan ekonomi nasjomaumnya untuk memenuhi
kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialdasketentraman serta ketenangan

kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil damuarak

2.2.2.4 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yangsbédari sumber lain selain
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan pengediatas tersebut maka lain-lain
usaha yang sah mempunyai sifat membuka kemungkbegi pemerintah untuk
melaksanakan usaha dalam rangka meningkatkan pe¢adajzeerah.

Sebagai penerimaan daerah yang sah dapat pulalbeéaaspendapatan dinas-
dinas daerah. Dalam hal ini dinas yang dibentukh ggemerintah daerah sekaligus
memberikan fungsi pelayanan kepada masyarakat, dktapi sekaligus dapat
didayagunakan dan bertindak sebagai organisasioekompemerintah daerah yang
memberikan pelayanan kepada masyarakat denganikawapemberikan imbalan yang
memadai atas pelayanan yang diberikan.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang teukdain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang sah seperti :

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak digesa

b. Jasa giro

c. Pendapatan Bunga

d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadapameng asing

e. Komisi, potongan bbentuk lain sebagai akibat genjualan dan atau pengadaan
barang dan jasa oleh daerah.
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2.2.3 Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah

Berhubungan dengan pelaksanaan pemerintah dan pgumzm di daerah
sebagi titik awal otonomi daerah adalah kemanduliagrah. Sejalan dengan hal tersebut
dengan adanya pemberian otonomi ini agar daeralyatienrumah tangganya sendiri,
sehingga Pemeritah Daerah diberi sumber pembiayaag cukup di samping sumber
keuangannya sendiri berdasarkan peraturan dan gmergan yang telah ditentukan
melalui peraturan daerah yang tercermin dalam Pexaia@\sli Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka bagi daerahjibikan untuk menggali
sumber keuangan sendiri. Oleh karena itu diperlkkanber-sumber pembiayaan yang
cukup mengingat bahwa tidak semua sumber pembiakagiatan dapat diberikan
kepada daerah.

Untuk itulah ditetapkan satu dasar hukum yang meingantang Pendapatan
Asli Daerah. Adapun dasar hukum tersebut dimuaardalUndang-undang Nomor 5
Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan aantarad@usBaerah, sebagaiman telah
di ubah dengan UU. No 33 Tahun 2004 tentang PerigdsaKeuangan antara Pusat dan
Daerah, dan menurut The Liang Gie (1968:77) meliputi

a. Memberikan ketentuan sekedar menjamin keuangzralila
b. Mendorong daerah untuk menggali sumber-sumbetgpetan baru.
c. Memupuk rasa tanggung jawab daerah dalam perggdesian rumah tangga daerah.
d. Supaya daerah leluasa dalam mengadakan kebigdsanontuk melaksanakan
tugasnya.
Dengan demikian adanya Perimbangan antara PusajamleBaerah diatur
kembali sedemikian rupa sehingga pelaksanaan otonsetuas-lusanya dapat

terselenggara secara tepat dan dapat mengatur spertapatan daerah

2.2.4 Pengembangan Sumber —sumberPendapatan Asli Dale

Dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tali@89 Tentang
Pedoman Organisasi dan Tata kerja Dinas PendapataalDaenyebutkan bahwa Dinas
Pendapatan Daerah (Dispenda) berkedudukan sebagar pelaksana urusan rumah
tangga pemerintahan daerah dibidang pendapataahdgang di pimpin oleh seorang
kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggmalyjdangsung pada bupati atau

walikota. Jadi dinas pendapatan daerah merupakauar upemerintah daerah yang



32

mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pembapmndiserahkan kepada dinas
oleh bupati atau walikota.

Adapun upaya untuk meningkatkan Pendapatan Aslirdba€PAD) melalui
sektor pajak dapat dilakukan melalui 2 (dua) casadtuy melalui Intensifikasi dan
Ekstensifikasi. Menurut Husein Kartasasmita sebagairjang di kutip oleh Kaho
(1997:148) menyatakan bahwa :

Hal lain yang patut mendapat perhatian dalam umpagaingkatkan pungutan
pajak daerah adalah bahwa disamping faktor pergadadangan pajak daerah,
maka faktor aparatur pajak, faktor wajib pajak daktor pertumbuhan social
ekonomi sangat mempengaruhi terhadap peningkatannptan pajak. Oleh
sebab itu disamping perlu adanya informasi peratiemtang pajak daerah,
maka reformasi mental aparatur pajak daerah dagarasat wajib pajak patut
memdapat perhatian.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya t&egiagiatan yang dilakukan

dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerdahakiegiatan-kegiatan intensifkasi

dan ekstensifikasi untuk meningkatkan pendapatamastiah di sektor pajak daerah.

2.2.4.1 Intensifikasi Pendapatan Daerah
Intensifikasi berasal dari kata intensif yang mehukamus Besar Bahasa
Indonesia (1990:335) artinya “secara sungguh-sunggahdan secara mendalam) untuk
memperoleh efek yang maksimal terutama untuk meoigderhasil yang diinginkan
dalam waktu yang lebih singkat”.
Sementara itu, masih mengenai intensifikasi perategk pendapatan asli daerah.
Manshuri Maschab (1991:11) menyatakan:
Bahwa intensifikasi antara lain (dilakukan dengaepingkatan kualitas aparat,
perbaikan pelayanan, atau hal-hal yang menuntuhddgberbaikan administrasi
terhadap pengelolaan sumber-sumber pendapataraasdihdselama ini.

Dengan demikian pengertian intensifikasi pendapdeerah disini adalah suatu
usaha memperbesar penerimaan dengan cara melalkouttakan yang lebih giat, tepat,
teliti dan memanfaatkan hal yang sudah ada agap&penigkatan pemasukan keuanan
daerah. Menurut Sidik (2002, h. 9) secara umum apgng dilakukan Pemerintah
Daerah dalam optimalisasi melalui intensifikasityalengan cara antara lain sebagai
berikut:

a) Memperluas Basis Penerimaan Pendapatan
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Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis peaan yang dapat dipungut
oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dignggatensial, antara lain
mengidentifikasi pembayar pajak atau retribusi laoiensial dan jumlah pembayar
pajak atau retribusi, memperbaiki basis data objsemperbaiki penilaian,
menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenigtpan

b) Memperkuat Proses Pemungutan
Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemtamgyaitu antara lain
mempercepat penyusunan Peraturan Daerah, mengubfhdaa peningkatan
Sumber Daya Manusia.

c) Meningkatkan Pengawasan.

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengaglakukan pemerikasaan secara
dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasangrapkan sanksi
terhadap penunggak dan sanksi terhadap fiskus, semangkatkan pembayaran
pajak atau retribusi dan pelayanan yang diberikam @éerah.

d) Meningkatkan Efisiensi Administrasi Dan Menekaaya Pemungutan
Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara faemperbaiki prosedur
administrasi melalui penyederhanaan administrasbusi, meningkatkan efisiensi
pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

e) Meningkatkan Kapasitas Penerimaan Melalui Pere@saang Baik.

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koasiimdengan instansi terkait
didaerah.

Menurut Ramadhan (dalam Musthofa, 2006 h. 45) ydingaksud intensifikasi
pendapatan daerah adalah tindakan usaha-usaha rbesgepenerimaan dengan cara
melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dam.t&alam hal ini intensifikasi
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yancakup aspek kelembagaan, aspek
ketatalaksanaan dan aspek personalianya, yang ae&teya melaui sebagai berikut:

1) Menyesuaikan atau memperbaiki aspek kelembagtsan @ganisasi pengelola
berikut perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang tberkembang, yaitu
dengan cara menerapkan secara optimal Sistem lasoranajemen Pendapatan
Daerah (SIMPATDA). Dengan diberlakukannya SIMPATD#ganisasi Dinas

Pendapatan Daerah yang merupakan unsur pelaksaw@datéan Daerah dalam
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bidang pendapatan daerah tidak lagi berorientada gaktor pungutafby object)
tetapi berorientasi pada fungsi-fungsi (by functiatalam organisasinya yaitu
fungsi pendaftaran dan pendataan, fungsi penetajmm pelaporan, fungsi
penagihan serta fungsi perencanaan dan pengendglenasional, sehingga: (i)
dengan berorientasi kegiatan pada fungsi-fungsandabrganisasi agar dapat
memberikan informasi yang cepat dan akurat, sehipgida koordinasi dapat lebih
terarah; (ii) sistem pengawasan menjadi lebih bdiky memberikan kearah
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Memperbaiki atau menyasuaikan aspek ketatalkasabaik administrasi maupuan
operasional yang meliputi: (a)penyesuaian atau grapyrnaan administrasi
pungutan; (b) penyesuaian tarif; (C) penyesuaidakpanaan pungutan.
Peningkatam dan pengawasan dan pengendalian, rgahguti anatara lain: (a)
pengawasan dan pengendalian yuridis, dalam hal pariu diteliti apakah
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tdrgelah mendasarkan undang-
undang atau peraturan daerah, serta tidak bertgamatengan peraturan yang ada;
(b) pengawasan dan pengendalian teknis, yang riegititkan pada pelaksanaan
pemungutan dengan sasaran menyempurnakan sistamdpropemungutan dan
pembayaran serta peningkatan pelayanan yang capatetmat; () pengawasan
dan pengendalian penatausahaan, hal ini lebih udnj pada kegiatan para
pelaksana dan ketertiban administrasi.

Peningkatan sumber daya manusia, yang dapatulldak antara lain dengan
mengikutsertakan aparatur dalam program-prograndiggan dan pelatihan yang
berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah.

Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada maysrakauk menunbuhkan

kesadaran masyarakat membayar pajak atau retribusi.
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2.2.4.2 Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Istilah ekstensifikasi berasal dari kata ekstengiinlg menurut kamus besar
bahasa Indonesia ( 1990 : 336 ) adalah bersifajamgkau secara luas. Sedangkan
ekstensifikasi berarti “perluasan”.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahveteekifikasi dapat diartikan sebagai
usaha/ kegiatan yang dilakukan dengan memperluagierbanyak objek yang
ditangani. Jadi ekstensifikasi peningkatan pendeapataerah dapat diartikan dengan
kegiatan peningkatan pendapatan asli daerah demgamperluas/memperbanyak objek
merupakan seumber pendapatan asli daerah.

Dari pengertian tersebut, maka ekstensifikasi atan pendapatan asli
daerah dapat dilakukan dengan cara:

1. Penambahan jenis pungutan baru
2. Penambahan/ peningkatan jumlah wajib pajak.
3. Penyuluhan kepada wajib pajak daerah.

Dalam usaha menggali sumber-sumber pendapatarbuérdapat dilakukan
melalui perluasan penafsiran terhadap suatu objgkbjek pungutan yang sudah ada
maupun perluasan jenis objek suatu sumber pendayatgrtelah berlaku.

Selanjutnya menurut Rejo (1995, hal. 25) upayangatan lainnya melalui
ekstensifikasi dapat dilakukan melalui kebijaksangeemerintah untuk memberikan
kewenangan yang lebih besar kepada daerah berklatagan uapaya menggali sumber-
sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang Bdeskipun demikian hasilnya
ekstensifikasi dalam konteks pajak dan retribugrala harus berada dalam koridor
ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.5 Kemandirian Keuangan Daerah

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom puaperotonomi yaitu
terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artingatal otonom harus memiliki
kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumberesurkbuangan sendiri,
mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yangpcmemadai untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergmmtepada bantuan Pusat harus
seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajakrdaibusi daerah harus menjadi
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bagian sumber keuangan terbesar, yang didukungkelafakan perimbangan keuangan
Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dsiam pemerintahan Negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan swubdrer PAD perlu
dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangamadaeJntuk itu diperlukan
intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyekdapatan. Dalam jangka pendek
kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dd#ekuwddalah dengan melakukan
intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapda@nah yang sudah ada terutama
melalui pemanfaatan teknologi informasi. Denganatugtan efektivitas dan efisiensi
sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akamgketkan produktivitas PAD
tanpa harus melakukan perluasan
sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukdn proses dan waktu yang
panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpgdoa mengintensifkan pajak
mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajakg ydilaksanakan selama ini
cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pad&em dan prosedur pemungutan
yang masih konvensional dan masih banyaknya sibmalan secara parsial, sehingga
besar kemungkinan informasi yang disampaikan tldaisisten, versi data yang berbeda
dan data tidalup-to-date. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cuaayak
misalnya : baik dalam hal data wajib pajak/retripgenetapan jumlah pajak, jumlah
tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tiptkal.

Menurut Pontjo Winoto (1991:30), mengutarakan baladsa aspek yang
menyangkut kebijakan keuangan yang perlu diperaatddalah sebagai berikut :

a. Pembiayaan dalam rangka azas desentralisasi,nsbkoasi dan azas
perbantuan.
b. Sumber-sumber pendapatan daerah yang besumbierpalatapatan asli
daerah ataupun dalam bentuk subsidi dan bantuaraggogaman.
c. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan kmmaraparaturnya.
Sehingga penataan daerah yang mencakup aspek pe&dagan aspek
pengeluaran suatu daerah tercermin dalam APBD getdep daerah. Dari uraian tersebut
dapat dikemukakan bahwa kemandirian keuangan daeeahpakan suatu kemampuan
daerah yang bersangkutan dalam mengelola Pendapsltdbaerah sebagai usaha untuk

mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
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Dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya bamldautlak diperlukan
dana pembiayaan yang tidak sedikit jumlanya. Atasad pelaksanaan otonomi yang
nyata dan bertanggung jawab, daerah tidak boldéaluemenggantungkan diri kepada
sumbangan atau bantuan dari pemerintah pusat. Untudaerah harus secara aktif
menggali da menggembangkan sumber-sumber pendagmteah sendiri sesuai potensi
dan kemampuan masyarakat berdasarkan peraturandpeg:undangan yang berlaku.
Sehingga demikian dapat diketahui sejauh mana kakuRendapatan Asli Daerah
tersebut. Sebab semakin tinggi kontribusinya teapa&PBD, maka dapat dikatan bahwa
daerah tersebut mulai dapat mengatur rumah tanggs@nydiri secara mapan. Selama
kontribusi Pendapatan Asli Daerah kecil, maka kgtetungan pada pemerintah pusat
cukup tinggi akibatnya Pemerintah Daerah kurangekigalam mengatur kegiatannya
atau dengan kata lain kurang mandiri.

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Bab Il pasalt 1, yang
kemudian dirubah menjadi Undang-undang No. 22 Tal®®0 dan direvisi kembali
menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2004 menyebubiedhhwa daerah dibentuk
dengan memperhatikan syarat-syarat kemampuan ekorjomlah penduduk, kas
daerah, pertahanan dan keamaan nasional dan syarat-lain yang memungkinkan
daerah melaksanakan pembangunan pembinaan kestpblitk dan kesatuan bangsa
dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang dgatbertanggung jawab.

Untuk lebih jelasnya bahwa sumber pendapatan dasmagat menentukan
kelangsungan otonomi daerah serta pembangunan@a penulis mengutip pendapat
Irawan S (1981 : 44) mengatakan bahwa :

“Apabila setelah dibina dan dibimbing serta dibleesempatan yang seluas-
luasnya ternyata daerah tidak mampu mengatur ruaradganya sendiri dan
hanya menggantungkan hidupnya dari subsidi penaérimaka daerah tersebut
dapat dihapuskan, menurut ketentuan pasal 5 Unalaggrg No.5 tahun 1974,
penghapusan daerah harus dilakukan dengan undaaggin

Dengan demikian jelaslah bahwa antara pengembdaPgadapatan Asli Daerah dengan

Kemandirian Keuangan Daerah hubungannya berkaitan sekali, sebab besar dan
kecilnya pendapatan Daerah akan berpengaruh tegrhAB8D yang akhirnya akan
berpengaruh pula terhadap kelancaran pembangunan.

Faktor kemandirian menjadi salah satu faktor yareyupakan sumber daya
kapital bagi pembiayaan penyelenggaraan roda petakan daerah. Otonomi daerah
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bisa diwujudkan apabila disertai otonomi keuangangdn baik, hal ini berarti terdapat
kemandirian pada suatu daerah. Namun dalam bidangadirian keuangan daerah
fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besaerpdah daerah di Indonesia
adalah relatif kecilnya peranan Pendapatan Aslir&aalidalam struktur Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah. Pentingnya posisiangan daerah dalam
penyelenggaraan otonomi daerah sangat disadardaksiah.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ters&bnudji dalam (Kaho
1997:125) menegaskan:

"Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakagsifuya dengan efektif
dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikatayanan dan
pembangunan...Dan keuangan inilah yang merupakah sata dasar kriteria
untuk mengetahui secara nyata kemampuan daeram dalngurus rumah
tangganya sendiri”.

Menurut Reksodiprojo dalam Munir, Dasril (2004:10%)gkat kemandrian
daerah dapat dipelajari dengan meliha besarnyanttebsasi kepada suatu daerah dan
pengukurannya dapat dilakukan menggunakan derajahomi fiskal. Menurut
Reksodiprojo dalam Munir, Dasril (2004:106) merg&kn bahwa kemandirian keuangan
daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatsin Daerah (PAD) dibandingkan
dengan Total Penerimaan Daerah. Adapun Rumus daomatdiskal ini adalah:

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Derajat Otonomi Fiskal =
Total Penerimaan Daerah (TPD)

Derajat otomi fiskal, khususnya komponen Pendapatssii Daerah
dibandingkan dengan Total Penerimaan Daerah, metemuan Tim KKD FE-UGM
dalam Munir, Dasril (2004:169) menentukan tolak rulkiemandirian Fiskal Daerah
dilihat dari Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadaal Teenerimaan APBD sebagai
berikut:

Rasio PAD Terhadap APBD 0,00-10,00 %  (Sangati)ra
Rasio PAD Terhadap APBD 10,01-20,00% (Kurang)
Rasio PAD Terhadap APBD 20,01-30,00% (Sedang)
Rasio PAD Terhadap APBD 30,01-40,00% (Cukup)
Rasio PAD Terhadap APBD 40,01-50,00% (Baik)

Rasio PAD Terhadap APBD diatas 50,00% (Sangat)Bai

~Pao0 Ty
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Analisis yang digunakan diatas sesungguhnya meihatn kemampuan
keuangan daerah untuk membiayai rumah tangganydirisgang tercermin dalam
Kemandirian Keuangan Daerah dengan menggunakan isianaRasio yang
membandingkan indikator atau elemen-elemen PAD pkmtal Penerimaan Daerah,
yang pada dasarnya dikelola oleh pemerintah desglhgai institusi yang berkompeten
sesuaidengan peraturan perundag-undangan yangwdilbndonesia.

Dengan memperhatikan uraian tersebut diatas mdaslgh bahwa sumber-
sumber pendapatan daerah mempunyai keterkaitan gangat menentukan dalam
mendukung terlaksananya kemandirian keuangan da&elbab kalau daerah tidak
mampu mengurus rumah tangganya sendiri dengan naéaggali dan mengembangkan
sumber-sumber pendapatan daerah, maka jelas deessbut sulit untuk diberikan
otonomi sendiri. Jadi untuk dapat mengembangkan rdaningkatkan pembangunan
daerah perlu adanya pengembangan sumber-sumbeapagan daerah sehingga mampu

untuk membiayai pembangunan.
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BAB Il
METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian mempunyai peranan yang sangatingemalam suatu
kegiatan penelitian. Dengan metode penelitian erEpat menentukan secara pasti
arah kegiatan penelitian sehingga dapat tercaparypenelitian yang dilakukan.

Yang dimaksud dengan metode adalah suatu cara @tasedur untuk
mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-tasigkamatis.

Sedangkan pengertian penelitian menurut Singarindam Effendi (1985:8)
diartikan sebagai berikut :

Penelitian merupakan suatu proses panjang. Panebigrawal dari minat untuk
mengetahui fenomena tertentu dan selanjutnya bdxdegn menjadi gagasan, teori,
konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yasyai, dan seterusnya. Hasil akhirnya
pada gilirannya melahirkan gagasan dan teori bata, puga merupakan proses yang
tiada hentinya.

Dengan demikian metode penelitian adalah suatu ocatak melakukan penelitian
dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu pengat@hwyuna memecahkan,
menemukan, mengembangkan dan menguji masalah y@hg, chgar memperoleh hasil

dan pembahasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

3.1 Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini metode yang dipergunakan adalatode deskriptif. Menurut
Moh. Nazir (1985:63) Metode deskriptif adalah “suatetode meneliti objek atau suatu
kondisi yang bertujuan untuk membuat gambaran aesiatematis, faktual, serta akurat
mengenai fakta-fakta atau sifat-sifat”. Oleh karg@atujuan dari penelitian deskriptif
adalah untuk membuat gambaran secara sistematisalfadan akurat mengenai fakta
serta hubungan antar fenomena. Penggunaan metodigparndang lebih mendukung
dalam memberi arti dan makna yang berguna dalamyen@m permasalahan yang
berkaitan dengan fokus penelitian.
Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penefitiadalah pendekatan

kualitatif yaitu sebagai prosedur yang menghasilkata deskriptif berupa kata-kata

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilakmgy diamati yang diperoleh melalui
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hasil observasi, wawancara, dan berupa teori-tgang berkaitan dengan penelitian
(Bogdan dan Taylor dalam Moelong: 2000:3).
Sedangkan menurut Miles Huberman (1992:1-2) mengatbkhwa :

Data kualitatif merupakan sumber dari deskriptiigduas dan berlandasan
kokoh, serta memuat penjelasan tersebut tentarsggirprosesi yang terjadi
dalam lingkup setempat. Dengan data kualitatif kidggpat mengikuti dan
menilai alur peristiwa secara kronologis, menilai selkdtted dalam lingkup
pikiran orang-orang dan lagi data kualitatif lebidondong dapat
membimbing kita untuk memperoleh penemuan-penemyemy tidak
diduga sebelumnya dan membentuk kerangka teordis data tersebut
membantu para peneliti untuk melangkah lebih jaahni graduga dan
kerangka kerja awal.
Dengan demikian calon peneliti beranggapan bahwaggqenaan metode
diskriptif dengan pendekatan kualitatif ini dianggaerupakan hal yang paling tepat
untuk menjangkau permasalahan secara mendalami seEgan masalah dan tujuan

penelitian.

3.2 Fokus Penelitian
Yang dimaksud fokus penelitian adalah objek yangjat pusat perhatian dari
apa yang akan diteliti guna mengungkapkan data wdag dikumpulkan, diolah dan
dianalisa dalam suatu penelitian. Dalam penelitiafokus penelitian ditetapkan sebagai
berikut :.
1. Efektivitas Penggalian Pendapatan Asli Daerahtalike dari :
A. Intensifikasi pendapatan daerah yang meliputi :
a. Memperkuat proses Pemungutan
b. Meningkatkan Pengawasan
c. Melakukan Sosialisai Kepada Masyarakat
B. Ekstensifikasi pemungutan pajak daerah tentarakmigerah.
2. Tingkat pencapaian hasil yang dilakukan melaluigeenbangan Pendapatan Asli
Daerah untuk bisa mengoptimalkan pemasukan Daewaig, mencakup:
a. Target dan Realisasi PAD
b. Kontribusi Penerimaan daerah terhadap PendapataDaerah

c. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Psjakah
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d. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Patadapsli Daerah

e. Kontribusi Retribusi Penerimaan Fungsional Unita8ana RSUD Terhadap
Retribusi Daerah

f. Kontribusi Retribusi Penerimaan Fungsional UnivaBana RSUD Terhadap
Pendapatan Asli Daerah

g. Kontribusi Penerimaan Jasa Giro Terhadap Peraiapgeii Daerah

3.3  Lokasi Dan Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat dimana berlamgsun suatu penelitian.
Pengertian situs penelitian tidak sama dengan ilgerselitian. Yang dimaksud dengan
lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti penoleh informasi mengenai data
yang diperlukan. Sedangkan yang dimaksud dengars gienelitian adalah tempat
dimana peneliti menangkap keadaan yang sebenamyaobjek yang diteliti, guna
mendapatkan data yang diperlukan berkaitan dengaalah yang diteliti.

Untuk mengetahui fenomena yang terjadi secara ipratu kenyataannya,
peneliti mengambil lokasi penelitian Di KabupategaNjuk. Dengan satu pertimbangan
bagi penulis dalam skripsi ini adalah bahwa Kabeipdtganjuk merupakan daerah yang
mempunyai sumber pendapatan yang cukup memadan daknunjang pembangunan
daerahnya. Penulis dapat mengatakan demikian kaa€laa wilayah yang kondisi
perekonomiannya kuat dan ada wilayah yang kondesiekpnomiannya lemabh.

Sedangkan situs penelitian pada Dinas PendapatmaEabupaten Nganjuk

3.4  Jenis Dan Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang benar maka harus digexh dari mana data
tersebut diperoleh dan bagaimana cara memperolehBgenubungan dengan ini
Arikunto (1998:44) mengemukakan bahwa “sumber dalt@ah subjek dari mana data
diperoleh, apabila peneliti menggunakan kuisioriau avawancara dalam pengumpulan
data itu disebut responden yaitu orang yang mereafau menjawab pertanyaan peneliti

baik tertulis maupun lisan”.
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Adapun dalam penelitian ini menggunakan dua sumés@r yhitu:
1. Data primer
yaitu data yang dikumpulkan peneliti langsung dambernya. Dalam hal ini yang
menjadi sumber data primer adalah :
1. Kepala kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupajanjik
Kepala Bagian Tata Usaha
Kepala Bagian Penyusunan Program

Kepala Bagian Keuangan

N o aatial

Beberapa Staf atau pegawai Dipenda yang dapattdirmformasi dan data
yang diperlukan dalam penelitian ini.
2. Data Sekunder

Yaitu data yang mendukung data primer yang beraparan-laporan ataupun
dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pemetit baik yang ada di Kantor
Dinas Pendapatan Kabupaten Nganjuk maupun dari gatanjang lain seperti
dokumen-dokumen data, undang-undang, dan lainyaing ada kaitannya dengan

masalah yang diteliti.

3.5  Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang palingngekarena dari data
yang terkumpul nantinya dipakai sebagai informasigyvalid dan representative guna
pemecahan masalah dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk mempéralata primer, yaitu
data yang diperoleh langsung dari sumbernya ygmgyaleh dengan cara terjun langsung
ke lapangan, penelitian lapangan ini memakai tekerlgpmpulan data sebagai berikut :
1. Interview atau wawancara

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengaa o@takukan wawancara
dengan narasumber atau informan (sumber data priyeng telah ditetapkan
sebelumnya untuk memperoleh penjelasan mengenajangl sebenarnya dan relevan

dengan masalah yang dibahas.



44

2. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakkanden sebagai sumber
data. Dokumen biasanya terbagi atas dokumenpril@diddkumen resmi, tetapi dalam
hal ini peneliti melakukan metode dokumentasi dangara studi pustaka atau dengan
menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-butamtang gambaran Kabupaten
Nganjuk, sejarah Dipenda, tentang sstruktur organiserta beberapa dokumen seperti
tentang kontribusi PAD terhadap APBD, dan sebagaimian juga berupa peraturan-

peraturan seprti Peraturan Daerah dan Peraturanriféahe

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat Bantu untuk mermgukan data dan informasi
yang diperlukan oleh peneliti pada saat mengadgamelitian. Menurut Arikunto
(1996:160) “instrument penelitian adalah alat atadifasiyang digunakan peneliti dalam
mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudatdsiinya lebih baik, dalam arti
lebih cermat, lengkap serta sistematis dan mudahhdiola

Adapun instrument penelitian yang digunakan dalanejitean ini adalah :
1. Peneliti sendiri

Peneliti sendiri dengan bantuan orang-orang meaupalat pengumpul data
utama. Hal ini disebabkan hanya “manusia sebag#i s&jalah yang dapat berhubungan
dengan responden atau objek lainnya. Dengan padesanya manusia dapat melakukan
pengamatan terhadap fenomena-fenomena atau per@tmstiva yang terjadi dan
berkaitan dengan objek penelitian.
2. Pedomen wawancara

Yaitu serangakaian pertanyaan yang diajukan kepati@-aktor sumber data
dalam penelitian. Pedoman wawancara dipergunakamgade maksud aagar dalam
penelitian ang ditetapkan dan pertanyaan-pertanyaag diajukan tidak keluar dari jalur
yang telah ditetapkan dalam permasalahan.
3. Catatan Lapangan

Adalah catatan penelitian dilapangan untuk menchégesil wawancara dan

pengamatan dari sumber data yaitu Kantor Dinas dpatdn Daerah Kabupaten
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Nganjuk. Selain itu peneliti juga akan menggunakalat tulis menulis untuk
mendokumentasikan dan untuk mencatat pendapat pihak-yang yang bersangkutan.

3.7  Analisis Data

Tahap analisis data merupakan tahap yang paling mhek@, sebab dalam
tahap inilah seorang peneliti harus mampu meneka@ug data yang diperoleh baik data
primer maupun data sekunder. Analis data ini didasapada data yang diperoleh yang
telah terkumpul dari hasil penelitian yang dikl&akikan sesuai dengan kebutuhan dan
tujuan penelitian.

Analisis data menurut Patton (dalam Moleong 200B)l1@dalah proses
mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dsi@atu pola, kategori, dan satuan
urutan dasar. la membedakannya dengan penafsirdan gsmberikan arti yang
signifikan terhadap analisis, menjelaskan polaamadan mencari hubungan di antara
dimensi-dimensi uraian.

Menurut Moloeng (2000:190) langkah-langkah ataus@soanalisi data secara
umum dapat digunakan sebagai berikut:

Proses analisis data dimulai daro menelaah sellatdn yang tersedia dari
berbagai sumber yaitu dari hasil wawancara, pengamgang sudah
dituliskan dalam lapangan, dokumentasi pribadi, udo&ntasi resmi,

gambar, foto-foto dan sebagainya. Data tersebutk tisedikit kira-kira

segudang. Setelah dibaca, dipelajari dan di tefaaka langkah berikutnya
adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan danganbuat abstraksi.
Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yaing proses dan

pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehindgp berada didalamnya.
Langkah selanjutnya adalah menyusun dalam satdaarsgang kemudian
dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Katekmtegori ini dilakukan

sambil membuat koding. Tahap akhir dari analisisadati adalah

pemeriksaan keabsahan data, setelah selesai tahamulailah tahap

penafsiran data dalam mengelola hasil sementargacieteori subtantif

dengan menggunakan metode tertentu.

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan yageptian deskriptif, maka
dari data yang terkumpul, akan dianalisa dengan gwrakan analisa kualitatif yaitu
dengan cara melukiskan hasil penelitian dalam Wekaia-kata atau kelimat-kalimat
sehingga dengan demikian penulis menguraikan pasilitian tersebut sesuai dengan

keadaan dilapangan.
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Hal tersebut senada dengan pendapat Moloeng (200fabwa metode
kualitatif digunakan dengan beberpa pertimbangan ya
a. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabdrhadapan dengan kenyataan

ganda.

b. Metode ini menyajikan secara langsung hakekatuingdn antara peneliti dan
responden.

c. Metode ini lebih peka dan dapat lebih menyesuada dengan banyak penajaman
pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yangldpia

Dengan demikian dalam penelitian ini data yang rdileé dilapangan harus di
analisis sehingga menggambarkan hasil yang seseregad data yang dianalisis,
kemudian diinterprestasikan berdasarkan teori-tgamg disajikan dalam bab terdahulu
dan selanjutnya dicarikan kesimpulan dan saran.

Dalam bukunya Miles dan Huberman (1992:12) mengatakalisis data terdiri
dari tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, peyaglata san penarikan kesimpulan atau
verifikasi. Tetapi sebelum dilakukan tiga alur analigi dilakukan analisis pendahuluan
yaitu pengumpulan data. Jadi analisis data kudlidur kegiatan yang dilakukan
meliputi :

1. Pengumpulan data, yaitu data yang terkumpul kiasil interview, observasi, dan
dokumentasi.

2. Reduksi data, merupakan proses pemilihan, peamsaperhatian pada
penyederhanaan , pengasbtrakan, dari transforasat” yang muncul dari catatan-
catatan tertulis dilapangan.

3. Penyajian data, sebagai sekumpulan informasi y@isgsun memberi kemungkinan
adanya penarikan kesimpulan.

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu daaagy telah diperoleh dilapangan
disajikan sedemikian rupa kemudian dilakukan aisatlan interpretasi terhadap data

tersebut untuk diperoleh hasil yang sebenarnya.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Penyajian Data
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Nganjuk
4.1.1.1 Keadaan Geografis

Wilayah Kabupaten Nganjuk secara geografis terl&idls' - 11213' and
7°20' - P59' Lintang SelatarSecara adiministratif, Kabupaten Nganjuk terletak di
Propinsi Jawa Timur dan berbatasan dengan bebe@maplten lain, yaitu :
Batas Utara : Kabupaten Bojonegoro
Batas Timur : Kabupaten Jombang dan Kabupaten iKedir
Batas Selatan : Kabupaten Kediri dan Kabupatenghaiek
Batas Barat : Kabupaten Ponorogo dan Kabupataiuv

Kabupaten Nganjuk merupakan wilayah yang kondigogpafisnya
cenderung bervariasi dari daerah yang datar (0-286fai (2-15%). Sebagian
besar wilayah Kabupaten Nganjuk merupakan daeradr, ddiususnya dibagian
tengah kota, sedangkan bagian kota lainnya secatamumemiliki kemiringan
lebih dari 2%. Kabupaten Nganjuk secara kesulurlfeaada pada,dataran rendah
dan hampir seluruhnya rata,dengan kemiringan edta-kearah timur engan
ketinggian 56 meter diatas permukaan air laut, dekganiringan kearah timur
berkisar 0-8%, sangat menguntungkan pengembangakésegala arah, terlebih
kondisi tanah alluvial hydromorf yang kurang baikuknpertanian karena sulit
menyerap air.

Wilayah Kabupaten Nganjuk dilalui oleh 2 sungai aseSungai Kucir
Tangan terletak di bagian timur kota, dan SungaiiKkici di belahan barat kota,
keduanya bertemu ke arah timur masuk ke Sungai WBedangkan Kondisi
hidrologi daerah Kabupaten Nganjuk cukup baik megafinvilayahnya dialiri
oleh bebrapa sungai yaitu Sungai Brantas, WidasjuKgmaron, Rejoso,
Sengowa, Kedungsengon, Jurangdandang, Kedungsokgkangpedet, Kuncir,
Bodor, Watulanang, dan Sungai Beng. Daerah Ngapjg& memliki air tanah
dangkal.

Potensi mineral yang terkandung di dalam tanah wailagaerah Kabupaten

Nganjuk meliputi: batu kali, batu gamping, batu gipsdium dan batu marmer.
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Sedangkan kondisi tanah daerah Kabupaten Nganjblgedalam enam jenis
tanah explorasi. Kabupaten Nganjuk beriklim tropisngan temperatur berkisar
23°C, dibedakan atas 2 musim yaitu musim hujan daimmkemarau
4.1.1.2 Keadaan Penduduk
Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata per taHud3% dan memiliki

Tingkat kepadatan penduduk rata-rata (jiwa/Ha) 0. 8ektor andalan/potensi
daerah : Pertanian, Industri kecil, kerajinan.
Mata pencaharian
a. Pegawai Negeri/TNI : 17.357(Jiwa)
b. Pegawai Perusahaan Swasta : -
c. Pedagang/Pengusaha : 15.536 (Jiwa)
d. Petani/Peternak : 15.061(Jiwa)
e. Lainnya: 18.628 (Jiwa)

Kabupaten Nganjuk memiliki luas wilayah 1.224,34 Kiy@ng terbagi
menjadi 20 kecamatan yang terdiri dari 268 desa@daglurahan serta 721 dusun.

Luas Kecamatan bisa disajikan dalam tabel berikut

Tabel 1.
Luas Kecamatan di Kabupaten Nganjuk

No Kecamatan Luas Wilayah
(Km2)
1. Bagor 75,87
2. Baron 73,52
3. Berbek 43,38
4. Gondang 46,96
5. Jatikalen 33,93
6. Kertosono 77,92
7. Lengkong 44,71
8. Loceret 39,06
9. Nganjuk 121,56
10. Ngetos 92,69
11. Ngluyu 10,83
12. Ngronggot 38,10
13. Pace 41,83
14. Patianrowo 37,98
15. Prambon 41,44
16. Rejoso 109,03
17. Sawahan 114,73
18. Sukomoro 113,69
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19. | Tanjunganom 37,69
20. Wilangan 29,00
Jumlah 1224,34

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk

4.1.1.3 Keadaan Sosial

Di bidang pendidikan Kabupaten Nganjuk sudah dibetktan wajib
belajar 9 Tahun, namun pertambahan jumlah murid utganditingkat SD tidak
egitu mencolok. Hal ini salah satunya disebabkangbmisia sekolah berkurang,
yang ada juga akhirnya juga akan dilakukan pengugdou akibat kekurangan
murid.

Saat ini di Kabupaten Nganjuk julah Madrasah Iyt#da(MI) negeri dan
swasta sebanyak 103 unit, Madrasah Tsanawiyah (MiEgleri dan swasta
sebanyak 37 unit dan Madrasah Aliyah negeri danstswaebanyak 15 unit.
Jumlah sekolah menurut jenisnya dapat dilihat paa teerikut ini:

Tabel 2
Sekolah menurut jenis status
Di kabupaten nganjuk

No. Jenis 2004/2005 2005/2006
Sekolah Negeri | Swasta| Jumlah| Negeri Swastqd Jumlah

1. | TK 1 424 425 1 431 432

2. | SD 659 19 678 641 24 665

3. | SLB 1 8 9 1 8 9

4. | RA 98 98 98 98

5. | MI 7 96 103 7 96 103

6. | SLTP/SLPT | 47 17 64 47 16 64

7. | MTs 8 30 38 7 30 37

8. | SMU 10 9 19 10 9 19

9. | SMEA 1 6 7 1 6 7

10. | SMKK 1 2 3 1 2 3

11. | STM 1 10 11 2 10 12

12. | MA 3 12 15 3 12 15

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk

Di bidang kesehatan, data dinas kesehatan kaupégenjuk menunjukkan
jumlah fasilitas kesehatan yaitu rumah sakit Umueraa (RSUD) sebanyak 1,
Rumah Sakit Umum Swasta 3, Puskesmas 28, puskesmasamamio,

puskesmas keliling 28 dan posyandu 1.218. jumlaititésskesehatan ini relatif

tetap bila dibandingkan dengan tahun sebelumnyaiktenaga kesehatan dokter
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mengalami penurunan dibandingkan tahun 2004, hal smlah satunya

dikarenakan berakhirnya masa PTT sedangkan tenagehaan lainnya

mengalami kenaikan.

Tabel 3
Jenis Fasilitas Kesehatan
Kabupaten Nganjuk Tahun 2005
Fasilitas Kesehatan Jumlah
1. Rumah Sakit 4

2. Puskesmas 28
3. Puskesmas Pembantu 70
4, Polindes 175

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk
Sedangkan dibidang keagamaan, kehidupan beragaarauamdt pemeluk sesama
agama terjalin cukup baik dan adanya sikap toleraméara sesama umat.
Berdasarkan data kantor Departemen Agama Kabupatgnjik mayoritas
agama yang dipeluk penduduk Kabupaten Nganjuk adslaim (98,04 persen),
diikuti katolik (1,25 persen), kristen (0,49 persean hindu (0,07 persen). Pada
tahun 2005 terjadi kenaikan haji sebesar 57, 28apeyaitu 515 orang tahun 2004
menjadi 810 orang pada tahun 2006. berikut jumlahgbek agama dan tempat
ibadah yang ada di Kabupaten Nganjuk:

Tabel 4
Agama, Jumlah Pemeluk dan Tempat Ibadah
Di Kabupaten Nganjuk Tahun 2005

No. Agama Jumlah pemeluk | Jumlah Tempat

(Orang) Ibadah (Unit)

1. Islam 983.329 1.175 Masjid

2. Kristen dan Katolik 17.427 43 Gereja

3. Hindu 654 2 Pura

4. Budha 1556 3 Vihara

5. Lain-lain 30

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk

4.1.1.4 Keadaan Ekonomi

Roda kehidupan Nganjuk tak hanya diputar oleh nygumasil pertanian

seperti bawang merah. Ada pula sektor lain yangugulesar kontribusinya

terhadap perekonomian. Sektor perdagangan, hotelrefioran memberi andil

Rp 993,4 miliar. Angka tersebut mengimbangi kontriltogal pertanian Rp 1,07
triliun di tahun 2002.
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Dunia perdagangan di kabupaten ini belum banyakndiilean oleh para
pedagang besar. Dari 223 pemilik tanda daftar ugal@angan, 97 persen adalah
golongan usaha kecil. Mereka bergerak di bidangyyaasih berkaitan dengan
pertanian dan tersebar di ibu kota kabupaten deacamatan Kertosono.

Sektor pertanian memberikan kontribusi terhadap PQRoduk Domestik
Regional Bruto) rata-rata paling besar dibandingangan sektor lain sebesar
37,62 % per tahun, disusul sektor perdagangan| Haterestoran sebesar 30,57
%, sadangkan sektor industri menempati urutan &etigngan kotribusi rata-
ratasebesar 11,27 % per tahun.

Tabel 5
PDRB Daerah Kabupaten Nganjuk Per Sektor
(Ribuan Rupiah)
Uraian Tahun
1997 1998 1999 2000 2001

S. Pertanian
456.009.040) 867.593.690 887.357.4{80 936.678760 251105.443

S. Pertambangan dan

PR 13.883.820| ~ 14.974.85D  15.331.800  15.847.410 141820,

S. Industri
153.520.190 253.798.380 262.600.380 276.957,080 .728%24

S. Listrik, Gas, dan

Air Bersin 4.825210] 6473430  6.807.930  7.449.540  10.798701

S. Perdagangan,

Hotel dan Restoran | /0 615580 692535000  702.860.480  749.584/870 .384205

S. Bangunan
43.670.250 68.162.52p 71.301.820 76.037.550 818825.

S. Angkutan dan

i 39.072.750|  55.098.810  58.848.970  61.716.880  6:B23.

S. Keuangan, Sewa,
dan Jasa Perusahaan

76.478.650 102.426.96D 105.342.550 114.329.390  41R342

S. Jasa-jasa
154.348.700 180.203.820 191.317.150 203.706/000 .223377
PDRB 1.347.625.190 2.241.267.4fy0 2.301.768.580 422306.980| 2.652.324.530
Sumber : Diolah dari BPS Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan uraian di atas nampak bahwa daerah KeupNganjuk
merupakan daerah pertanian di mana sebagian besdnguk bergerak di bidang
pertanian, sedangkan sektor industri belum berkemlisahingga kontribusinya

terhadap PDRB menempati urutan ketiga.
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4.1.1.5 Keadaan Pemerintahan

Pemerintahan adalah suatu sitem yang mengatur segzigatan
masyarakat dalam suatu daerah/wilayah/Negara yangputiesegala aspek
kehidupan berdasarkan norma-norma tertentu. Kabupganjuk, sebagai salah
satu kabupaten di Jawa Timur, mempunyai system pemlesintyang sama
dengan kabupaten/Kota pada umumnya. Dengan dib&dakya Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dasraka peran dari
Pemerintah Daerah menjadi lebih besar karena sebdgavenangan dari
Pemerintah Pusat dilimpahkan ke darah sehinggakaingkeberhasilan
pembangunan di daerah sangat tergantung dari saaskondisi pemerintahan
yang bersangkutan. Oleh karena itu situasi dan ikbydng kurang memadai
dapat menjadi hambatan sesius bagi Pemerintahan Ddalain melaksanakan
pembangunan jika tidak segeara diatasi.

Unit Pemerintahan Daerah dibawah Kabupaten secagsuag adalah
kecamatan. Sedangkan kecamatan terbagi habis datatkelerahan. Kabupaten
Nganjuk terbagi dalam 20 Kecamatan, 268 desa, 9dtsnr 2.137 Rukun Warga
(RW) dan 6.986 Rukun Tentangga (RT). Kecamatan yaegpunyai jumlah
desa terbanyak adalah Kecamatan Nganjuk yaitu gakat4 desa, sedangkan
yang mempunyai jumlah desa paling sedikit adalahaKedan Berbek 5 desa.
Seperti dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 6
Jumlah Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, RW dan RT
Di Kabupaten Nganjuk Tahun 2005

No Keterangan Jumlah
1. Desa/Kelurahan 277
2. Dusun/Lingkungan 721
3. RW 2.137
4 RT 6.986

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk
Pmerintah Daerah akan berjalan baik apabila tersagmatur yang

memadai. Yang dimaksud dalam hal ini adalah dari jseglah. Tidak seluruh
perangkat desa/kelurahan terisi, namun hal ini blake halangan untuk

menjalaknan roda pemerintahan dalam melaksanakan apepntan, apabila
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tenaga yang ada dioptimalkan, dan ini merupakan painaem masalah yang
dilakukan saat ini.

Sebagai unit terkecil dari pemerintahan, setiap cesmpunyai proyek
pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatdsajahteraan masyarakat
desa. Pembangunan tersebut meliputi berbagai bidentgra lain bidang social,
budaya, ketahanan masyarakat, usaha ekonomi ragmber daya pemukiman
dan teknologi tepat guna.
4.1.1.6 Keadaan Objek Wisata

Sebagai salah satu upaya yang dikembangkan olehriReaheKabupaten
Nganjuk dalam meningkatkan pendapatan daerahnyahauyang sedang
dilakukan adalah mengembangkan berbagai objek wigatey ada. Hal ini
dikarenakan Kabupaten Nganjuk merupakan salah sahwpéten yang ada di
Propinsi Jawa Timur, yang juga memiliki objek wisggag cukup banyak. Dan
jika dikembangkan akan bisa membantu Pemerintah Basrak meningkatkan
pendapatan daerahnya. Berikut ini disajikan belzejapis objek wisata yang ada
di Kabupaten Nganjuk dalam tabel berikut:

Tabel 7
Beberapa Objek Wisata
Kabupaten Nganjuk

0. Nama Objek Wisata
Air Terjun Sedudo

Air Terjun Roro Kuning
Candi Lor

Gua Margo Tresno
Museum Anjuk Ladang

. Momunen Jendral Soedirman
Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk

oA BIWNEIZ

Hal ini juga ditunjang dengan sarana dan prasayang menunjang bagi
pengembangannya. Dalam hal ini adalah banyaknyaraestian hotel yang ada,
dengan adanya sarana yang mendukung tersebut miaaranampu memberikan
kontribusi sesuai dengan yang diharapkan oleh pmaérikbupaten Nganjuk.
Seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini:



54

Tabel 8
Hotel/ Restoran
Kabupaten Nganjuk

No. Keterangan
Hotel Restoran
1. Wisata Karya Wisata Karya
2. Istana Sederhana
3. Jaya Yasmin
4. Mataram Mayar
5. Wisma Gerung Nusantara
6. Lestari Nirwana
7. Sembilan Istana
8. Nirwana Mapan
9. Sinta Gudeg
10. | Wilis Ayam Goreng Pemuda
11. Budi Rahayu Fambayung
12. | Sederhana Regantri
13. - La Bambo

Sumber: Dispenda Kabupaten Nganjuk

4.2 Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah KabupateNganjuk
4.2.1 Sejarah ringkas Dinas Pendapatan Daerah Kabupah Nganjuk

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk sekitamt1960 telah
dibentuk bagian Pendapatan Daerah yang mana di daétaksanaan tugasnya
bergabung menjadi satu dengan bagian keuangan, &b&@api struktur
organisasinya belum jelas.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Daerah Kabupégenjuk tanggal
18 Oktober 1973, yaitu No. SEKR [I/SP/1973 berubsnjadi Dinas Pajak dan
Pendapatan Daerah Tingkat Il. Pada tanggal 1 Séetet®75 dikeluarkan Surat
Menteri Dalam Negeri No. KUPD 3/12/43 yang berisstinksi pemebentukan
Dinas Pendapatan Daerah Tingkat | dan Tingkatdlai§utnya pada Tanggal 6
Juni 1978 telah dikeluarkan Keputusan Menteri DalNegeri No. KUPD 7/12/4-
1-101 yang memutuskan tentang susunan Organisasi Tagm Kerja Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten.

Berdasarkan surat keputusan tersebut di atas makganleperaturan
daerah Nomor 2 Tahun 1979 tanggal 6 Mei 1979 tgnBusunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah, Kabupaten Nigdaejah dibentuk Dinas

Pendapatan Daerah.
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4.2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabaign Nganjuk

Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah sebagai unsikispah Pemerintah
Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas d@denndselanjutnya dalam
pelaksanaan tugasnya ia harus bertanggung jawaa&epupati/Kepala Daerah.
Sehingga badan pengelola keuangan Daerah yangt @ekaan instansi-instansi
lain diwajibkan mengetahui dengan jelas batasanekewgan yang menjadi
tanggungjawabnya.

Tugas pokok dari Dinas Pendapatan Daerah adalahksaekskan
sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidangga¢ad daerah dan selaku
koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasspi&an pendapatan daerah.

Adapun fungsi dari Dinas Pendapatan Daerah adeladgai berikut:

1 Perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan bimbimigen koordinasi
teknis tugas-tugas yang berkaitan dengan pemagértapatan daerah ;

2 Pelaksanaan pendaftaran dan pendapatan obyek qegakh dan retribusi
daerah serta potensi penerimaan lain-lainnya dalagkeamengoptimalkan
pendapatan daerah;

3  Pelaksanaan perhitungan dan penetapan terhadai pbyak daerah dan
retribusi daerabh;

4 Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan terhadap pessiingutan dan
penyetoran pajak daerah, retribusi daerah dan pateta daerah lainnya
serta pengelolaan benda berharga;

5 Perencanaan dan pengendalian operasional di bEmdataan, penetapan
dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, ipeseen asli daerah lainnya
serta pajak bumi dan bangunan ;

6  Pelaksanaan penagihan dan pemungutan serta kdadigiengawasan atas
pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi dadeath penerimaan asli
daerah lainnya serta penagihan pajak bumi dan bamgu

7  Pembantuan Pelaksanaan Pendataan potensi obyekilopgak Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) dan penyampaian Pemberitahuaek®ajak (SPOP)
subyek Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib Pajak ;
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8 Pembantuan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajakadg (SPPT),
Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan PajaP)Sdan sarana
administrasi PBB lainnya’

9 Pelaksanaan analisis dalam rangka pengembangaapa¢ad asli daerah
dan penerimaan daerah lainnya sesuai dengan peradara perundang-
undangan yang berlaku ;

10 Pelaksanaan penyuluhan pajak daerah, retribuesialda dan pendapatan
daerah lainnya serta pajak bumi dan bangunan;

11 Pelaksanaan urusan tata usaha kedinasan ;

12 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidangapatsth Daerah .

4.2.3 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kaupaten Nganjuk
Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabopsganjuk yang

terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Dinas Pendapatamabae

2. Unsur pemabantu pimpinan, yaitu Sub Bagian Tathbl.

3. Unsur Pelaksana, yaitu Sub Dinas yang terdiii da

Sub Dinas Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan.

Sub Dinas Penagihan.

Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan.

Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Opelasiona

®© a0 o op

Unit-unit Pasar.
Pembagian diatas dimaksudkan untuk memudahkan dpEmbagian
tugas dan fungsi sehingga semua pekerjaan dapdéshskan dengan baik dan
cepat. Pada setiap bagian/seksi akan diberikars tdga fungsi masing-masing,
seperti halnya diuraikan sebagia berikut :
1. Kepala Dinas.

a. Membantu Kepala Daerah di dalam pelaksanaandaingi pendapatan,

perencanaan, dan perumusan kebijakan umum.

b. Memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan semuaakagidi atas.

c. Memberikan informasi mengenai situasi pendapataremberikan
pertimbangan kepada Kepala Daerah sebagai bahak omgnentukan

kebijaksanaan atau membuat keputusan.
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Mempersiapkan bahan bagi penetapan di bidanggke@ean berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara tekmisasional kepada
Dinas Pendapatan Daerah melalui Kepala Daerah.

Mengadakan hubungan kerja sama dengan semua inségégemerintah
maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tumadnybawah
koordinasi Kepala Daerah.

Membuat program kerja dalam melaksanakan tugasnya

Membina terus menerus kemampuan berprestasi pagawpi dalam
lingkungan tugasnya.

Menyelenggarakan pembuatan daftar susunan infarmafar penelitian
pelaksanaan kerja dan daftar urut pegawai bawalaarsgsuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mempersiapkan dan menyusun daftar pegawai yaag dididik di dalam

maupun diluar untuk disampaikan kepada Kepala Daera
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SumberKantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk
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2. Sub Bagian Tata Usaha.

Sub bagiab Tata Usaha terdiri dari tiga unsur yditengani, yaitu: unsur
umum, unsur ketenagaan, dan unsur keuangan, hebbterngrkait dengan fungsi-
fungsinya. Dan jika dilihat tugas pokok dari bagiam adalah pelayanan
administratif kepada seluruh satuan organisasi dilingan Dinas Pendapatan
Daerah. Urusan-urusan di bagian ini masing-masingmpo@yai fungsi
sebagaimana berikut:

a. Urusan Umum
Melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait dengan aegalsan seprti surat-
menyurat, kearsipan, rumah tangga, pembayaran gggwae dan perjalanan
dinas serta pengadaan dan pemeliharaan perlengkapénk dapat
mendukung kelancaran tugas yang dilakukan olehdesndapatan Daerah.

b. Urusan Ketenagaan
Melakukan segala kegiatan yang terkait erat dengamgelolaan pegawai
seperti pelaksanaan dan pengiriman peserta dikksifikasi administrative
data pegawai, memberikan saran atas penempatan peg&saperistiva
rotasi pekerjaan dan melaksanakan hal-hal yang m@mpgkan kepentingan
pegawai.

c. Urusan Keuangan.
Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan atamnj&dlelanja yang
dilakukan oleh Dinas. Perencanaan biaya operassasaterhadap kegiatan /
pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas. Hal terseberthiloungan dengan
lewatnya semua kecuran dana dari Pemerintah Daetabsdn keuangan,
sehingga ia bertanggung jawab atas jalannya aruangan di lingkungan
Dinas Pendapatan Daerah.

3. Sub Dinas.
a. Sub Dinas Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan

Susunan Seksi Sub Pendaftaran, Pendataan danienttediri dari :
1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
Mempunyai tugas mendistribusikan dan menerima kenfbatulir
pendaftaran wajib pajak serta mengelola dan mendata objek dan

subjek pajak dari retribusi daerah, menetapkan NE@&Pmelaporkan
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hasilnya serta membuat daftar mengenai formulir SBiigybelum
diterima.

. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data

Mempunyai tugas membuat dan memelihara daftar incajlbwajak
dan wajib retribusi daerah, memberikan kartu penge¥BWWD,
menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusiattagang berkaitan
dengan pendaftaran dan pendataan, membantu melakukan
penyimpanan SPOP PBB dari wajib pajak yang diteabitloleh
Direktorat Jendaral Pajak.

. Seksi Perhitungan dan Penerbitan Surat Ketetapan

Sub Dinas Penagihan.

Melakukan kegiatan penagihan pajak dan retritiestrah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Mengumpulkan dan mengolah dat sumber-sumber pea@ni lainnya
di luar pajak dan retribusi derah.

Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan

. Seksi Penerimaan

Mempunyai tugas menerima dan mencatat semua SKPKRrs$at-
surat ketetapan pajak lainnya, serta SPPT PBB, Inemedan
mencatat semua SKP dan SKR surat-surat ketetapak fmpnya
yang telah dibayar lunas dan mencatat penerimaan B8
menghitung tunggakannya.

. Seksi Benda Berharga

Menpunyai tugas menerima dan mencatat tanda teringalmarharga,
bukti penerimaan benda berharga, bukti pengelysgagambilan
benda berharga, penerimaan uang hasil pemungutararddyenda
berharga serta menhitung dan merinci persedian besrtiarga.

. Seksi Pelaporan

Mempunyai tugas menyiapkan laporan periodikal mengeraisasi
penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daseata PBB,
menyiapkan laporan berkala mengenai realisasi pwaaari dan

persedian benda berharga.
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c. Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Opelasiona

1. Seksi Perencanaan Pendapatan
Mempunyai tugas menyusun rencana pendapatan ddemahencana
intensifikasi pemungutan pendapatan daerah yangurnber dari
pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapataralddainnya serta
dari PBB.

2. Seksi Pengendalian Operasional
Mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan tdbisiseda
dalam bidang Pengendalian Operasional, serta naglakan tugas-
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas seslemigan bidang
tugasnya.

3. Seksi Analisa dan Pengembangan Pendapatan.
Mempunyai tugas melaksanakan kerjasama yang sinelgigan
instansi vertikal serta dan Dinas lainnya dalam kangengembangan

pendapatan.

4.2.4 Keadaan Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupa Nganjuk

Dalam semua organisasi faktor manusia memegang p@sigj sangat
penting peranannya dalam operasional untuk mencajpaint organisasi. Karena
itu perlu adanya pengelolaan tersendiri bagi imtlivindividu dalam organisasi
agar tercapai efisiensi dan efektifitas kerja melpagawai.

Yang dimaksud pegawai adalah keseluruhan orangyorgang
dipekerjakan dalam badan tertentu baik di lembagaep@tahan maupun dalam
badan-badan swasta. Adapun pegawai yang dimakswmndbal ini adalah
keseluruhan individu yang bekerja dikantor Dinaad2g@atan Daerah Kabupaten
Nganjuk. Dalam hal ini jumlah pegawai tersebut samganunjang pelaksanaan
tugas.

Untuk menjelaskan indikator kepegawaian, maka dadahini didukung
oleh data-data antara lain : jumlah pegawai menungkat pendidikan dan
jumlah pegawai menurut golongan/pangkat.

Dari uraian tersebut di atas, maka untuk lebihsfgfa dapat dilihat pada tabel

halaman berikut:
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Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Nganjuk

No. Tingkat Pendidikan Jumlah Prosentase
1. Magistar (S2) 3 0,86 %
2. | Sarjana (S1) 22 6,28 %
3. | D3 3 0,86 %
4. | D2 0 0

5 D1 0 0

6 SMA 173 49,43 %
7 SMP 42 12 %
8 SD 107 30,57 %

Total 350 100 %

Sumber Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan tabel 1 tersebut dapat diketahui bgbwdah pegawai menurut
tingkat pendidikan Magistar (S2) sebanyak 0,86 @ja®a (S1) sebanyak 6,28
%, D3 sebanyak 0,86 %, SMA sebanyak 49,43 %, SNiBrs@k 12 %, dan SD
sebanyak 30,57 %. Sehingga dalam melaksanakan yagak@an disesuaikan
dengan kemampuan dari masing-masing pegawai yangariggagan guna
mencapai tujuan bersama.

Selanjutnya akan dikemukakan mengenai jumlah pegaaurut tingkat
golongan/pangkat pada Dinas Pendapatan Daerah KmupNganjuk sebagai
berikut :

Tabel 10
Jumlah Pegawai Menurut Golongan/Pangkat
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Nganjuk
No. Golongan/Pangkat Jumlah Prosentase
1. v 249 71,14 %
2. [ 33 9,43 %
3. Il 52 14,86 %
4 I 16 4,57 %
Total 350 100

Sumber. Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk.

Dari

tabel

2 tersebut,

dapat diketahui

bahwa jumiadgawai

menurut

golongan/pangkat IV sebanyak 71,14 %; lll sebar§di8 %; Il sebanyak 14,86
%; | sebanyak 4,57 %.
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Disini dapat dilihat bahwa Dinas Pendapatan Dadtabupaten
Nganjuk memperkejakan sumber daya manusia yang dikasudéngan bidang
pekerjaan yang dikuasainya dan dapat menerimaaspgalbahan yang sewaktu-
waktu terjadi. Jumlah pegawai Dispenda secara kesg&n adalah 350 orang.
Jumlah tersebut sudah sesuai kebutuhan sehinggdaapenginginkan efisiensi
pekerjaan dan biaya seharusnya jumlah tersebut piddi¢ ditambah lagi. Hal ini
meningat bahwa jumlah pegawai yang terlalu banyb&mtlingkan jumlah beban
kerjanya maka hal itu bisa berarti pemborosan baikiwdan biaya. Lagi pula
jumlah pegawai yang melebihi kebutuhan yang tideduai dengan beban kerja,
tidak akan efektif. Oleh karenanya kuantitas pelitunjang oleh kualitas serta
juga memperhatikan beban kerja. Untuk mengetahuiitasapersonalia dapat
dilihat dari tingkat pendidikan maupun kepangkataangy ditunjang oleh
pendidikan dan pelatihan yang bisa membuka wawaaan lagi para pegawai,

sehingga bisa menunjang kelancaran dalam pelaksangas.

4.3 Data Fokus
4.3.1 Efektivitas Penggalian PAD
4.3.1.1 Intensifikasi Pendapatan Daerah

Intensifikasi adalah suatu tindakan atau usahaausatemperbesar
penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yangdielijtketat dan teliti.
Yang termasuk dalam upaya intensifikasi yaitu:

1 Memperkuat proses Pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pentamgmisalnya
anatara lain Meningkatkan sumber daya manusia, mieatkan sarana dan
prasarana serta peninjauan tarif pajak daerah.

Pertama, Meningkatakan Mutu Sumber Daya Manusia. Sumber Daya
Manusia merupakan faktor yang sangat penting dale@sep pemungutan baik
sebagai administator maupun sebagai pelaksana wifjapauntuk meningkatkan
penerimaan pajak daerah. Dalam hal ini Dinas Penaap&erkewajiban
meningkatkan mutu atau kualitas dari sumber dayauasa yang dimiliki yakni
melalui pelatihan-pelatihan atau pendidikan yangrhilleungan dengan

keahliannya. Dinas Pendapatan Daerah Kabupatenidgselalu memperhatikan
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mutu sumber daya manusia/pegawainya, hal ini diapkin oleh Kepala Dinas
Subag Ketenagaan Dinas Pendapatan Daerah Kabiygaeiuk sebagai berikut:

"Biasanya kami setiap tahun untuk petugas dilapangeemberikan
pembinaan masalah teknis-teknis mengenai pemungatapahyetoran,
supaya mereka tidak binggung apa yang harus meaddakan, begitu
juga dengan pegawai-pegawai lainnya mereka dikasitasam diklat-
diklat teknis.” (Wawancara, 20 November 2007).

Dinas Pendaptan Daerah dalam meningkatkan mutu surdbga
manusianya selalu memberikan atau mengirimkan pegasgawainya untuk di
diklat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dir@sdapatan Daerah Kabupaten
Nganjuk akan terlihat upaya intensitas pembinaarraapgang dilaksanakan
melalui kursus dan latihan:

Tabel 11
Persentase Keadaan Aparat Pengelola Pajak Daerah
Berdasarkan Frekuensi Keikutsertaan Dalam Kursuséat
Tahun 2002 — 2006

Tahun Jumlah Frekuensi keikutsertaan Pesentase
pegawai pegawai yang

Belum | Satu [ Duakali/lebih ikut serta
pernah kali

2002 329 135 101 93 58,96

2003 333 125 112 96 62,46

2004 338 123 115 100 63,60

2005 343 118 121 104 65,59

2006 350 111 125 114 68,28

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Nganjuk

Dari data di atas dapat dilihat bahwa aparat yatahtmengikuti kursus
dan latihan untuk tahun 2002-2006 mengalami banyakgikan, selama kurun
waktu lima tahun tersebut, dapat pula diketahumizahata-rata bagi persentase
aparat yang telah ikut serta dalam kursus dan latd@alah 63,78%, jumlah
tersebut dinilai masih relatif minim bila dibandirgk tugas-tugas dalam
pengelolaan pendapatan daerah yang semakin bertadamalebih kompleks.
Namun ditinjau dari hasil persentase keikutsertpagawai dalam kursus dan

latihan yang diadakan, terlihat adanya kenaikanagetahunnya. Hal ini
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menunjukkan bahwa intensitas pembinaan bagi aparsgelola pajak daerah di
Kabupaten Nganjuk selalu dupayakan peningkatannya.

Disamping itu juga terlihat bahwa jumlah pegawandd Pendapatan
Daerah Kabupaten Nganjuk selalu mengalami pertambdhartahun ke tahun.
Pertambahan tersebut merupakan hasil rekrutmen pedaava pada Dnas
Pendapatan Daerah atau mutasi dari satuan orgamesasdalam lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Nganjuk.

Kedua, Meningkatkatkan Sarana dan Prasarana. Sarana rdsaréha
sangat penting dalam melakukan kegiatan apapun, baikipa kegiatan
operasional maupun kegiatan administratif suatamegsi. Dalam mendukung
kegiatan peningkatan pendapatan daerah di Kabupdtganjuk penyadiaan
sarana dan prasarana adalah keseharusan yangkdialRemerintah Daerah
dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah. Beagg perangkat komputer
untuk penyempurnaan administrasi ini sangat dieasakanfaatnya, terutama
dalam memperlancar upaya intensifikasi peningkatadagatan asli daerah.

Secara teknis, maka dengan penggunaan perangkgiutlemdata-data
mengenai pendapatan asli daerah dapat dikelolaasefisien, termasuk di dalam
pengadaan data, pengolahan data, penyimpanan, spemgambilan data jika
diperlukan.

Perangkat komputer yang digunakan dalam pengelolaadapatan asli
daerah di Kabupaten Nganjuk memiliki 10 unit kompwtan 7 mesain ketik,

untuk lengkapnya tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 12
Data Sarana dan Prasarana Dinas Pendapatan Dadyapaten
Nganjuk
Nomor Jenis Sarana Jumlah
1. Komputer 10
2. Mesin Ketik 7
3 Mobil Dinas 4

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk

Ketiga, Peninjauan Tarif. Kebijakan penyesuaian tarif ldikan agar
realisasi pajak selalu menjadi seimbang dengan pgadriapembangunan serta

untuk memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak.
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Kebijakan penyesuaian tarif harus dilakukan sepaogorsional dengan
memperhatikan kemampuan dari subjek pajak daerah seghgikuti kondisi
inflasi setiap tahunnya, yang disebabkan naiknygéeh&arang. Dari tujuh jenis
pajak daerah yang dikelola di Kabupaten Nganjukkamgajak Hotel dan
Restoran serta pajak Reklame adalah jenis pajaktetaty dikenai kenaikan tarif.

Untuk penentuan tarif pajak penerangan jalan bardas atas
penggunaan tenaga listrik. Besarnya tarif pengguaaalah 3% (tiga perseratus)
untuk bukan industri, dan 8% (delapan perseratusikundustri.

Untuk penentuan tarif pajak hotel dan restoranyesmaian tarif didasari
atas kenaikan biaya sewa kamar penginapan, rumahnmdda sejenisnya.
Besarnya pajak hotel dan restoran adalah 10% (semeérseratus) dari jumlah
pembayaran, yang kemudian disisihkan dan disumbangiegi keperluan
pengembangan dan peningkatan promosi kepariwisatalabdipaten Nganjuk
sebesar 2% (dua perseratus).

Selanjutnya untuk penentuan tarif pajak reklamekdkan berdasarkan
beberapa pengkalsifikasian, yaitu ukuran reklametw/damanya pemasangan
dan media pemasangan. Yang menjadi objek pajakadalaua penyelenggara
rekalme meliputi: Rekalme papan/biliboard/megatronklidee kain, reklame
melekat (stiker), reklame selebaran, reklame berjataklame udara, reklame
suara, reklame film, reklame peragaan serta rumdamek(shop painting). Yang
ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persenhiairpajak.

Dengan pertimbangan yang matang tarif pajak hotel rdatoran, tarif
pajak penerangan jalan serta tarif pajak reklama diinjau lagi, salah satu
faktor yang bisa mengubah tarif naik adalah dilidlati kondisi perekonomian
masyarakat. Dengan melihat adanya pertumbuhan ekahdfabupaten Nganjuk
yang berdampak kepada kemampuan daya beli masyarakah dnemenuhi
kebutuhan sehari-hari, ini merupakan salah satunpesangan perubahan daya
tarif tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Bapak $0ej} sebagai berikut:

"Sebenaranya. Untuk menentukan besarnya tarif umtajiek maupun
retribusi daerah itu agak sulit. Ini kan karenatuaga antara keinginan
pemerintah daerah dan masyarakat tidak akan samaygakiami sendiri
juga mresa serba salah. Tapi, namanya peraturais kigalankan. Dan
kamipun berupaya dalam menentukan besarnya tarif dismsuaikan
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dengan kondisi perekonomian masyarakat”. (WawancfalNovember
2007)
2 Meningkatkan Pengawasan

Pengawasan secara berkelanjutan merupakan langfetif euntuk
mengurangi bahkan menghilangkan penyimpangan-penyigapa yang
ditemukan di lapangan. Intensitas pengawasan @aks tugas pengelolaan
pajak daerah di Kabupaten Nganjuk dilakukan melpkmetapan standar dan
target yang harus dicapai untuk setiap tahun amggdPenetapan standar dan
target tersebut selalu dimonitor melalui susunan mekan laporan
perkembangan pencapaian target, untuk mengetahuihsej@ana mobilitas
rangkaian kerja pengelolaan pajak daerah yangddilekan, serta frekuensi hasil
pencapaian target setiap tahunnya. Teknis perkembanga dilakukan oleh
unit-unit pelaksana pemungutan pajak daerah.

Laporan perkembangan pencapaian target disusurumihitpelaksana
setiap tahunnya. Frekuensi rata-rata pembuatan damyupunan laporan
perkembangan pencapaian target yang telah ditentdaiah 12 kali dalam satu
tahun yang berarti sekali dalam sebulan. Dalam habulbdin Perencanaan dan
Pengendalian Operasional Dinas Pendapatan Kabugserjuk mengungkapkan
sebagai berikut:

"Kami selalu berupaya melakukan pengawasan setidaniwa untuk
memantau perkembangan target dan realisasi pajailde®upun sektor
lainnya. Jadi tiap tahun nantinya bisa dikemband&ghntarget yang akan
ditetapkan”. (Wawancara, 21 November 2007)
Lebih lanjut beliau mengatakan mengenai pengawasag dilakukan sebagai
berikut:

"Upaya lain yang dilakukan oleh Dinas Pendapatarerdta yakni
dilaksanakannya pembuatan Surat Keterangan Fiska farus dimiliki
oleh para sbhjek pajak, sebagai bukti bahwa subg#kptelah melunasi
kewajibannya dalam mebayar pajak” (Wawancara, 21 ibee 2007)
Keterpaduan anatara unsur pemerintah daerah sebbig@menanggung
jawab kebijaksanaan di Kabupaten Nganjuk dalam peaggn pelaksanaan tugas
pengelola pajak daerah adalah sangat diperlukampatBiselalu mengontrol
sejauhmana optimalisasi upaya peningkatan penerinpegak daerah yang

dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerabh.
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Peranaan bupati adalah melaukuan pengawasan peaaarpajak melaui
laporan mingguan, bulanan, triwulan, semester ddrnr dakhun anggaran dari

Dinas Pendapatan Daerah, serta kritik dan saraéd&D.

3 Melakukan Sosialisai Kepada Masyarakat

Sosialisasi disini merupakan memasyarakatkan pgmiya membayar
pajak daerah kepada masyarakat. Sosialisasi sekijak daerah sudah biasa
dilakukan khususnya sebelum dilaksanaka suatu kanijebaru yang akan
diterapkan. Adapun teknis pelaksanaan sosialisag ydilakukan oleh Dinas
Pendapatan selama ini yaitu melalui media elektraadlid; selebaran-selebaran
maupun dengan mengadakan sosialiasi dengan begelilBebagaimana
diungkapkan oleh Bapak Soegiarto Kepala Subdinrearean dan Pengendalian
Operasional sebagai berikut:

"Kami selalu gencar mensosialisasikan kepada masytirékik secara
langsung dengan berkeliling maupun tidak langsunggae cara
menyairkan lewat radio-radio yang ada di Nganjukn dain-lain”

(Wawancara, 22 Novenber 2007)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas balosalisasi yang

dikemukakan oleh Dinas Pendapatan Daerah melalerépha cara yakni:
Pertama, sosialisasi melalui elektronik, yaitu dengara memberikan
informasi mengenai pajak daerah kepada masyarakalunraldio-radio yang ada
di Kabupaten Nganjuk. Kedua, mengadakan sosialdasgan cara berkeliling
untuk memberikan informasi ke masyarakat sambil meikdoeriselebaran-

selebaran mengenai pajak daerah.

4.3.1.2 Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Upaya peningkatan pendapatan daerah yang dilakukeh Dinas
Pendapatan Daerah selain melalui cara intensifik@gja dengan cara
ekstensifikasi. Penambahan jenis pungutan pajak lyamg dikelola oleh
pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai upaya penengkaendapatan asli
daerah juga sudah dilaksanakan, vyaitu diberlakuknpgmungutan atas
pengambilan bahan galian golongan C dan pemanfatadavaah tanah dan air

permukaan.
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Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tah@@7,l pajak
pengambilan bahan galian golongan C dan pajak peatanf air bawah tanah
dan air permukaan yang dikelola oleh pemerintah iRsowdialihkan kepada
pemerintah kota/kabupaten. Hal ini tentu saja akamambah pendapatan asli
daerah kabupaten Nganjuk. Dari perubahan statuak pdari Propinsi ke
Kota/Kabupaten ini, pemerintah Kabupaten Nganjukamdahal ini Dspenda
Kabupaten Nganjuk harus dapat menggali lebih batggkpotensi yang telah
ditawarkan ini.

Namun upaya untuk meningkatkan pemungutan pajak jbgeus
diperhatikan dalam hal pelestarian aliran sunga slamber mata air, jangan
samapi merusak keadaan alam disekitarnya dang mengg&abidupan
masyarakat yang tinggal disekitarnya.

Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Sunartadi Kep&ladin
Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan sebagatberik

"Perubahan status pajak pengambilan bahan galiannggho C dari
Propinsi ke Kota/Kabupaten tentunya hal baik bagtakkabupaten,
dengan demikian dapat memberikan kontribusi yangk tekdikit bagi
pendapatan asli daerah. Namun demikian hal ini njogajadi pekerjaan
rumah tersendiri bagi Kabupaten untuk mengelolakpaja mengingat
biaya yang nantinya dikelurkan juga tidak sedikiimjahnya”.
(Wawancara, 27 November 2007).
Berdasar wawancara diatas terungkap bahwa perrhasalzelum terkelolanya
pajak pengambilan bahan galian golonagan C dikaeenb&nyaknya biaya yang
harus dikeluarkan untuk mengelola pajak tersebutin§ga diperlukan adanya
upaya dari Dispenda untuk meningkatkan dan memaksamgenerimaan dari
sektor ini, yang nantinya dapat mendorong penimkgtrhadap pendapatan

daerah.

4.3.2 Tingkat Pencapaian Hasil Pengembangan PAD

Untuk dapat mengetahui tingkat pencapai hasil yatakukan melalui
pengembangan PAD dapat dilihat dari target dansasihiya. Upaya peningkatan
Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari target dealisasi yang telah
ditetapkan dan dicapai dari tahun ke tahun anggaRenentuan target

pemungutan masing-masing komponen pendapatan askhdagssungguhnya
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ditentukan oleh Dinas-Dinas atau Unit-unit pengaigh berdasarkan potensi dan
pengalaman perkiraan penerimaan tahun sebelumnydums&latu pembahasan

ditingkat eksekutif/ pemerintah Daerah dan legégaerah.

4.3.2.1 Target dan Realisasi PAD

Perkembangan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupddgmjuk jika
dilihat nominalnya selalu mengalami peningkatan, knpada tahun 2003 dan
tahun 2004 tidak sesuai dengan target. Data peregan target dan realisasi
pendapatan asli daerah Kabupaten Nganjuk menumibesupenerimaan selama
kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun Aaggn 2002sampai dengan
tahun Anggaran 2006 terlihat pada tabel berikut :

Tabel 13
Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Nganjuk
Ta 2002— Ta 2006

Tahun Target Realisasi (%)
2002 Rp.19.775.611.017| Rp.24.472.056.086 123,75%
2003 Rp.32.362.954.564| Rp.36.772.805.374 113,63%
2004 Rp.34.290.159.784| Rp.35.322.732.889 103,01 %
2005 Rp.41.250.843.856| Rp.40.294.494.046 97,68 %
2006 Rp.39.580.802.540| Rp.52.003.425.054 131,46 %
SumberKantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk

Dari tabel 6 diatas, maka dapatlah diketahui bajowdah Pendapatan Asli
Daerah antara tahun 2002 besarnya target 19.7781&1Han terealisasi
sejumlah 24.472.056.086 atau 123,75 %; tahun 20Grbga target
32.362.954.564 dan terealisasi 36.772.805.374 K863 %; tahun 2004
besarnya target 34.290.159.784 dan terealisassael36.322.732.889 atau
103,01 %; tahun 2005 besarnya target 41.250.8431&B6baru terealisasi
sebesar 40.294.494.046 atau 97,68%; tahun 2006ettasgbesar
39.580.802.540 dan terealisasi sebesar 52.0035®atQu 131,46 %

Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa pada umamealisasi PAD di
kabupaten Nganjuk telah berhasil, tingkat pencap®AaD yang hanya 97,68%
pada tahun 2006 mampu meningkat 131,46% pada tahdkutbga. Tidak
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tercapainya target pada tahun 2005, berdasarkanwesancara dengan Bapak
Sumarsono Pada 25 September 2007 sebagai berikut:

“Tidak tercapainya target pada tahun 2005 dikaranaengaruh
penerimaan pendapatan Kabupaten Nganjuk, baik sklior pajak
daerah maupun retribusi daerah yang targetnya kawygag tidak
tercapai. Sebenarnya, tidak terapainya targetdai kaitannya dengan
penetapan target masing-masing instansi yang temgaddak
memperhatikan kondisi ekonomi dan potensi masayahdsatjuk”

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapetk Daerah (PAD)

terdiri dari; pajak daerah, retribusi daerah, pahasn milik daerah dan

penerimaan lain-lain yang sah.

4.3.2.2 Target dan Realisasi Pajak Daerah

Berikut ini akan dijelaskan tingkat pencapaian atealisasi target dari
sektor pajak daerah yang terjadi di Kabupaten Ndgadpri Tahun 2002 — 2006
berikut ini:

Tabel 14
Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Dari Sektor Pajak Daerah
Kabupaten Nganjuk
Ta 2002— Ta 2006

Tahun Target Realisasi (%)
2002 Rp 2.856.103.137 | Rp. 3.719.241.321 130,22%
2003 Rp 4.773.030.000 | Rp. 5.418.189.945 113,52%
2004 Rp. 5.673.215.000 | Rp ~ 6.176.040.185 108,86%
2005 Rp. 6.211.842.000 | Rp.  6.562.384.127 105,64%
2006 Rp. 6.247.230.000 | Rp.  6.434.943.103 103,00%
SumberKantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk

Pada tabel 7 menunjukkan tentang hasil sektor pdgakah antara tahun 2002
sebesar 12.856.103.137 dan terealisasi 13.7192U Atau 130,22%; tahun 2003
target sebesar 4.773.030.000 dan terealisasi se¢hd48.189.945 atau 113,52%;
tahun 2004 target sebesar 5.673.215.000 dan tasakebesar 6.176.040.185
atau 108,86%; tahun 2005 target sebesar 6.211@%2i8n terealisasi sebesar
6.562.384.127 atau 105,64%; tahun 2006 taregetsaeb@®247.230.000 dan
terealisasi sebesar 6.434.943.103 atau 103,00%

Penerimaan pajak daerah dari tahun ke tahun kekelurnominalnya

meningkat, namun jika dilihat dari prosentase tingkencapaiannya mengalami



72

penurunan. Hal ini menyebabkan, target pajak yamgtagikan rata-rata tidak
tercapai. Berdasarkan wawancara dengan Bapak $oggata 25 September 2007
sebagi berikut:

........ Sebetulnya Nganjuk memiliki potensi pajakngasangat bagus,
namun dalam hal pajak ini cara pengoptimalannya $akgeang.

Akibatnya sering mengalami fluaktuatif. Hal ini kugalebih bayak juga
disebabkan karena banyak warga maysrakat Nganjukukhya tidak
membayarkan pajak mereka, akibat kurangnya sosaligghadap
warga. Meskipun demikian secara keseluruhan mengaglamngkatan
dari tahun ke tahun, sehingga pajak daerah initddipadalkan sebagi
salah satu sektor untuk meningkatkan pendapataaldaer

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa karen@arly optimalnya
pencapaian pajak daerah sehingga targetnya tidaktbrcapai. Hal ini tentunya
sangat berpengaruh terhadap pencapaian pendapatatnd

Dalam hal ini pajak penerangan merupakan salahpsgak daerah yang
memberikan kontribusinya yang cukup besar bagi peatda asli daerah. Untuk

lebih jelsnya dapat dijelaskan pada tabel berikiut i

Tabel 15
Target Relisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
Tahun 2002-2006

No Tahun Uraian %
Target Realisasi (%)
1. 2002 Rp 2.550.000.000 Rp 3.389.293.006 132,91%
2. 2003 Rp.4.398.330.000| Rp 4.999.781.745 113,67%
3. 2004 Rp 5.319.633.000 | Rp.5.180.553.785 109,31%
4. 2005 Rp.5.819.633.000| Rp.5.935.379.59( 100,06%
5. 2006 Rp.5.880.743.000 | Rp.6.114.323.254  105,93%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk

Dari data diatas dapat dilihat target yang ditesgplari tahun ke tahun
mengalami peningktan dan untu pencapaian realigaguma terus mengalami
peningkatan meskipun terdapat satu penurunan paiacg@ mengalami
penurunan dari tahu sebelumnya akan tetapi secarsergase target yang
ditetapkan sesuai dengan realisasinya. Pada thQR figet yang ditetapkan
sebesar Rp. 2.550.000.000 dan terealisasi sebepgar3R89.293.006 atau
132,91%; tahun 2003 target seesar Rp. 4.398.33@&00erealisasi sebesar Rp.
4.999.781.745 atau 113,67%; tahun 2004 target aelitys. 5.319.633.000 dan
teralisasi sebesar Rp. 5.180.553.785 atau 109,31%8an 2005 target sebesar
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5.819.633.000 dan terealisasi sebesar 6.114.323%a264 105,06%; dan tahun
2006 target sebesar Rp. 5.880.743.000 dan tersgiatishesar Rp. 5.935.379.590
atau 100,93%.

Berikut disajikan perkembangan realisasi penerimgajak penerangan
jalan dalam waktu lima tahun terakhir pada tablekio¢rni:

Tabel 16
Perkembangan Realisasi Penerimaan
Pajak Penerangan Jalan
Tahun 2002-2006

No Tahun Raelisasi Perkemabangan
1. 2002 Rp 3.389.293.006

2. 2003 Rp 4.999.781.745 147,51%
3. 2004 Rp.5.180.553.785 103,61%
4, 2005 Rp. 5.935.379.590 91,07%

5 2006 Rp. 6.114.323.254 118,02%

Sumber: Dinas Pendapatan Daeedfufaten Nganjuk , (data diolah)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa perkembangatisasi penerimaan
pajak penerangan jalan dari tahun ke tahun mengal@ningkatan, kecuali pada
tahun 2005 mengalami penurunan. Pada tahuyn 2008apaiannya mencapai
147,51%; tahun 2004 sebesar 103,61%; tahun 200%aharencapai 91,07%.
Namun pada tahun 2006 kembali meningkat meskipumgkatan tersebut tidak
sebesar tahun-tahun sebelumnya, yang hanya mend#y62%.

Perkembangan yang cukup tinngi ini diharapkan akaembantu
pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam usaha mengembarsgkaber-sumber
penerimaan daerah yang nantinya dapat diharapkan mamgningkatkan
kemandirian keuangan darah. Sebagaimana diungkapledin Bapak Soejono
sebagai berikut:

“Pajak Penerangan Jalan memang sangat bisa dilaarplyi peningkatan
pajak daerah, hal ini melihat pajak penerangamijalari tahun ke tahun
pencapaiannya bisa dikatakan selalu memenuhi taygelg telah

ditetapkan,. Dan apabila dalam perjalanan terus elenmg peningkatan
maka akan sangat berpengaruh sekali terhadap pew@eripajak daerah
nantinya”. (Wawancara 23 Okteber 2007)

Hal senada diungkapkan oleh Bapak Ibu E. Lukitagingebagai berikut:

“lya, bila dibandingkan dengan pajak-pajak yanginga memeng benar
bahwa pajak penerangan jalan ini bisa dikatakaragabprimadona
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khususnya di Kabupaten Nganjuk, bila melihat ditta yang ada pajak
penerangan jalan ini selalu memebrikan kontribusgyeukup besar bagi
pajak daerah”. (Wawancara, 13 November 2007 )

4.3.2.2.1 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadapajak Daerah

Pajak penerangan jalan merupakan salah satu jenmsk pdaerah yang

dikembangkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupbliganjuk guna

meningkatkan pendapatan daerah. Kontribusi pajalena@gan jalan terhadap
pajak daerah sangat menjanjikan pendapatan daaralhatus ditingkatkan lagi
dari tahun ke taun. Berikut disajikan perkembangantriousi realisasi pajak
penerangan jalan terhadap pajak daerah pada idbelah ini:

Tabel 17
Perkembangan Kontribusi Realisasi Pajak Peneraragan J
Terhadap Realisasi Pajak Daerah

No.| Tahun Realisasi Realisasi Tingkat

Pajak penerangan Pajak daerah kontribusi
Jalan

1. | 2002 Rp 3.389.293.006 Rp. 3.719.241.321 91,12%

2. | 2003 Rp 4.999.781.745 Rp. 5.418.189.945 793,2

3. | 2004 Rp.5.180.553.785 Rp 6.176.040.185 838,8

4. | 2005 Rp.5.935.379.590 Rp. 6.562.384.127 490,4

5. | 2006 Rp.6.114.323.254 Rp. 6.434.943.103  95,01%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nga(gaka, diolah)

Berdasarkan tabel diatas, secara keseluruhanathan 2002 sampai tahun 2006
persentase realisasi pajak penerangan jalan teripegiak daerah sebesar 90,00%.
Pada tahun 2002 tingkat kontribusinya terhadapkpdgerah hanya sebesaar
91,12%. Pada tahun 2003 meningkat sedikit menjadR2792, tahun 2004
menurun yaitu sebesar 83,88%. Tahun 2005 hanya mmiaub&ontribusi sebesar
90,44%, dan tahun 2006 meningkat menjadi 95,01%.

Melihat kontribusi pajak penerangan jalan beluméakrgecara maksimal,
akan tetapi pajak penerangan jalan setidaknya tambrikan kontribusi yang
cukup banyak terhadap pajak daerah. Sebagaiman&agken oleh Ibu E.
Lukitaningsih seksi penerimaan PAD Kabupaten Ngasghagai berikut:

"Kalau dilihat data yang ada, memang kontribusigyaliberikan dari
pajak penerangan jalan ini tidak begitu besar, natemikian perlu
diketahui bahwa pajak penerangan jalan ini jikaadibngkan dengan
kontribusi pajak daerah lainnya cukup besar dalaramberikan
kontribusinya”. (Wawancara,22 November 2007)
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Lebih lanjut kepala seksi perencanaan pendapafakiBumarsono Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk menjelaskan:

"Memang pajak penerangan jalan dalam memberikan kaostripa
terhadap pajak daerah belum begitu besar, hingga apand00%.
Meskipun begitu kami telah mengupayakan dengan sémaks
mungkin. Oleh karena itu seberapa besarnya, setidaktu juga
merupakan hasil yang telah dicapai dan sudah memparkembangan
bagi pajak daerah”. (Wawancara, 20 Oktaber 2007)

Dengan demikian kontribusi pajak penerangan jai&alupaten Nganjuk
memberikan kontribusi yang cukup terhadap pajak afeerTentunya ini
merupakan keberhasilan Dinas Pendapatan Daerahdmrgan instansi-instansi
lainnya yang selalu berupaya meningkatkan pajakenaagan jalan untuk

menunjang keuangan daerah.

4.3.2.2.2 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan TerhadapAD

Pajak penerangan jalan selain memberikan kontripasiarhadap pajak
daerah, juga merupakan salah satu sumber penerimaag memberikan
kontribusinya terhadap realisasi penerimaan pendapasli daerah (PAD).
Dengan demikian setidaknya pajak penerangan jétan aerpegaruh terhadap
penerimaan pendapatan asli daerah untuk menunjangigy@ab pembangunan
di kabupaten Nganjuk. Adapun perkembangan kontribteslisasi pajak
penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli DaefdD) (@apat dilihat pada tabel
berikut ini:

Tabel 18
Perkembangan Kontribusi Realisasi Pajak Peneraraan J
Terhadap Pendapatan Asli Daerah
TA 2002 - 2006

No.| Tahun Realisasi Realisasi Tingkat

Pajak penerangan PAD kontribusi
Jalan

1. | 2002 Rp 3.389.293.006 Rp.24.472.056.086 13,84%

2. | 2003 Rp 4.999.781.745 Rp.36.772.805.374 98,5

3. | 2004 Rp.5.180.553.785 Rp.35.322.732.889 624,6

4. | 2005 Rp.5.935.379.590 Rp.40.294.494.046 34,7

5. | 2006 Rp.6.114.323.254 Rp.52.003.425.054 11,75%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nga(daka, diolah)
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Berdasarkan tabel diatas, tingkat kontribusi papserangan jalan terhadap
Pendapatan Asli Daerah tidak terlalu besar. Pabant®2002 hanya mampu
memberikan kontribusi sebesar 13,84%, pada tahuB 88besar 13,59%. Pada
tahun 2004 dan 2005 mengalami peningkatan sebet&6% dan 14,73%.

Namun pada tahun 2006 kembali mengalami penurunam.bBlkan hasil yang

dicapai merupakan kontribusi yang terkecil juka diiagkan dengan lima tahun
terakhir yang hanya memberikan kontribusi sebesaib¥., Meskipun demikian

pajak penerangan jalan merupakan salah satu suméedapatan yang

memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap ggatdn asli daerah.

Sebagaiman diungkapkan oleh Bapak Imam Wahyudi sedakisi Analisa dan

Pengembangan Pendapatan Dinas Pendapatan DaerglatéabNganjuk sebagai
berikut:

"Sedangkan kalau dibandingkan dengan PendapatarDastah, pajak
penerangan jalan mampu memberikan kontribusi yangipcubesar
terhadap PAD. Sebenarnya pajak penerangan jalarpuremi prospek
untuk ditingkatkan lagi. Dan ini juga merupakan &mgan bagi kami
untuk bisa lebih meningkatkannya kembali. Sehinggancapai hasil
yang diinginkan”. (Wawancara, 20 November 2007).

Dengan demikian pajak penerangan jalan memberikatriliosi yang
cukup besar bagi perkembangan pendapatan asli d&aptk penerangan jalan
mempunyai potensi yang cukup besar bagi pendapataratl karena itu perlu
adanya upaya yang maksimal yang harus dilakukan Dlelas Pendapatan

Daerah.

4.3.2.3 Target dan Realisasi Retribusi Daerah
Berikut ini akan dijelaskan tingkat pencapaian atealisasi target dari
sektor pajak daerah yang terjadi di Kabupaten Ndadpri Tahun 2002 — 2006

berikut ini.
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Tabel 19
Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Dari Sektor Retribusi Daerah
Kabupaten Nganjuk
Ta 2002—- Ta 2006

Tahun Target Realisasi (%)
2002 Rp.13.518.915.880| Rp.14.198.317.883 105,03 %
2003 Rp.18.508.380.974| Rp.20.291.921.139 109,64 %
2004 Rp.21.675.050.784| Rp.21.560.028.542 99,47 %
2005 Rp.25.767.294.856| Rp.24.338.592.529 94,46%
2006 Rp.28.711.660.040| Rp.32.089.790.770 111,77 %
SumberKantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk

Dilihat dari tabel 8 tersebut, bahwa jumlah pendapataerah dari hasil
retribusi daerah tahun 2002 sebesar 13.518.915.880 terealisasi
14.198.317.883 atau 105,03 %; tahun 2003 sebe<$sd8.880.974 dan baru
terealisasi sebesar 20.291.921.139 atau 109,64 abnt 2004 sebesar
21.675.050.784 dan baru terealisasi sebesar 2086642 atau 99,47 %);
tahun 2005 sebesar 25.767.294.856 dan baru temalisebesar
.24.338.592.529 atau 94,46%%; tahun 2006 sebesd@dP860.040 dan
teraealisasi sebesar 32.089.790.770 atau 111,77 %.
Dari data yang diperoleh dapat diketahui bahwethgontribusi retribusi daerah
sangat berbeda dengan tingkat kontribusi pajakatiadganyak diantaranya yang
tidak sesuai dengan target hal ini disebabkan kabamyaknya hambatan dalam
pengembangan dari sektor ini. Berdasarkan wawartsrgan Bapaak Darmadi
pada 25 September 2007 pukul 11.30 adalah sebagaitbe

....... Penerimaan dari sektor retribusi daerahogdasnya adalah jika
ingin menambah peningkatan melalui penggalian objekusi baru
maka akan banyak kendala yang dihadapi utamanyaradalktud dan
biaya.
Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui sumbedapatan daerah dari
sektor retribusi daerah belum dapat diharapkamh&brena pada tahun 2004 dan
tahun 2005 belum dapat memenuhi target yang dikatapHal ini sangat berbeda
dengan tingkat kontribusi pajak daerah. Dengan kaita bahwa dari sektor
retribusi ini tidak bisa diharapkan untuk mampu memkbe kontribusi yang

cukup besar bagi PAD.
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Dalam hal ini pajak penerangan merupakan salal redtibusi daerah
yang memberikan kontribusinya yang cukup besar pagdapatan asli daerah.
Untuk lebih jelsnya dapat dijelaskan pada tabakbemi:

Tabel 20
Tabel Relisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Peneriman Fungsional Unit Swada RSUD
Tahun 2002-2006

No Tahun Uraian
Target Realisasi (%)
s 2002 Rp. 8.813.541.600 Rp. 9.601.083.196 ,9B98
2. 2003 Rp.11.186.563.054 Rp. 12.710.724.954 .62%38
3. 2004 Rp.15.433.822.484 Rp. 15.294.252.212 99,10%
4, 2005 Rp.18.836.534.856 Rp 17.413.083.556 92,44%
5. 2006 Rp.18.902.230.000 Rp. 20.569.920.487  108,82%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk

Dari data diatas menunjukkan bahwa target darirtake tahun mengalami
peningkatan dan begitu juga dengan realisasi ygyrgyaleh. Akan tetapi secara
prosentase mengalami penerunan. Pada tahun 2002t taepesar Rp.
8.813.541.600 dan terealisasi sebesar Rp. 9.601%B3atau 108,93%; tahun
2003 target sebesar Rp. 11.186.563.054 tereabshsisar Rp. 12.710.724.954
atau 113.62%; tahun 2004 target 15.433.822.484bdan terealisasi sebesar Rp.
15.294.252.212 atau  99,10%; tahun 2005 targpt18836.534.856 dan baru
terealisasi sebesar Rp 17.413.083.556 atau 4% ,dlan tahun 2006 target
sebesar Rp.18.902.230.000 dan terealisasi selbgsaf0.569.920.487 atau
108,82%.

Berikut disajikan perkembangan realisasi penerimBRatribusi Daerah
Peneriman Fungsional Unit Swada RSUD dalam waktu tahan terakhir pada
tabel berikut ini:
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Tabel 21
Perkembangan Relisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Peneriman Fungsional Unit Swada RSUD
Tahun 2002-2006

No Tahun Raelisasi Perkemabangan
1. 2002 Rp. 9.601.083.196

2. 2003 Rp. 12.710.724.954 132,38%

3. 2004 | Rp. 15.294.252.217 120,32%

4. 2005 Rp 17.413.083.556 113,85%

5 2006 Rp. 20.569.920.487 118,12%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nga(daka diolah)

Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa perkaegsra penerimaan retibusi
penerimaan RSUD mengalami fluktuatif. Pada tahun3288besar 132,38%;
tahun 2004 mengalami penurunan dari tahun sebelunetngsar 120,32%; tahun
2005 juga mengalami penurunan dari tahun yang selogtu sebesar 113,85%.
Dan tahun 2006 kembali meningkat sebesar 118,12%.

Pencapaian perkembangan yang sangat fluktuat$angat berpengaruh
terhadap pendapatan daerah, namun demikian pe@TiRSUD ini merupakan
penerimaan yang cukup besar dibandingkan dengaibustryang lainnya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Darmksii Benagihan Retribusi
Daerah pada 24 September 2007 adalah sebagai berikut

“‘Realisasi retribusi penerimaan fungsional swadar8UR ini, bisa

dikatakan penyumbang terbesar bagi retribusi dadtalau dilihat target

yang ditetapkan dari tahun ke tahunnya juga temrisgalami peningkatan.

Saya pun yakin untuk kedepanya juga meningkat, aegdkurangnya

kami bisa mencapai target yang telah ditetapkanméamerintah daerah”.
4.3.2.3.1 Kontribusi Penerimaan fungsional Unit Swaaha RSUD Terhadap

Retribusi Daerah

Retribusi penerimaan fungsional unit swadana RSU@a jmerupakan
salah satu sumber pendapatan yang mampu memberikartblisimya terhadap
retribusi daerah. Dengan berkembangnya pola pikiasyarakat yang
mengharapakan adanya pelayanan kesehatan yang sergadai, maka menjadi
kewajiban bagi pihak Pemerintah Daerah yakni dengamberikan pelayanan
yang sangat baik. Sehingga dihgarapakan mampu membepidaang yang

positif untuk meningkatkan pendapatan daerah d&dos retribusi penerimaan
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fungsional swadana RSUD. Berikut disajikan perkemgba kontribusi realisasi
retribusi penerimaan fungsional swadana RSUD texqhaétribusi daerah pada
tabel dibawah ini:

Tabel 22
Perkembangan Kontribusi Realisasi
RetribusiPenerimaan Fungsional Swadana RSUD
Terhadap Realisasi Retribusi Daerah
TA 2002-2003
No. Tahun Realisasi Realisasi Tingkat
Retribusi penerimaan Retribusi daerah kontribusi
fungsional unit
swadana RSUD

1. | 2002 Rp. 9.601.083.196 Rp.14.198.317.883  284,6

2. | 2003 Rp. 12.710.724.954 Rp.20.291.921.13P 62,63
3. | 2004 Rp. 15.294.252.212 Rp.21.560.028.542 ,93P0

4. | 2005 Rp 17.413.083.556 Rp.24.338.592.52D 71,54%
5. | 2006 Rp. 20.569.920.487 Rp.32.089.790.770  084,1

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ngafgata diolah)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa, kontribusi ydibgrikan oleh penerimaan
fungsional swadana RSUD terhadap retribusi daeesdtifr sangat kecil. Pada
tahun 2002 hanya sebesar 67,62%, dan tahun 2008ataeri penurunan hanya
sebesar 62,63%. Pada tahun 2004 mengalami peningkatgga mencapai
sebesar 70,93%, tahun 2005 kembali meingkat sebdsad%. Namun pada
tahun 2006 justru mengalami penurunan dan hanya ma@bekontribusi
sebesar 64,10%.

Mengingat Retribusi Penerimaan Fungsional SwadaS&JOR belum
tergali maksimal, akan tetapi setidaknya telah merk@erikonbtribusi yang
cukup banyak terhadap retribusi daerah. Sebagairdamgkapkan oleh Seksi
Pengahinan Retribusi Daerah Bapak Darmadi sebagkube

"Ya, kalau dibandingkan dengan penerimaan dari surpbadapatan
daerah yang lainnya, misalnya saja pajak daeralmavig retribusi ini
relatif cukup kecil dalam membrikan kontribusinyahtedap retribusi
daerah. Tapi retribusi ini juga jika dibandingk@gngan retribusi yang
ada di Kabupaten Nganjuk, retribusi penerimaan diomal swadana
RSUD ini yang paling banyak memberikan kontribusirtgahadap
retribusi daerah”. (Wawancara, 19 November 2007)

Dengan demikian retribusi penerimaan fungsional swadRSUD di

Kabupaten Nganjuk memberikan kontribusi yang cukupaiap penerimaan
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retribusi daerah. Tentunya ini perlu diadakan lagaya peningkatan sehingga

diperoleh hasil yang lebih maksimal lagi.

4.3.2.3.2 Kontribusi Penerimaan fungsional Unit Swdana RSUD Terhadap
PAD

Selain memberikan kontribusinya terhadap retribusrah penerimaan
fungsional swadana RSUD juga merupakan salah satbesupendapatan daerah
yang memberikan kontribusi terhadap realisasi pememmPendapatan Asli
Daerah (PAD). Dengan demikian retribusi Penerimaang§ional Swadana
RSUD sedikit banyak akan berpengaruh terhadap R&rapAsli Daerah, dan
akan cukup berarti untuk menambah pendapatan dakdalpun perkembangan
kontribusi realisasi penerimaan fungsional swadaS88/R terhadap Pendapatan
Asli Daerah (PAD) dapat dilihat pada tabel beriikirt

Tabel 23
Perkembangan Kontribusi Realisasi
Retribusi Penerimaan Fungsional Swadana RSUD
Terhadap Realisasi Retribusi Daerah
TA 2002-2003

No.| Tahun Realisasi Realisasi Tingkat
Retribusi penerimaan PAD kontribusi
fungsional unit
swadana RSUD
1. 2002 Rp. 9.601.083.196 | Rp.24.472.056.086 39,23%
2. | 2003 Rp. 12.710.724.954 | Rp.36.772.805.374 34,56%
3. | 2004 Rp. 15.294.252.212 | Rp.35.322.732.889 43,29%
4. | 2005 Rp 17.413.083.556 | Rp.40.294.494.046 43,21%
5. | 2006 Rp. 20.569.920.487 | Rp.52.003.425.054 39,55%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ngafgata diolah)

Dari data diatas menunjukkan bahwa kontribusi ydibgrikan oleh penerimaan
fungsional swadana RSUD terhadap Pendapatan Aséirabarelatif besar
dibandingkan dengan kontribusi yang diberikan opejak penerangan jalan
terhadap PAD. Tahun 2002 kontribusi yang diberigabesar 39,55%, kemudian
terjadi penurunan pada tahun 2003 dan memebrikatitkosi sebesar 34,56%.
Pada tahun 2004 mengalami peningkatan kontribusi ydibgrikan sebesar

43,29%. Tahun 2005 sebesar 43,21%. Sama sepertyah&ontribusi yang
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diberikan oleh pajak penerangan jalan retribusieperaan ini pada tahun 2006

juga mengalami penurunan dan kontribusi yang dikaritkanya sebesar 39,55%.

Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Sumarsono ®eksncanaan

Pendapatan sebagai berikut:

"Kalau melihat data yang ada, memang kontribusi ydibgrikan pada
tahun 2006 justru mengalami penurunan. Hal ini Hellikarenakan
belum adanya optimalisasi dalam upaya pengelolaandyamun
demikian, kontribusi yang diberikan oleh penerimaagsfonal RSUD
ini cukup besar bagi pendapatan asli daerah. Kdlahitung-hitung
mencapai 40%, dan ini merupakan hasil yang sangatendrirakan”.
(Wawancara, 24 September 2007).

Lebih lanjut Seksi Penerimaan PAD lbu E. Lukitasihgmenungkapkan

sebagai berikut:

"Memang benar, kontribusi yang diberikan oleh penedn fungsional
RSUD ini hasilnya cukup menggembirakan bagi peniragkgendapatan
daerah. Kalau diurutkan penerimaan ini menempataarpertama dalam
memberikan kontribusinya terhadap realisasi penemm@endapatan asli
daerah secara keseluruhan”. (Wawancara, 21 Nove2do&i)

Dengan demikian penerimaan fungsional RSUD mampu reekain

kontribusi yang cukup besar terhadap perkembangadapatan daerah. Namun

demikian juga perlu adanya upaya yang lebih maksote Dinas Pendapatan

Daerah, sehingga hasil yang diperoleh juga lebihsimaM.

4.3.2.4 Target dan Realisasi Perusahaan Daerah

Berikut ini akan dijelaskan tingkat pencapaian atealisasi target dari

sektor Laba Perusahaan Daerah yang terjadi di KdbopNganjuk dari Tahun
2002 — 2006 berikut ini.

Tabel 24
Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Dari Sektor Laba Perusahaan Daerah

Kabupaten Nganjuk
Ta 2002/2003 — Ta 2006

Tahun Target Realisasi (%)

2002 Rp. 310.515.000 | Rp. 909.987.257 293,06 %
2003 Rp. 588.793.000 | Rp. 592.389.212 100,61 %
2004 Rp. 559.752.000 | Rp. 600.979.414 100,20 %
2005 Rp. 740.256.000 | Rp. 742.103.518 100,25 %
2006 Rp. 992.256.000 | Rp1.419.708.854 143,08 %

SumberKantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk
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Dilihat dari tabel 9 dapat diketahui jumlah pendapadaerah dari laba
perusahaan daerah tahun 2002 sebesar 310.515.000tedzalisasi
909.987.257 atau 293,06 %; tahun 2003 sebesar&B800 dan terealisasi
sebesar . 592.389.212 atau 100,61 %; tahun 20@&6&eb59.752.000 dan
terealisasi sebesar. 600.979.414 atau 100,20 %wnta2005 sebesar
740.256.000 dan terealisasi sebesar 742.103.508.88%25 %; tahun 2006
sebesar 992.256.000 dan terealisasi sebesar RpA081%64 atau 143,08%.
Berdasarkan data yang diperoleh tersebut dapatatiiesumber pendapatan dari
sektor laba perusahaan selalu mengalami peningkadédakan pada tahun 2002
prosentase dari sektor ini mencapai 293,06%. Namumirtgdak ditindak lanjuti
dengan penggalian terhadap potensi yang dimiliki skttor laba perusahaan ini.
Dalam bahasan sebelumnya diketahui bahwa dalam penggarb pendapatan
daerah dari sektor ini tidak ada yang dikembanglerdasarkan wawancara
dengan Bapak Sutarji pada 25 September adalah $dieaidat:

........... Memang benar bahwa dari sektor laba péagn ini kontribusi
yang diberikan terhadap pendapatan daerah tidakkitseBahkan
realisasinya terkadang melebihi target yang ditetap Tetapi karena
di Nganjuk Perusahaan daerah yang dimiliki kurangjargikan,
makanya tidak ada yang dikembangkan.
Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahsvalgpatan daerah dari
sektor laba perusahaan cukup memberikan kontibusg ylesar terhadap
peningkatan pendapatan asli daerah, namun demildak tida usaha untuk
menggali potensi tersebut, sehingga akan dapdit leleimbatu bagi pendapatan
daerah.

4.3.2.5 Target dan Realisasi Penerimaan Lain-lain &hg Sah

Berikut ini akan dijelaskan tingkat pencapaian atealisasi target dari
sektor Laba Perusahaan Daerah yang terjadi di KabopNganjuk dari Tahun
2002 — 2006 berikut:
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Tabel 25
Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Dari Sektor Penerimaan Lain Yang Sah
Kabupaten Nganjuk
Ta 2002/2003 — Ta 2006

Tahun Target Realisasi (%)
2002 Rp 3.090.077.000 | Rp. 5.644.509.624 | 182,67 %
2003 Rp 8.492.750.590 | Rp 10.470.305.077 | 123,29 %
2004 Rp 6.342.142.000 | Rp. 6.985.684.747 | 110,15 %
2005 Rp 8.531.451.000 | Rp. 8.650.933.314 | 101,40 %
2006 Rp.3.629.656.500 | Rp.12.088.982.326 333,06%

SumberKantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk

Pada tabel 10 dapat diketahui bahwa jumlah pendapdderah dari hasil
penerimaan lain tahun 2002 sebesar 3.090.077.00Cedeaalisasi sebesar
5.644.509.624 atau 182,67 %; tahun 2003 sebes®2.83D.590 dan
terealisasi sebesar 10.470.305.077 atau 123,29abynt 2004 sebesar
6.342.142.000 dan terealisasi sebesar . 6.9894B4tau 110,15 %; tahun
2005 sebesar 8.531.451.000 dan terealisasi sel®:680.933.314 atau
101,40 %; tahun 2006 sebesar 3.629.656.500 daralisa® sebesar
12.088.982.326 atau 333,06%.
Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahwvdgenerimaan lain-lain yang
merupakan salah satu sumber pendapatan daerahaskiaon waktu 5 tahun
ternyata terpenuhi sesuai dengan target yang gikana Di tahun terakhir yaitu
pada tahun 2006 terjadi peningkatan yang sangair lmeencapai 333,06% dari
target yang telah dietapkan. Berdasarkan hasil weara dengan Bapak Sutarji
pada 25 September 2007 sebagai berikut:

.......... Besarnya hasil yang diperoleh khususmayasgktor penerimaan
lain-lain ini tidak terlepas dari peran dispendatuk membantu
meningkatkan pendapatan daerah. Untuk itu kami &kais berusaha
agar hasil yang dicapai bisa semaksimal mungkin”.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa kardiripang diberikan
dari sektor penerimaan lain-lain merupakan sal&hssktor yang bisa diharapkan
untuk meningkatkan pendapatan asli daerah selainsdktor pajak daerah. Hal
ini dikarenakan bahwa pencapaian relaisasi dariefi@aan lain-lain selalu

melebihi target yang telah ditetapkan.
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Dalam hal ini jenis penerimaan yang dikembangkanuyaitelalui:
Penerimaan Jasa Giro. Penerimaan ini yang memberikaasp&an yang tidak
sedikit terhadap PAD. Untuk lebih jelasnya peneamgasa giro disajikan pada
tabel berikut ini:

Tabel 26
Target Relisasi Penerimaan Lain-Lain
Penerimaan Jasa giro
Tahun 2002-2006

No Tahun Uraian
Target Realisasi (%)
) 2002 Rp. 1.200.000.000 Rp. 2.697.189.79Y 224,77
2. 2003 Rp. 2.000.000.000 Rp. 3.395.394.502 168,77
3. 2004 Rp 2.025.000.000 Rp. 2.423.384.323119,67%
4, 2005 Rp. 1.687.500.000 Rp. 3.420.733.99Fy 7203
5. 2006 Rp. 1.000.000.000 Rp. 5.902.636.048590,26%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk

Dari data diatas menunjukkan bahwa target yangagikan mengalami fluktuatif.
Pada tahun 2002 target sebesar Rp. 1.200.000.000ed@alisasi sebesar Rp.
2.697.189.797 atau 224,77%; tahun 2003 target sebRp. 2.000.000.000
terealisasi sebesar Rp. 3.395.394.502 atau 169 far4n 2004 target sebesar Rp.
2.025.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.4288B4tau 119,67%; tahun 2005
target sebesar Rp. 1.687.500.000 terealisasi seligsa 3.420.733.997 atau
202,71%; dan tahun 2006 mengalami peningkatan gakgp luar biasa target
sebesar Rp. 1.000.000.000 dan terealisasi sebepar5R02.636.048 atau
590,26%.

Berikut disajikan perkembangan realisasi Penerimaea Biro dalam
waktu lima tahun terakhir pada tabel berikut ini:

Tabel 27

Perkembangan Realisasi Penerimaan Lain-Lain
Penerimaan Jasa giro
Tahun 2002-2006

No Tahun Raelisasi Perkemabangan
1. 2002 Rp. 2.697.189.797

2. 2003 Rp. 3.395.394.502 125,88%

3. 2004 Rp. 2.423.384.323 71,37%

4. 2005 Rp. 3.420.733.997 141,15%

5. 2006 Rp. 5.902.636.048 172,55%

Sumber: Dinas Pendapatan Daeadfuaten Nganjuk , (data diolah)

Dari data diatas menunjukkan perkembangan realpasrimaan lain-lain dari
tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tah08 &8besar 125,88%. Dan
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mengalami penurunan yang sangat drastis pada ta00A sebesar 71,37%.
Tahun 2005 terjadi peningkatan yang cukup besdau ysgbesar 141,15%, dan
tahun 2006 kembali menigkat sebesar 172,55%.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak. Sutarji sedsagthan Penerimaan
Daerah Lainnya pada 24 September 2007 pukul 11 8@ladebagi berikut:
...... Memang benar penerimaan yang berasal dargjasaukup sangat
besar, karena memang hanya dari penerimaan itu lyigagdiharapkan
untuk lainnya tidak. Hal ini karena banyak penedmadari sektor
lainnya, seperti Penerimaan Dinas pengusahaan pertgolahannya
dilakukan oleh instansi yang bersangkutan, darp&isla sendiri hanya
memperoleh laporan atas target dan realisasi ddarsi tesebut.
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa peng@téin penerimaan lainnya
sangat kurang, sehingga hal ini dapat menyebabkalikitega kontribusi
penerimaan daerah dari sektor ini.
4.3.2.5.1 Kontribusi Penerimaan Jasa Giro Terhadap €éherimaan Lain-lain
yang sah
penerimaan jasa giro juga merupakan salah stau syrebdapatan daerah
yang mampu memberikan kontribusinya terhadap penanrf@n-lain yang sah.
Dimana penerimaan jasa giro adalah penerimaan yang enié&arb kontribusi
yang cukup besar. Berikut disajikan perkembangan trikusi realisasi
penerimaan jasa giro terhadap Penerimaan Lain-laig yah:

Tabel 28
Perkembangan Kontribusi Realisasi
RetribusiPenerimaan Jasa Giro
Terhadap Realisasi Penerimaan lain-lain
TA 2002-2003

No. Tahun Realisasi Realisasi Tingkat
penerimaan jasa giro Penerimaan lain-lain | kontribusi

18 2002 Rp. 2.697.189.797 Rp. 5.644.509.624 47,78%

2. 2003 Rp. 3.395.394.502 Rp. 10.470.305.077 32,42

3. 2004 Rp. 2.423.384.323 Rp. 6.985.684.747 6984,

4, 2005 Rp. 3.420.733.997 Rp. 8.650.933.314 39,54%

5 2006 Rp. 5.902.636.048 Rp. 12.088.982.326 248,8

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ngafgata diolah)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa, kontribusi ydibgrikan oleh penerimaan
jasa giro terhadap penerimaan lain-lain relativegaat kecil. Pada tahun 2002
hanya sebesar 47,78%, dan tahun 2003 mengalamiryoamu yaitu sebesar
32,42%. Namun demikian pada tahun berikutnya yatwrta2004, tahun 2005
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dan tahun 2006 mengalami peningkatan meskipun rel&geil, yakni ; 34,69%,
39,54%, dan 48,82%.
Mengingat penerimaan jasa giro belum maksimal, nadedu adanya uapaya
yang harus dilakukan oleh Dispenda agar penerini@amampu memberikan
kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan daBiainun demikian setidaknya
telah memberikan kontribusi yang cukup banyak ternhgmEnerimaan lain-lain.
Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Sutarji sebagéut:
“Kalau dilihat dari perkembangan kontribusinya megipanerimaan jasa
giro memberikan kontribusi yang relatif kecil, namdemikian jika
dibandingkan dengan penerimaan lain-lain yang adap¥nerimaan jasa
giro ini yang memerikan kontribusi yang cukup bebagi pendapatan
daerah”. (Wawancara, 20 November 2007)
4.3.2.5.2 kontribusi Penerimaan Jasa Giro Terhadapenerimaan PAD
Penerimaan jasa giro merupakan salah satu sumbeagmad daerah
yang dikembangkan melalui usaha ekstensifikasi yhlagukan oleh Pemerintah
kabupaten Nganjuk khususnya Dinas Pendapatan Ddersjan harapan mampu
memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Asérdba Dengan demikian
penerimaan jasa giro sedikit banyak akan memberikanrikusinya terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun perkembangantrikasi realisasi
penerimaan Jasa Giro terhadap Pendapatan Asli Déefdd) dapat dilihat pada
tabel berikut :

Tabel 29
Perkembangan Kontribusi Realisasi
Penerimaan Jasa Giro
Terhadap Realisasi PAD

TA 2002-2003

No.| Tahun Realisasi Realisasi Tingkat
Penerimaan Jasa PAD kontribusi
Giro

1. | 2002 Rp. 2.697.189.797 Rp.24.472.056.086 11,02%
2. | 2003 Rp. 3.395.394.502 Rp.36.772.805.374 9,23%
3. | 2004 Rp. 2.423.384.323 Rp.35.322.732.889 6%,8

4. | 2005 Rp. 3.420.733.997 Rp.40.294.494.046 8,48%
5. | 2006 Rp. 5.902.636.048 Rp.52.003.425.054 94,35

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ngafgata diolah)
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwarikast yang diberikan

penerimaan jasa giro terhadap pendapatan asli dadedhterlalu besar. Pada
tahun 2002 sebesar 11,02%, tahun 2003 mengalamrysemu kontribusi yang

diberikan hanya sebesar 9,23%. Tahun 2004 kembaigaedlami penurunan dan
hanya memberikan kontribusi sebesar 6,68% dan ta8806 meningkat sedikit
dan kontribusi yang diberikan sebesar 8,48%. Nanmadapgahun 2006 kembali
meningkat dan kontribusinya mencapai 11,35%. Danen@aan jasa giro

merupakan salah satu penerimaan yang besar jikandifigkan dengan

penerimaan lain-lain yang sah. Sebagaimana diungkapleh Bapak Sutarji

Slaku Seksi Penagihan Penerimaan daerah lainnyas DReadapatan Daerah
Kabpaten Nganjuk sebagai beriktu:

“Sedangkan kalau dibandingkan dengan penerimaamaliakinnya,
memang penerimaan jasa girolah yang memberikan kastrlang cukup
besar. Sedangkan untuk tahun berikutnya diperkirakaik dan kami
mengupayakannya semaksimal mungkin, sehingga setmmmyga bisa
makin bertambah”. (Wawancara, 20 November 2007)

Dengan demikian penerimaan jasa giro di Kabupatenanjug
memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap &atdn Asli Daerah,
namun tentunya usaha ini juga perlu dioptimalkani laigpgga hasil yang
diperoleh bisa maksimal, sehingga benar-benar mammpobarékan pemasukan

yang diharapkan bagi peningkatan pendapatan astaka

4.4 Analisis dan Interpretasi Data
4.4.1 Analisis Efektivitas Penggalian Pendapatan ADaerah
4.4.1.1 Intensifikasi Pendapatan Daerah
Menurut Manshuri (1991, h 11) yang menyatakan bamiensifikasi anatara
lain (dilakukan dengan) peningkatan kualitas apgratbaikan pelayanan, atau
hal-hal yang menuntut hal-hal perbaikan administtasghadap pengelolaan
sumber-sumber pendapatan daerah.

Intensifikasi peningkatan pajak daerah merupakamakan-kegiatan yang
dilakukan untuk meningkatkan hasil pajak daerahgedmah satu sektor sumber

pendapatan asli daerah.
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Menurut Ramadhan (dalam Musthofa, 2006 h. 45) yamgakkud
intensifikasi pendapatan daerah adalah tindakarhadssaha memperbesar
penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yangdieljtketat dan teliti.
Dalam hal ini intensifikasi pemungutan pajak daerah cetribusi daerah yaitu
mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaassplek personalianya,
yang pelaksanaannya melaui sebagai berikut:

Memperbaiki atau menyesuaikan aspek ketatalaksabagnadministrasi
maupun opreasional yang meliputi: (a) penyesuaiéau gpenyempurnaan
administrasi pungutan; (b) penyesuaian tarif; (chyesuaian pelaksanaan
pungutan. Peningkatan pengawasan dan pengendakamg, antara lain: (a)
pengawasan dan pengendalian yuridis, dalam halperiu diteliti apakah
pembayaran pajak dan pemungutan retribusi daeradebigrtelah mendasarkan
undang-undang atau peraturan daerah, serta tidegntangan dengan peraturan
yang ada; (b) pengawasan dan pengendalian telamg, menitikberatkan pada
pelaksanaan pemungutan dengan sasaran menyempusistieam dan prosedur
pemungutan pembayaran serta peningkatan pelayangrcgpat dan cermat; (c)
pengawasan dan pengendalian penatausahaan, hakbihi ditujukan pada
kegiatan para pelaksana ketertiban administrashinBkatan sumber daya
manusia, yang dapat dilakukan antara lain dengangiagsertakan aparatur
dalam program-program pendidikan dan pelatiahan yenkgaitan dengan pajak
dan retribusi daerah. Dan meningkatkan kegiatayylehan kepada masyarakat
untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayardaajaktribusi daerah.

Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daéfabupaten
Nganjuk dalam meningkatkan pendapatan daerah yakgjath cara:

1 Memperkuat Proses Pemungutan

Pertama, Meningkatkan Sumber Daya Manusia. Peningkatan mutosum
daya manusia merupakan keseharusan dalam suatusagjananapun, termasuk
peningkatan sumber daya manusia pada Dinas Peadapaerah tujuan utama
adalah agar dengan adanya sumber daya manusia yahkgalbas akan
berdampak kepada kinerja yang dilakukan pegawagletsterhadap tugas dan
tanggungjawabnya. Peningkatan kualitas aparat jugraipakan salah satu faktor

yang sangat penting untuk dilaksanakan. Peningkétalitas aparat dalam
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bidang pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Ngaagialah diarahkan untuk
mendapat aparat yang mempunyai pengetahan dan rketlna yang memadai
serta memiliki kepribadian yang jujur dan rasa tamggjawab yang tinggi dalam
menhadpai tugas-tugas yang diemban.

Dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia Baratapatan
Daerah berupaya mengikutsertakan atau memberikanwpeya pelatihan-
pelatihan atau pendidikan sesuai dengan bidangliieapa baik itu dalam
pelatihan dan pendidikan struktural maupun pendidikangsional. Dengan
adanya pendidikan dan pelatihan tersebut dapat mperg tugas-tugas pegawai
sebagai pelaksana dilapangan maupun sebagai padaksdministrasi dalam
meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Kedua, Meningkatkan Sarana dan Prasarana. Dalam upayagiatan
pendapatan daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabuygaejuk juga berupaya
dengan peningkatan sarana dan prasarana untuk raegukjegiatan baik
operasional maupun kegiatan administrasi. Untuk meamgrkegiatan operasional
sarana dan prasarana yang harus ditingkatkan adadatbangun infrastruktur.
Sedangkan dalam menunjang kegiatan administrasi Chesslapatan Daerah
Kabupaten Nganjuk selalu berupaya meningkatkamaagian prasarana berupa
pengadaan komputer, dalam hal ini dimaksudkan untaknpmermudah sistem
pemungutan dan pembayaran pajak dan retribusi dgarahberbasis teknologi
informasi sehingga setiap saat kondisi realisasi surmpkndapatan daerah bias
dipantau. Dengan demikian sarana dan prasarana yaemadai dapat
mempermudah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ngaajakn upaya
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ugiaj dikuatkan oleh Kaho
(1997, h. 66-69) yang menyatakan bahwa dalam melakaantugas otonomi
daerah dengan sebaik-baiknya harus diperhatikaerépd aspek yaitu: Manusia
pelaksana harus baik, keuangan harus cukup danpgsgatan harus cukup dan
baik serta organisasi dan manajemnnya harus cukupaik.

Ketiga, Peninjauan Tarif Pajak Daerah. Prinsip dan sasatalam
penetapan struktur besarnya tarif pajak daeratahdalitu berdasarkan kebijakan
daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaanygasn bersangkutan,

kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
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Tariff Pajak Penerangan Jalan diatur dalam PerafDessrah Kabupaten
Nganjuk Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pajak Peneradgkm. Dimana untuk
menetapkan dan merubah sebuah peraturan daerahntidd&h, harus sesuai
dengan mekanisme yang belaku. Perubahan tariff ukéak setelah
mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya kemampeaaparakat dan
keadilan masyarakat. Dinas Pendapatan Daerah Kediupdanjuk sebagai
instansi pelaksana yang mengatur system pemungujia gen retribusi daerah,
dimana untuk mengusulkan perubahan tarif harus miedakisurvey terlebih
dahulu apakah tarif yang ada sudah layak atau aelemtuk dinaikkan. Dan
kemudian berkoordinasi dengan Pemerintha Daeratk mmémgajukan perubahan
tarif pajak dan retribusi daerah kepada Dewan HélavaRakyat (DPRD) untuk
disetujui yang tertuang didalam perubahan PeratDessrah mengenai pajak dan
retribusi daerah.

2 Meningkatkan Pengawasan

Pengawasan dilakukan untuk mengendalikan atau maongoproses
pelaksanaan pembayaran pajak dan retribusi da@slmisdengan mekanisme
yang telah ditentukan. Dalam hal ini Dinas Pendapdimerah Kabupaten
Nganjuk melakukan pengawasan dengan cara yaitugmmestandar dan target
yang harus dicapai untuk setiap tahun anggararet®mn standar dan target
tersebut selalu dimonitor melalui susunan mekanisrperda perkembangan
pencapaian target, untuk mengetahui sejauh mana taebilangkaian kerja
pengelolaan pajak daerah yang dilaksanakan, sexkaieinsi hasil pencapaian
target setiap tahunnya. Teknis perkembangnannysultda oleh unit-unit
pelaksana pemungutan pajak daerah.

3 Melakukan sosialisasi Kepada Mayarakat

Sosialisasi kepada mayarakat yang dilakukan olehaDiRendapatan
Daerah Kabupaten Nganjuk untuk meningkatkan masgatakhadap kewajiban
membayar pajak dan retribusi. Sosialisasi yang ddak dengan beberapa cara
diantaranya sosialisasi melalui media elektronik,tuyadengan memberikan
informasi mengenai pajak dan retribusi kepada makgarmelalui radio-radio
yang ada di Kabupaten Nganjuk, misalnya informasitatem pentingnya

membayar pajak. Selain itu sosialisasi jugadilakukl@mgan cara berkeliling
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untuk memberikan informasi ke masyarakat sambil merkdoeriselebaran-
selebaran mengenai pajak dan retribusi daerah. Bag paling penting adalah
sosialisasi yang dilakukan adalah sosialisasi meaigdPeraturan Daerah
berkenaan dengan pajak dan retribusi itu sendiasydrakat harus mengetahui
bahwa membayar pajak dan retribusi ada aturan yaeggaturnya sehingga
dengan mengetahui peraturan tersebut akan sadar kkaajibannya untuk

membayarnya.

4.4.1.2 Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Dalam upaya ekstensifikasi menurut Rejo (1995, hupaya peningkatan
lainnya melalui ekstensifikasi dapat dilakukan méuil&ebijaksanaan untuk
memberikan kewenanan yang lebih besar kepada dberkfitan dengan upaya
menggali sumber-sumber pajak dan retribusi yang .bRteskipun hasilnya
ekstensifikasi dalam konteks pajak dan retribuserala harus berada dalam
koridor ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya ekstensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Beathn Daerah untuk
meningkatkan penerimaan pajak daerah yaitu mengem m@&ngelola Pajak
Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Di Kabupateanig memiliki potensi
yang cukup banyak. Hanya saja upaya ekstensifikasérkendala dengan tidak
sedikit juga iaya yang harus dikelurkan untuk bigengoptimalkan penerimaan
dari sector pajak ini.

Upaya ekstensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Rpatan Daerah
adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan terhadak pangambilan bahan
galian golongan c. Dengan adanya pengelolaan yakgimal sangat berpotensi

untuk meningkatkan pendapatan daerah.

4.4.2 Analisis Tingkat Pencapaian Hasil Pendapatangh Daerah
4.4.2.1 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadafajak Daerah

Pajak penerangan jalan merupakan salah satu smbdapzan yang
memberikan kontribusi kepada penerimaan pajak daBagbk penerangan jalan
termasuk jenis pajak daerah, dimana iuran wajib ydipgingut oleh daerah-

daerah yang dipergunakan untuk membiayai penyeleagggembengunan dan
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pungutannya dapat dipaksakan berdasarkan pergterandang-undangan yang
berlaku. Adalah pajak negara yang diserahkan kepgsah dan dinyatakan
sebagai pajak daerah dalam Undang-Undang. (A.&8iatfalam Kaho, 1997:33)
Kontribusi pajak penerangan jalan di kabupaten Ngapada lima thun
terakhir dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006unjekkan adanya
fluktuatif atau mengalami kondisi naik turun terhpdaealisasi pajak daerah.
Rumusan untuk mengenai persentase kontribusi p&a&rangan jalan terhadap

pajak daerah berikut ini:

Realisasi Pajak Penerangan jalan
Ks = x 100%
Realisasi Pajak Daerah

Rp 893293.006
Ksoe = X 100%
Rp. 3.719.241.321

Kse = 91,12%

Berdasarkan pada (tabel 17) pada tahun 2002 sarapgad tahun 2006
tingkat kontribusi realisasi pajak penerangan jatahadap realisasi pajak daerah
tidak ada yang mencapai angka 100%. Tingkat kargritkerendah terjadi pada
tahun 2004 yang hanya memberikan kontribusi seb&88% sedangkan tingkat
kontribui tertinggi pada tahun 2006 yang mencapagkan95,01% secara
keseluruhan tingkat kontribusi pajak penerangaanjakrhadap pajak daerah di
kabupaten Nganjuk rendah (masih kecil) dibandingl@myan pajak yang lain.

4.4.2.2 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan TerhadafAD

Pajak Penerangan Jalan selain memberikan kontritausiteyhadap
realisasi pajak daerah, pajak penerangan jalan nugiliki pengaruh terhadap
kontribusi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PADIjhgat dari definisi menurut
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pendapatan Aséirdba merupakan
Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daargtbgrsumber dari pajak

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekaglaarah yang dipisahkan, dan
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Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yantujban untuk memberikan
keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendarglam doelaksanaan
otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentraldas definisi tersebut
salah satu sumber pendapatan daerah dari pajahdatmana juga salah satu
sumber pendapatan daerah dari sektor pajak daekdibdpaten Nganjuk adalah
pajak penerangan jalan, yang merupakan salah satbesupendapatan yang
potensial.

Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapdtsli Daerah
(PAD). Merupakan realisasi antara pajak penerarjg@m dalam satu tahun
dengan Pendapatan Asli Daerah pada tahun yang Samaakin tinggi realisasi
yang diperoleh mengindikasikan semakin tinggi pulegkiat kontribusi pajak
penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daeralukian dengan cara
membandingkan antara realisasi pajak daerah deng@lisasi Pendapatan Asli

Daerah dikalikan 100% seperti rumusan berikut ini:

Realisasi Pajak Penerangan jalan
Ks = X 100%
Realisasi PAD

Rp. 6.114.323.254
Kszo06 = X 100%
Rp. 52.003.425.054

Ksz006 = 11,75%

Berdasarkan pada (tabel 18) kontribusi pajak pewgama jalan terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nganjuk tarun 2002 sampai
dengan tahun 2006 mengalami fluktuatif. Secaraléagean lima tahun terakhir
kontribusi pajak penerangan jalan terhadap realiBamdapatan Asli Daerah
(PAD) rata-rata kontribusinya sebesar 13,59%, darientribusi terendah terjadi
pada tahun 2006 sebesar Rp. 6.114.323.254,- dalisasi Pendapatan Asli
Daerah sebesar Rp. 52.003.425.054,- atau kontnymusisebesar 11,75%.

Sedangkan realisasi pajak penerangan jalan merabetontribusi tertinggi
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terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah terjadf pahun 2005 yakni sebesar
Rp. 5.935.379.590,- dengan realisasi Pendapatan Patrah sebesar Rp.
40.294.494.046,- atau kontribusinya sebesar 14,73%.

Ukuran untuk mengetahui kemampuan sumber-sumber pdadapa
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dengamggunakan ukuran yang
digunakan oleh Peneliti Fisipol UGM bekerjasama dengitbang Degdadgri
tahun 1991, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 30
Ukuran Kontribusi Sumber-Sumber Pendapatan TerhBé&p

No. Ukuran Kriteria

1. 0.00 — 10.00 % Sangat Kurang
2. 10.10 — 20.00 % Kurang

3. 20.10 — 30.00 % Sedang

4. 30.10 — 40.00 % Cukup

5. 40.10 — 50.00 % Baik

6 > 50.10 % Sangat Baik

Sumber : Munir, Dkk (2004, h. 149)
Dari (tabel 14) tersebut secara keseluruhan pabant®2002 sampai

dengan tahun 2006 tingkat kontribusi pajak penemnalan terhadap Pendapatan
Asli Daerah (PAD) tidak sesuai dengan apa yang rdpi@an Pemerintah

Kabupaten Nganjuk atau kontribusinya kurang.

4.4.2.3 Kontribusi Penerimaan fungsional unit Swadaam RSUD Terhadap

Retribusi Daerah

Penerimaan fungsional unit swadana RSUD merupakah satu sumber
pendapatan yang memberikan kontribusi kepada persmimetribusi daerah.
Menurut J. Wayong (1983, h. 127) mengatakan baletdbsi daerah adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran disebabkan pamaktau karena
memperoleh jasa dari pekerjaan, usaha milik daergh y@ang berkepentingan
atau karena diberikan oleh daerah baik langsung wmauplak langsung.
Penerimaan fungsional unit swadana RSUD termasug fjetribusi jasa umum,
yang termasuk ke dalam jenis retribusi pelayananietae.

Kontribusi penerimaan fungsional unit swadana RSUDkabupaten
Nganjuk pada lima thun terakhir dari tahun 2002 [g@indengan tahun 2006

menunjukkan adanya fluktuatif atau mengalami kondiaik turun terhadap
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realisasi retribusi daerah. Rumusan untuk mengereasentase kontribusi pajak

penerangan jalan terhadap pajak daerah berikut ini:

Realisasi Penerimaan RSUD
Ks = x 100%
Realisasi Retribusi Daerah

Rp. 20.569.920.487
Ks2006 = X 100%
Rp.32.089.79@77

Ksoos = 64,10%

Berdasarkan pada (tabel 22 ) pada tahun 2002 satepgan tahun 2006
tingkat kontribusi realisasi penerimaan fungsiom$BUD terhadap realisasi
retribusi daerah tidak ada yang mencapai angka yaengembirakan. Tingkat
kontribusi terendah terjadi pada tahun 2003 yangyhanemberikan kontribusi
sebesar 62,63% sedangkan tingkat kontribui tertimggla tahun 2005 yang
mencapai angka 71,54% secara keseluruhan tingkatritkasi penerimaan
fungsional RSUD terhadap retribusi daerah di katempalganjuk rendah (masih

kecil) dibandingkan dengan retribusi yang lain.

4.4.2.4 Kontribusi Penerimaan fungsional unit Swadaa RSUD Terhadap

PAD

Menurut Azhari A. Samudra (1995, h. 23) Pendapataarah yaitu
keseluruhan yang diterima baik dalam bentuk uang ydag dapat dinilai dengan
uang yang diperoleh dari barang-barang bergerald &tlak bergerak dari
kegiatan perdagangan atau pekerjaan lain yang dikikukan sekali-kali atau
secara kontinyu, kegiatan kantor perusahaan, psayadari keuntungan-
keuntungan lainnya yang diperoleh setelah dikurangkos-ongkos pengeluaran.

Penerimaan fungsional RSUD selain memberikan korsritberhadap
retribusi daerah juga memberikan kontribusi terhaBapdapatan Asli Daerah.

Kontribusi Penerimaan fungsional RSUD terhadap Bpatn Asli Daerah
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(PAD). Merupakan realisasi antara Penerimaan fungsi®RSUD dalam satu
tahun dengan Pendapatan Asli Daerah pada tahun semg. Semakin tinggi
realisasi yang diperoleh mengindikasikan semakiggiipula tingkat kontribusi
pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Astabaklakukan dengan cara
membandingkan antara realisasi retribusi daeralgasenrealisasi Pendapatan

Asli Daerah dikalikan 100% seperti rumusan berikut i

Realisasi Penerimaan RSUD
Ks = X 100%
Realisasi PAD

Rp. 20.569.920.487
KsS2006 = X 100%
Rp.52.003.42%.05

K2o06 = 39,55%

Berdasarkan pada (tabel 23) kontribusi Penerimaak/CR$erhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nganjuk terun 2002 sampai
dengan tahun 2006 mengalami fluktuatif. Secaralkaggan lima tahun terakhir
kontribusi Penerimaan RSUD terhadap realisasi Rextda Asli Daerah (PAD)
rata-rata kontribusinya sebesar 34%, dimana kordriberendah terjadi pada
tahun 2003 sebes®@®p. 12.710.724.954,- dari realisasi Pendapatan Aslir&rae
sebesar Rp.36.772.805.374,- atau kontribusinya saeb84,56%. Sedangkan
realisasi Penerimaan RSUD memberikan kontribusi tggtiterhadap realisasi
Pendapatan Asli Daerah terjadi pada tahun 2004 iyadebesar Rp.
15.294.252.212,- dengan realisasi Pendapatan Aslerdh sebesar Rp.
35.322.732.889,- atau kontribusinya sebesar 43,29%.

Dari (tabel 23) tersebut secara keseluruhan padant®2002 sampai
dengan tahun 2006 tingkat kontribusi Penerimaan R$&rhadap Pendapatan
Asli Daerah (PAD) tidak sesuai dengan apa yang rdpl@n Pemerintah

Kabupaten Nganjuk atau kontribusinya cukup.
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4.4.2.5 Kontribusi Penerimaan Jasa Giro Terhadap Reerimaan Lain-Lain

Penerimaan jasa giro merupakan salah satu sumbeagstan yang
memberikan kontribusi kepada penerimaan lain-lain iWieinh Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 yang termasuk lain-lain Pendap&assi Daerah yang sah
seperti :Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidipksahkan; Jasa giro;
Pendapatan Bunga; Keuntungan selisih nilai tukafahu terhadap mata uang
asing; Komisi, potongan bbentuk lain sebagai akdmi penjualan dan atau
pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Kontribusi penerimaan jasa giro di kabupaten Ndarpada lima thun
terakhir dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006unjekkan adanya
fluktuatif atau mengalami kondisi naik turun terhpdealisasi retribusi daerah.
Rumusan untuk mengenai persentase kontribusi pea@n jasa giro terhadap
penerimaan lain-lain yang sah berikut ini:

Realisasi Penerimaan Jasa Giro
Ks = X 100%
Realisasi Penerimaan Lian-Lain

Rp. 5.902.63@04
Ks2006 = X 100%
Rpl2.088.982.326

Ks2006 = 48,82%
Berdasarkan pada (tabel 28 ) pada tahun 2002 satepgan tahun 2006

tingkat kontribusi realisasi penerimaan jasa gindadap realisasi penerimaan
lain-lain yang sah tidak ada yang mencapai angkg yaengembirakan. Tingkat
kontribusi terendah terjadi pada tahun 2003 yang&anemberikan kontribusi
sebesar 32,42% sedangkan tingkat kontribui tertipggla tahun 2006 yang
mencapai angka 48,82% secara keseluruhan tingkdtilikasi penerimaan jasa
giro terhadap penerimaan lin-lain yang sah di kataip&lganjuk rendah (masih

kecil) dibandingkan dengan penerimaan lain-lain..
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4.4.2.6 Kontribusi Penerimaan Jasa Giro Terhadap PR

Penerimaan Jasa Giro selain memberikan kontribusaryadap realisasi
penerimaan lain-lain yang sah, Penerimaan Jasa Gie muemiliki pengaruh
terhadap kontribusi realisasi Pendapatan Asli Da@P&D). Dilihat dari definisi
menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pendapasin Daerah
merupakan Pendapatan Asli Daerah merupakan peagapdhaerah yang
bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah| pespgelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan asliatagang sah, yang bertujuan
untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalamgalepgndanaan dalam
pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asestdlisasi. Dari definisi
tersebut salah satu sumber pendapatan daerah dgaki gerah, dimana juga
salah satu sumber pendapatan daerah dari sektdt gagrah di Kabupaten
Nganjuk adalah pajak penerangan jalan, yang meampaalah satu sumber
pendapatan yang potensial.

Kontribusi Penerimaan Jasa Giro terhadap PendapaiaD#@erah (PAD).
Merupakan realisasi antara Penerimaan Jasa Giro ds#édm tahun dengan
Pendapatan Asli Daerah pada tahun yang sama. Senwadgi realisasi yang
diperoleh mengindikasikan semakin tinggi pula tetgkontribusi Penerimaan
Jasa Giro terhadap Pendapatan Asli Daerah dilakukieemgan cara
membandingkan antara realisasi penerimaan laindaerah dengan realisasi

Pendapatan Asli Daerah dikalikan 100% seperti ramberikut ini:

Realisasi Penerimaan Jasa Giro
Ks = x 100%
Realisasi PAD

Rp. 5.902.636.048
Ks2006 = X 100%
Rp. 52.003.420

Ksz2006 = 11,35%

Berdasarkan pada (tabel 29 kontribusi Penerimaaa &iro terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nganjuk terun 2002 sampai

dengan tahun 2006 mengalami fluktuatif. Secaralkaggan lima tahun terakhir
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kontribusi Penerimaan Jasa Giro terhadap realisagidpatan Asli Daerah (PAD)
rata-rata kontribusinya sebesar 6%, dimana konirilensndah terjadi pada tahun
2004 sebesar Rp. 2.423.384.323 ,- dari realPasilapatan Asli Daerah sebesar
Rp.35.322.732.889,- atau kontribusinya sebesar %6,86edangkan realisasi
Penerimaan jasa giro memberikan kontribusi tertinggfhadap realisasi
Pendapatan Asli Daerah terjadi pada tahun 2006 iyadebesar Rp.
5.902.636.048,- dengan realisasi Pendapatan Askréba sebesar Rp. Rp.
52.003.425.054,- atau kontribusinya sebesar 11,35%.

Dari (tabel 29) tersebut secara keseluruhan pabant®2002 sampai
dengan tahun 2006 tingkat kontribusi Penerimaaa ¢a® terhadap Pendapatan
Asli Daerah (PAD) tidak sesuai dengan apa yang rdpgi@n Pemerintah
Kabupaten Nganjuk atau kontribusinya kurang.

4.4.2.7 Kontribusi Penerimaan Daerah Terhadap Pendaan Asli Daerah
dalam Mendukung Kemandirian Keuangan Daerah

PAD merupakan pendapatan yang bersumber dari hask pkerah,
retribusi daerah, hasil pengelolaan usaha daerahlala-lain pendapatan asli
daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikaglueeslaan kepada daerah
dalam menggali pendanaan untuk melaksanakan otonamarall sebagai
perwujudan azas desentralisasi. Dalam rangka alaks otonomi yang seluas-
luasnya maka pemerintah daerah harus berusaha matkagkPAD-nya. Dalam
kenyataannya PAD ini khususnya Kabupaten Nganjukihmsengat kecil jika
dibandingkan dengan penerimaan daerahnya.

Dengan mencermati pencapaian target dan realisafl RAbupaten
Nganjuk selama 5 tahun dari tahun 2002 sampai T&006, menunjukkan
kecenderungan melebihi target yang ditetapkan, nakamtribusinya terhadap
penerimaan masih tergolong rendah. Hal ini dikaranadanya penetapan target
yang kurang rasional, dimana penetapan target PéMelbut dibuat pihak
pemerintah kurang memperhatikan faktor-faktor korfduperkembangan
kemajuan daerah, kemajuan ekonomi masyarakat sepdttimbuhan ekonomi.

Pencapaian target rata-rata penerimaan PAD Kabupianjuk selama 5

Tahun bahkan melebihi target, diakibatkan oleh Kegjas pihak eksekutif dalam
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upaya mengurangi ketergantungan dana dari pemerjuaht dalam rangka
pembangunan daerah.

Pada dasarnya Dispenda sendiri merasa kesulitamk umenetapkan
besarnya potensi pendapatan untuk tahun yang akamg] perlu diingat juga
bahwa jumlah potensi yang secara pasti hanya diggetahui setelah tutup tahun
anggaraan, dan juga bila menggunakan potensi yamdatdin sebelumnya hal
tersebut juga tidak bisa dilakukan mengingat dalamurkuvaktu satu tahun
berbagai macam peristiva dapat mempengaruhi pertumbphayek-proyek
pajaknya dan menjadikan pajak dan retribusinya dsbDengan pertimbangan
tersebut maka penetapan target yang dilakukan Bispenda untuk tahun
anggaran berikutnya masih didasarkan atas pencafzaget atau realisasi tahun
sebelumnya dengan menetapkan pertambahan 10%. Seimnggirealisasi yang
diperoleh tahun sebelumnya maka semakin tinggi pelaetapan target untuk
tahun berikutnya.

Untuk kontribusi terbesar dari PAD Kabupaten Ngknpada lima tahun
ini adalah bersumber dari sektor retribusi daeatuynenyumbang sebesar Rp.
112.478.650.863 (59,54%) diikuti oleh Penerimaam-lain yang memberi
kontribusi sebesar Rp. 43.840.415.088 (3,21%), diansul oleh pajak daerah
sebesar 38.310.798.681 (20,28%), serta laba pexaisatebesar 4.265.168.255
(2,25%)

Seperti yang telah dijelaskan pada tinjauan pustBkedasarkan Derajat
Otonomi Fiskal menurut Reksodiprojo dalam Munir, sbla (2004:101)
menjelaskan bahwa Kemandirian daerah ditunjukkarh dbesar kecilnya
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan denganl Renerimaan Daerah

(TPD). Adapun rumusn dari kemandirian ini adalah:

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Derajat Otonomi Fiskal =
Total Penerimaan Daerah (TPD)

Maka dapat dilihat perkembangan Tingkat Kemandiridari Pemerintah
Kabupaten Nganjuk mulai 2002-2006 melaui tabel béfiku
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Tabel 31
Perkembangan Tingkat Kemandirian Keuangan
Kabupaten Nganjuk
Tahun 2002-2006

No. | Tahun Realisasi PAD | Total Penerimaan Tingkat
(Rp) Daerah Kemandirian
1. 2002 24.472.056.086 318.175.161.427 7,69%
2. 2003 36.772.805.374 394.341.732.160 9,32%
3. 2004 35.322.732.889 404.973.104.428 8,72%
4, 2005 40.294.494.046 423.334.350.682 9,51%
5. 2006 52.033.425.054 633.416.077.443 8,21%

Berdasarkan (tabel 31) secara keseluruhan pada 2002 sampai tahun
2006 perkembangan tingkat kemandirian Kabupatempganasih dibawah 10%
maka tingkat kemandirian Kabupaten Nganjuk tidakuae dengan apa yang
diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk atantrikasinya sangat
kurang. Pada tahun 2002 masih sangat kecil yaitessel¥,69%. Hal ini sangat
jauh dibandingkan dengan total penerimaan daernadp yebesar 318.175.161.427.
dengan demikian keberhasilan pencapaian PAD Kabupatganjuk yang
dicerminkan oleh peningkatan nilai nominal PAD dap. R4.472.056.086 pada
tahun 2006 menjadi sebesar Rp. 52.033.425.054 pen@apaian target pungutan
PAD yang rata-rata diatas 100% sangat kecil sekalberikan dukungan pada
Kabupaten Nganjuk untuk mencapai kemandirian daeratkinari tahun ke
tahun tingkat kemandiriannya meningkat namun dapdihatdi bahwa
perkembangan penerimaan PAD mengalami peningkatan naickak dapat
digunakan barometer bahwa Kabupaten Nganjuk merupd&arah yang telah
mandiri.

Hal ini juga ditunjukkan dengan rata-rata tingkatrandirian Kabupaten
Nganjuk yang masih dibawah 10% dan ini menandakaw®alaerah Kabupaten
Nganjuk memiliki ketergantungan yang tinggi dengkma perimbangan dari
pemerintah pusat, yang disebabkan oleh belum optimapsnerimaan dari
pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk.

Dengan masih kecilnya kontribusi Pendapatan Asle@ah Kabupaten
Nganjuk sebagai barometer tingkat kemandirian daefalam menjalankan
amanat otonomi daerah, sesuai dengan Undang-Undamgr\&2 Tahun 2004,

mengharuskan Pemerintah Daerah secara terus mevesymya meningkatkan
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Pendapatan Asli Daerah sebagi sumber utama pendagetaah, secara wajar
dan dapat dipertanggung jawabkan dengan mempenhatidadisi masyarakat
yang menjadi subjek Pendapatan Asli Daerah. Sdiajrpemerintah Kabupaten
Nganjuk perlu meningkatan penerimaan Sumber daypeaerimaan Kabupaten
Nganjuk dengan meningkatkan penerimaan dari pespajdan retribusi daerah,
selain pemerintah Kabupaten Nganjuk perlu mengofiitemakinerja dari BUMD

(Badan Usaha Milik Daerah) agar dapat lebih menggk®AD (Pendapatan Asli

Daerah).
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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan penyajian data dan pembahasan tertedbpgai masalah
yang diteliti, tentang Penggalian Sumber PendapA&inDaerah di Kabupaten

Nganjuk, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai beriku

1. Sumber pembiayaan bagi daerah dalam rangka peteisagtesentralisasi
fiskal yaitu PAD, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerdan lain-lain
penerimaan yang sah. Pajak daerah dan retribusaldagang merupakan
salah satu komponen PAD, seharusnya merupakan sp@berimaan utama
bagi daerah, sehingga ketergantungan daerah kéwadarintah Pusat (Dana
Perimbangan) semakin berkurang, yang pada giliramagah diharapkan
akan memiliki akuntabilitas yang tinggi kepada maakat lokal

2. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yargkukan oleh Dinas
Pendapatan Daerah adalah dengan cara Intensifikaspun Ekstensifikasi
pendapatan daerah. Upaya intensifikasi dilakukamgale cara: Penentuan
Potensi Pajak Daerah, Penentuan Target Pajak DadPaimanganan
Administrasi. Sedangkan upaya Ekstensifikasi Dilakuk Melalui
Penambahan Jenis Pungutan Baru, Peningkatan Jumlih ®&gak Dan
Penyuluhan Kepada Wajib Pajak

3. Menigkatnya Pendapatan asli Daerah akan sanga¢rgaruh, berperan dan
memperkokoh terhadap kemandirian daerah dalam rangkgumes rumah
tangganya sendiri. Hal ini sejalan dengan usahaepatah dalam rangka
pelaksanaan titik berat otonomi daerah yang nyditemis dan bertanggung
jawab.

4. Upaya peningkatan pendapatan daerah yang dilakalké Dinas Pendapatan
Daerah adalah Upaya Intensifikasi dilakukan dengama: Pertama,
memperkuat proses pemungutan melalui peningkatan msuber daya
manusia, peningkatan sarana dan prasarana baik kegiatan operasional
maupun kegiatan administratif, dan peninjauan .t&@dua, meningkatkan

pengawasan yaitu pengawasan secara administratif umappngawasan
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secara operasional lapangan. DHetiga, melakukan sosialisasi kepada
maysrakat. Sosialisasi yang telah dilakukan olehaBiPendapatan Daerah
melalui media elektronik/radio, selebaran-selebaramaupun dengan
mengadakan sosialisasi berkeliling. Sedangkan upkgtensifikasi dilakukan
dengan mengelola pajak baru yang potensial untukngkaikan pendapatan
daerah. Selain itu juga ekstensifikasi dilakukamgd® cara mengadakan
kebijakan baru mengenai pajak dan retribusi daerah.

5. Pada kenyataannya terdapat beberapa kendaladij@dapi oleh Pemerintah
Daerah khususnya Dinas Pendapatan Daerah dalamgkatkan Pendapatan
Asli Daerah baik dalam penggalian maupun pengembaggami samping
adanya tantangan dan kendala, juga terdapat pepelngng yang dapat
dmanfaatkan untuk mengembangkan potensi-potensi stsubwer
pendapatan daerah.

6. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai unsur yanrgyeg kompleks
dilihat dari segi kemampuan disiplin aparat, maupe@adaan masyarakat.
Maka dalam pengembangan pendapatan daerah sangdtikip dukungan
masyarakat serta kerja keras dan semangat apangelpk pendapatan
daerah, sehingga dapat digunakan untuk meyusungaeram yang tepat guna
memperoleh stabilitas PAD yang mantap dan dinamisggdlimendahnya
tingkat Pendapatan Asli Daerah sangat berpengassér berhadap kelancaran
pembangunan, karena semakin besar jumlah penda@seahdnaka semakin
banyak bidang/sektor yang dibangun.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, ma&k&a mpemberikan
beberapa saran-saran yang mungkin dapat dijadikeanbpertimbangan oleh
pihak-pihak yang mungkin dapat dijadikan bahan pdrsingan oleh pihak-pihak
yang terkait dalam usaha penggalian PendapatanD&drah guna mendukung
pembangunan di Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut:

1) Ditingkatkannya kemandirian dan kemampuan keuandaerah melalui
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan gadirgumber-sumber
baru dari pajak daerah, retribusi daerah, perusablaarah dan penerimaan

lain-lain yang sah sesuai perundang-undangan yaegakin serta
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3)

4)

5)

6)
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dimantapkannya perencanaan, pengawasan, pengelaaanpenggunan
keuangan daerah.

Perlunya memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, plalitik yang kurang

menguntungkan saat ini, harus dipertimbangkan aebati-hati sehingga
tidak menimbulkan gejolak di masyarakat yang padaragiiya akan

mendistorsi kegiatan perekonomian daerah. Pencigizetn jenis pajak selain
mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yamgldku secara umum
juga perlu mempertimbangkan ketepatan suatu jeniak psgbagai pajak
daerah, karena pajak daerah yang baik akan merglopmmingkatan

pelayanan publik yang pada gilirannya akan menirkgkat kegiatan

perekonomian daerah.

Perlunya peningkatan kemampuan aparatur Pemerin@aéraD melalui

peningkatan pengetehuan, keterampilan, pendayaguwsisi@m pelaksanaan
dan pengawasan pembangunan serta pendayaguaaturstkelembagaan

dalam mendukung pengembangan struktur jabatan, gelgmer dan bidang

tugas yang sesuai dengan kebutuhan.

Perlu ditingkatkannya penyediaan sarana dan m@nasadaerah dalam
menunjang kebutuhan dasar masyarakat dan pengenmbaegekonomian

daerah dengan dilaksanakannya peningkatan saramgprdsarana secara
terpadu dengan mengacu pada rencana tata ruan¢p.daera

Hendaknya diadakan koordinasi antara instangj yarkait agar pelaksanaan
pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lansaaisprogram yang

ditetapkan dan dapat berdaya guna serta berhasih gesuai dengan
fungsinya.

Lebih memantapkan usaha operasionalisasi kebijaksatata ruang daerah
dalam tingkat yang nyata baik berupa peraturanjpedopembinaan dan
pengendalian serta perwujudannya dalam program-progeak fisik maupun

non fisik.



DAFTAR PUSTAKA

Ananda, Chandra F. 200Rtoblems Of The | mplementation Of The fiscal
Decentralization In Regional Autonomy. Diakses pada tanggal 26 Mei
2006 dari:_http//www.google.co.id/jurnal/pdf

Arikunto, Suharsimi. 1996Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek ).
Jakarta : Bina Aksara.

Bayoola dan Jeremis. 198Kumpulan Beberapa Indikator Politik, Sosial,
Ekonomi. Yogyakarta : Fisipol UGM.

Davey, K. J. 1992.Pembiayaan Pemerintah Daerah, diterjemahkan oleh
Aminullah et. al. Jakarta : Penerbit Universitagdnesia.

H, Sutrisno P. 1981Dasar-Dasar |Imu Keuangan Negara. Yogyakarta : Fokom
UGM.

Ichsan, Moch. 1988Pokok-pokok Administrasi Keuangan Daerah. Malang:
FIA-Unibraw

Kaho, Josep Riwu. 1997Prospek Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Jakarta : Rajawali pers.

Koeswara, E. 1995+ aktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi
Daerah di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.
Jakarta: Bina Aksara.

Krishadi, JB. 1991 Mencari Kriteria Alokasi Dana Regional Dan Prospek
Kebijakan Yang I deal. Prisma : LP3ES.

Mardiasmo. 20020tonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta :
Andi

Miles, Matthew B dan Huberman, A. Michael. 19%halisis Data Kualitatif.
Jakarta : Universitas Indonesia Pers.

Moleong, J. Lexy. 2000M etode Penelitian Kualitatif. Bandung : Rosdakarya.

. 1994 Metode Peneltian Kualitatif. Bandung : Rosdakarya.

Muluk, M.R. Khairul. 2003. Manajemen Keuangan DaeBerbasis Manajemen

Pengetahuan. Dalam Jurnal Forum Inovasi dan Petakain Yang Baik.
Vol.5 Jakarta: PPs PSIA-FISIP UL.
Nazir, Moh. 1988Metode Penelitian. Cetakan Ill. Jakarta : Ghalia Indonesia.



Oentarto, dkk.2004.Menggagas Format Otonomi Daereah Masa Depan.
Jakarta: Samitra Media Indonesia

Pratiwi, Ratih NP dan Moch. Ichsan. 199Pokok-Pokok Administrasi
Keuangan Daerah. Malang : FIA Universitas Brawijaya.

Rozani, Imam. 1994 atihan Keuangan Daerah. Jakarta : LPEM Ul.

Samudra, A. Azhari. 199%erpajakan di Indonesia (Keuangan, Pajak dan
Retribusi). Cetakan Il. Jakarta : Gramedia.

Sanapiah, Faisal. 199@enelitian Kualitatif : Dasar-Dasar dan Aplikasinya.
Malang : YAS.

Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi. 19BEetode Pendlitian Survei. Jakarta :
LP3S.

Soejito, IrawanHubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta :
Bina Aksara.

Sugiyono. 1994Metode Penelitian Administratif. Bandung : Alfabeta.

Syamsi, lbnu. 1983Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara. Jakarta : Bina
Aksara.

The Liang Gie. 1968Pertumbuhan Pemerintah Dareah di Negara Republik
Indonesia. Jilid Il. Jakarta : Gunung Agung.

Wasana, Jaka. 199Rengantar Ekonomi Mikro. Jakarta : Bina Rupa.

Wayong, J. 1983Administrasi Keuangan Daerah. Jakarta : Ichtiar.

Widodo, DS. 1989%nsiklopedi Administrasi. Jakarta : Cv Haji Mas Agung.

Peraturan- Peraturan :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusdbaarah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang PembentBaerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perindrakguangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang pajakrabadan Retribusi
Daerah.



